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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Perencanaan 
penyelenggaraan diklat FDS di BBPPKS Yogyakarta, 2) Proses pelaksanaan diklat 
FDS di BBPPKS Yogyakarta, 3) Evaluasi diklat FDS di BBPPKS Yogyakarta, 4) 
Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan diklat FDS di BBPPKS 
Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subjek penelitian ini adalah pengelola/penyelenggara diklat, widyaiswara, dan 
peserta diklat. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan diklat FDS PKH di BBPPKS 
Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian 
yang dibantu dengan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Triangulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan 
data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan diklat FDS PKH 
meliputi analisis kebutuhan diklat baik dari perencanaan kurikulum, modul 
pembelajaran, dan metode pembelejaran yang telah disusun oleh Pusdiklat 
Kesejahteraan Sosial dan BBPPKS Yogyakarta adalah sebagai penyelenggara 
diklat, 2) Pelaksanaan diklat meliputi registrasi peserta, pengarahan teknis dari 
panitia, pra test, acara pembukaan, penyampaian materi, praktik belajar lapangan, 
purna test dan evaluasi penyelenggaraan, 3) Proses evaluasi diklat terdiri dari dua 
tahap, yaitu evaluasi yang dilaksanakan ketika diklat berlangsung dan evaluasi 
dampak diklat, 4) Faktor pendukung yaitu: sarana prasarana diklat lengkap, media 
pembelajaran lengkap, fasilitator yang berkompeten, dan kinerja panitia yang 
cukup baik. Faktor penghambat yaitu: pendistribusian media pembelajaran kurang 
lancar, kurang disiplinnya peserta, adanya peserta yang hamil, modul dan alat 
peraga materi disabilitas dan kesejahteraan sosial kurang lengkap serta jeda waktu 
istirahat yang kurang. 
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This research aims to describe: 1) Planning of FDS training implementation 
in BBPPKS Yogyakarta, 2) Implementation of FDS training process in BBPPKS 
Yogyakarta, 3) Evaluation of FDS training in BBPPKS Yogyakarta, 4) Supporting 
factors and inhibiting implementation of FDS training in BBPPKS Yogyakarta. 
This research is a descriptive research with qualitative approach. The 
subjects of this research are the manager/organizer of training, widyaiswara, and 
training participants. The objects of this research are the implementation of FDS 
PKH training in BBPPKS Yogyakarta. Data collection was done by observation, 
interview, and documentation. Researchers are the main instruments in conducting 
research assisted by observations, interviews, and documentation. Techniques used 
in data analysis are data reduction, data display, and conclusion drawing 
verification. Triangulation is done to explain the validity of the data by using 
triangulation of sources and techniques. 
The results of the research showed that: 1) Planning of FDS training include 
training needs analysis both from curriculum planning, learning module, and 
method of learning that have been prepared by Pusdiklat Kesejahteraan Sosial and 
BBPPKS Yogyakarta as training organizer, 2) Implementation of training include 
participant registration meeting, technical meeting from committee, pre-test, 
opening ceremony, learning process, field practice, post-test and evaluation, 3) 
Evaluation process of training from two stages are evaluation conducted at this 
time and impact evaluation, 4) supporting factors are complete infrastructure, 
competent facilitators, and good committee performance. Inhibiting factors are the 
distribution of learning media less smoothly, less discipline participants, the 
presence of pregnant participants, modules and props disabilitas material and 
social welfare is incomplete and rest breaks are less. 
 

















We never fail when we try to do our duty,  
we always fails when we neglect to do it 
(Robert Baden Powell) 
 
Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa  
kamu gunakan untuk mengubah dunia 
 (Nelson Mandela) 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan menurut Siswoyo (2013:49) adalah proses sepanjang hayat dan 
upaya perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap 
potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai 
makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan dalam Undang-Undang 
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 
suatu proses yang secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri 
serta sebagai upaya perwujudan pembentukan diri. 
Pelatihan menurut Hamalik (2007:10) yaitu suatu proses yang meliputi 
serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk 
pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional 
kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 
kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan 
produktivitas dalam suatu organisasi. Menurut Dugan Laird yang dikutip oleh 
Sugiyono (2002:1) pelatihan adalah semua kegiatan yang dirancang untuk 
meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau akan segera 
dihadapi. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu 
untuk meningkatkan kinerja peserta dalam suatu pekerjaan yang sedang atau akan 
dikerjakan agar efektif dan efisien. 
Dari pengertian di atas, fokus dari pendidikan yaitu untuk pengembangan diri 
sedangkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kerja atau keterampilan 
kerja (hard skill). Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan merupakan suatu 
proses yang sama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 
mengembangkan sikap tetapi dengan proporsi yang tidak sama di masing-masing 
komponen.  
Tujuan pelatihan dapat dirumuskan dari tujuan Pendidikan Nasional yang 
tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada bab 
II Pasal 3 berbunyi “…bertujuan untuk  berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab”. Salah satu cara untuk mengembangkan 
potensi peserta didik yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Pengembangan 
potensi peserta didik disebut juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). 
Pendidikan dan pelatihan turut memberikan andil dalam pengembangan SDM 
dikarenakan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia.  
Guna meningkatkan kualitas SDM yang ada maka diperlukan 
pusat/badan/lembaga/unit pendidikan dan pelatihan yang didalamnya terdapat 
pelatih profesional, program pelatihan, kurikulum pelatihan, dan lain sebagainya 
yang mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM. Tidak terkecuali Kementrian 
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Sosial Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 
53/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar 
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Balai Besar Pendidikan dan 
Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang 
pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan 
Pelatihan dan Pengembangan Sosial. BBPPKS bertugas melaksanakan pendidikan 
dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah 
(TKSP) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), pengkajian, 
penyiapan standarisasi pendidikan, pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi 
dengan instansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
BBPPKS terbagi menjadi 6 regional, yaitu Padang, Bandung, Yogyakarta, 
Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura. Setiap regional mempunyai jenis diklat yang 
sama.  
BBPPKS Regional III Yogyakarta atau sering disebut BBPPKS Yogyakarta 
pada tahun 2017 menyelenggarakan beberapa diklat. Salah satu diklat yang 
dilaksanakan adalah Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 
(P2K2)/Family Development Session (FDS) bagi pendamping Program Keluarga 
Harapan atau sering disebut Diklat FDS PKH. Diklat FDS PKH merupakan salah 
satu program diklat dari BBPPKS Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas pendamping PKH sebagai instruktur/pelatih dalam mendampingi peserta 
PKH guna mengentaskan kemisikinan dari peserta PKH tersebut. Peserta yang 
mengikuti diklat ini adalah para pendamping PKH yang berada di wilayah kerja 
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BBPPKS Yogyakarta. Wilayah kerja BBPPKS Yogyakarta, yaitu Yogyakarta, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 
FDS merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi 
peserta PKH dan merupakan salah satu program penunjang PKH. Program ini hadir 
untuk mengisi kekosongan ketika proses pendampingan kepada peserta PKH. 
Sebelum program ini dicanangkan oleh Kementrian Sosial, proses pendampingan 
peserta PKH hanya sebatas pemberian materi semampunya pendamping sehinga 
pendampingan tidak maksimal dan tujuan PKH tidak tercapai dengan maksimal 
juga.  
Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016, FDS merupakan 
proses belajar terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat 
miskin di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan dan perlindungan anak. 
Materi FDS disampaikan melalui pertemuan kelompok bulanan yang disampaikan 
oleh pendamping PKH terhadap kelompok-kelompok binaanya. Masing-masing 
materi terangkum dalam suatu modul dengan berbagai sesi yang berurutan.  
Pendamping PKH dalam pelaksanaan program FDS tidak hanya berperan 
sebagai petugas yang memonitor kepatuhan peserta PKH tetapi juga berperan 
sebagai fasilitator. Fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping dalam program FDS 
yaitu dengan memberikan materi dari materi-materi FDS yang terangkum dalam 
suatu modul. Karena pendamping harus memberikan materi-materi FDS, maka 
pendamping dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang 
ada dalam program FDS. Selain itu, pendamping juga harus dapat berperan sebagai 
fasilitator dalam pembelajaran FDS. 
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Dalam upaya peningkatan kapasitas pendamping sebagai fasilitator 
diperlukan instruktur/pelatih yang memadai untuk melatih pendamping agar 
mampu menjadi fasilitator FDS PKH yang mampu mempercepat pencapaian tujuan 
PKH. Oleh karena itu, untuk memfasilitasi hal tersebut Kementerian Sosial melalui 
lembaga diklatnya, dalam hal ini adalah BBPPKS mengadakan Diklat FDS PKH 
bagi pendamping PKH. 
Diklat FDS PKH merupakan diklat lanjutan bagi pendamping PKH. Proses 
setelah direkrut menjadi pendamping PKH, yaitu mengikuti diklat pendamping 
PKH. Pada diklat pendamping PKH diberikan materi-materi dasar terkait PKH. 
Diklat pendamping PKH dan diklat FDS PKH merupakan program diklat dari 
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial. Pada dasarnya 
melalui proses perencanaan yang sama, hanya saja kurikulum dan waktu 
pelaksanaannya yang berbeda. Diklat pendamping PKH berlangsung selama 10 hari 
dengan 1 (satu) kali praktik lapangan, sedangkan diklat FDS PKH berlangsung 
selama 17 hari dengan 4 (empat) kali praktik lapangan. 
Kegiatan diklat yang dilakukan oleh BBPPKS Yogyakarta, baik diklat 
pendamping PKH, diklat FDS PKH, maupun diklat lainnya secara garis besar terdiri 
dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Semua tahapan 
ini merupakan fungsi dari manajemen. Sebuah diklat perlu dimanajemen agar 
dalam proses penyelenggaraan dapat berjalan secara optimal sehingga tujuan 
program diklat dapat tercapai secara efektif dan efisien.  
Di BBPPKS Yogyakarta penyelenggaraan diklat merupakan tugas dari 
Bidang Penyelenggara Diklat dan Kerjasama. Secara khusus penyelenggaraan 
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diklat FDS PKH dilaksanakan oleh Seksi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Masyarakat (TKSM). Dalam penelitian ini, diklat FDS PKH yang akan diteliti 
adalah diklat FDS PKH putaran III khususnya angkatan IX. 
Selanjutnya untuk dapat merancang program diklat yang efektif dan efisien 
diperlukan langkah sebagai penjabaran dari manajemen diklat yang merupakan 
kegiatan dari kelima proses manajemen pelatihan atau lebih dikenal dengan lima 
bakso, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah.  
Langkah-langkah tersebut digambarkan dalam siklus berikut ini. 
Gambar 1. Siklus lima bakso (Daryanto, 2014:34) 
Selama proses perencanaan diklat, tidak hanya pengkajian kebutuhan 
pelatihan saja yang dilaksanakan oleh Bidang Penyelenggara Diklat dan Kerjasama 
BBPPKS Yogyakarta. Akan tetapi, juga melaksanakan pemanggilan peserta diklat 


















merupakan salah satu fungsi dari tugas Bidang Penyelenggara Diklat. Proses 
pemanggilan peserta yaitu dengan surat yang dikirimkan melalui email. Surat 
pemanggilan peserta dikirimkan kepada Dinas Sosial di tiap kabupaten/kota yang 
menjadi peserta saat itu.  
Setelah pemanggilan peserta dengan surat, peserta datang ke lokasi diklat 
untuk mendaftarkan diri dengan membawa berbagai berkas yang sudah ditentukan 
sebelumnya. Proses pendaftaran diklat yang dilaksanakan oleh balai diklat masih 
manual sehingga masih kurang efektif dan efisien apabila peserta yang datang 
cukup banyak. Artinya, setelah peserta datang mereka harus melakukan proses 
registrasi, menulis daftar hadir, mengisi biodata di komputer, dan mengumpulkan 
berkas secara langsung. Meski sudah komputerisasi, namun proses memasukkan 
data peserta belum menggunakan aplikasi atau sistem online. Begitu pun untuk 
diklat FDS putaran I dan II, pendaftaran masih manual dan peserta membawa 
berkas-berkas untuk dikumpulkan kepada petugas administrasi. 
Proses pelaksanaan pembelajaran diklat FDS menggunakan pendekatan 
pembelajaran andragogi, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran orang 
dewasa dengan prinsip pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa 
pada umumnya berorientasi pada pokok permasalahan dan yang mempunyai makna 
dalam hidupnya, serta yang hasilnya segera dapat diaplikasikan. Oleh karena itu, 
diperlukan keaktifan dari pebelajar atau warga belajar (istilah dalam andragogi) 
selama proses pembelajaran. Akan tetapi, berdasarkan observasi peneliti peserta 
diklat BBPPKS Yogyakarta masih ada yang pasif selama proses pembelajaran. 
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Proses pembelajaran akan lebih mudah jika memanfaatkan media 
pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk memperjelas materi dan dapat 
mengatasi keterbatasan ruang seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan 
dengan gambar atau film, kejadian di masa lalu dapat ditampilkan kembali melalui 
rekaman video, dan juga dapat mengatasi sikap pasif peserta, seperti dapat 
menimbulkan kegairahan peserta dan memungkinkan peserta untuk belajar 
mandiri. Selama diklat di BBPPKS Yogyakarta berlangsung, berdasarkan 
pengamatan selama observasi, materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator 
selama proses pembelajaran sudah menggunakan media pembelajaran berupa LCD 
Proyektor, modul, dan poster namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena 
masih ada fasilitator yang belum luwes dalam menggunakan media pembelajaran, 
khususnya laptop dan LCD proyektor. 
Penyelanggaraan diklat selain didukung oleh media pembelajaran yang 
digunakan oleh fasilitator, juga sarana-prasarana penyelenggaraan diklat menjadi 
salah satu faktor pendukung. Seperti yang dikemukakan oleh Amirin (2013:77) 
bahwa sarana prasarana, dalam hal ini adalah sarana prasarana pendidikan, 
merupakan segala fasilitas dan perangkat berupa peralatan, bahan dan perabot guna 
menunjang keberlangsungan proses pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 
Sarana-prasarana di BBPPKS Yogyakarta sudah cukup baik, namun berdasarkan 
hasil observasi masih ada beberapa sarana-prasarana yang tidak berfungsi dengan 
baik, seperti microphone yang mati, sound system yang tidak berfungsi dengan 
maksimal dan LCD Proyektor yang terkadang hidup terkadang mati sehingga 
proses pembelajaran agak terhambat.  
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Sebuah program diklat tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. 
Tercapainya tujuan program diklat tersebut dapat diketahui dengan cara dievaluasi. 
Evaluasi merupakan suatu tahapan penting dalam setiap program diklat karena 
evaluasi dapat mencerminkan sejauh mana perkembangan dan kemajuan kualitas 
hasil diklat. Fungsi dari evaluasi yaitu sebagai pembantu, pengontrol pelaksanaan 
program agar dapat diketahui tindak lanjut dari pelaksanaan program. 
BBPPKS Yogyakarta melaksanakan dua tahap evaluasi, yaitu evaluasi yang 
dilaksanakan ketika diklat berlangsung yang terdiri dari evaluasi pra purna tes, 
evaluasi fasilitator, evaluasi penyelenggara diklat, evaluasi ujian dan pemantauan. 
Sedangkan evaluasi manfaat diklat dilaksanakan setelah diklat selesai dan biasanya 
berjarak lebih dari 3 bulan dari berakhirnya proses diklat. 
Proses evaluasi diklat FDS PKH agak berbeda dengan diklat-diklat lainnya. 
Perbedaannya ada pada evaluasi fasilitator terhadap peserta. Diklat yang lain 
evaluasinya hanya tertuju pada evaluasi peserta terhadap fasilitator, namun untuk 
diklat FDS PKH evaluasi terhadap peserta juga dilaksanakan oleh fasilitator. 
Pelaksanaan evaluasi fasilitator terhadap peserta dilakukan saat proses 
pembelajaran kelas kecil (microteaching). Proses ini juga yang membedakan 
pelaksanaan diklat FDS PKH dari pelaksanaan diklat yang lain.  
Pelaksanaan evaluasi diklat di BBPPKS Yogyakarta dilakukan oleh Bidang 
Program dan Evaluasi dan secara khusus dilaksanakan oleh Seksi Monitoring dan 
Evaluasi. Setiap proses evaluasi sudah ada lembar evaluasi yang disediakan untuk 
dibagikan kepada peserta. Namun, untuk program diklat FDS PKH ada tambahan 
lembar evaluasi, yaitu lembar evaluasi untuk dibagikan kepada fasilitator guna 
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mengevaluasi peserta. Lembar evaluasi fasilitator kepada peserta disediakan oleh 
pusat sehingga belum ada formulasi data yang tepat untuk merekapitulasi data 
evaluasi tersebut. Hal itu juga menjadi kendala bagi staff Seksi Monitoring dan 
Evaluasi untuk merekapitulasi hasil evaluasi.  
Berdasarkan dari penjabaran pelaksanaan diklat putaran sebelumnya yang 
diselenggarakan oleh BBPPKS Yogyakrta, peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai pelaksanaan diklat FDS PKH putaran III angkatan IX di BBPPKS 
Yogyakarta. Penelitian yang dilaksanakan mencakup perencanaan diklat, 
pelaksanaan diklat, evaluasi diklat dan hambatan selama penyelenggaraan diklat 
yang dikaitkan dengan keilmuan Teknologi Pendidikan. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan hasil paparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Kemampuan pendamping PKH sebagai fasilitator masih belum optimal dalam 
memfasilitasi peserta PKH. 
2. Proses pendaftaran dan administrasi diklat FDS PKH putaran I dan II di 
BBPPKS Yogyakarta masih manual. 
3. Peserta diklat masih ada yang pasif selama proses pembelajaran sehingga 
fasilitator harus pintar dalam mengelola kelas. 
4. Fasilitator diklat belum optimal dalam menggunakan media pembelajaran. 
5. Kurang optimalnya fungsi sarana prasarana diklat sehingga proses pelaksanaan 
diklat agak terhambat. 
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6. Belum ada formulasi data yang tepat untuk merekapitulasi lembar evaluasi 
diklat FDS PKH khususnya lembar evaluasi fasilitator terhadap peserta 
sehingga evaluator masih bingung dalam menyajikan data evaluasi. 
C. Fokus Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada 
proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan diklat FDS PKH 
angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, rumusan masalah 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana perencanaan diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS 
Yogyakarta? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS 
Yogyarkata? 
3. Bagaimana evaluasi diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta? 
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama penyelenggaraan diklat 
FDS PKH angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan di atas, tujuan penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui proses perencanaan penyelenggaraan diklat FDS PKH 
angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta. 
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2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan diklat FDS PKH angkatan IX di 
BBPPKS Yogyarkata. 
3. Untuk mengetahui proses evaluasi diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS 
Yogyakarta. 
4. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat selama penyelenggaraan 
diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian tentang Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan FDS PKH 
di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta ini 
diharapkan bermanfaat bagi: 
1. Bagi Peneliti 
a. Memberikan gambaran dan wawasan tentang proses perencanaan 
penyelenggaraan diklat FDS PKH angkatan IX. 
b. Memberikan gambaran dan wawasan tentang pelaksanaan diklat FDS PKH 
angkatan IX. 
c. Memberikan gambaran dan wawasan tentang proses evaluasi 
penyelenggaraan diklat FDS PKH angkatan IX. 
2. Bagi Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) 
Regional III Yogyakarta 
a. Dapat membantu menganalisis, mengidentifikasi masalah, dan menilai 





3. Bagi Masyarakat 
a. Dapat memberikan gambaran informasi tentang penyelenggaraan diklat 
FDS PKH angkatan IX dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.  
b. Dapat menilai dan merasakan dari dampak penyelenggaraan diklat FDS 
PKH angkatan IX. Sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap hasil 







A. Konsep Pendidikan Orang Dewasa 
1. Pengertian Pendidikan Orang Dewasa 
Menurut Danim (2010:127) istilah andragogi berasal dari kata Yunani anere 
yang kira-kira bermakna dewasa dan agogus yang kira-kira bermakna mendidik 
atau mengajari. Jadi, menurut istilah andragogi adalah seni dan ilmu mengajar 
orang dewasa. Namun, mengajar orang dewasa tidak sekedar mengajarkan ilmu dan 
materi saja. Lunandi (1993:1) mengatakan bahwa batasan yang direkomendasikan 
UNESCO sebagai berikut. 
Istilah Pendidikan Orang Dewasa berarti keseluruhan proses pendidikan yang 
diorganisasikan, apa pun isi, tingkatan dan metodenya, baik formal maupun 
tidak, yang melanjutkan maupun yang berada di sekolah, collage dan 
universitas serta latihan kerja, yang membuat orang yang telah dianggap dewasa 
oleh masyarakat, mengembangkan kemampuannya, memperkaya 
pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis atau profesionalnya, dan 
mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam dua perspektif, 
yaitu perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam perkembangan 
sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang dan bebas. 
Pendidikan orang dewasa dipandang sebagai komponen yang integral, yang 
merupakan rangkaian global dalam pendidikan seumur hidup (life long education). 
Dalam pendidikan orang dewasa terdapat adanya tujuan rangkap, yaitu 
perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasinya secara mandiri dalam 
perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya (kultural). 
Selanjutnya Darkenwald dalam Sugiyono (2002:36) juga berpendapat bahwa 
pendidikan orang dewasa adalah proses dimana seseorang yang mempunyai 
peranan utama dalam kehidupan sosial dan dinyatakan telah dewasa melakukan 
aktivitas belajar yang berkelanjutan dan sistematis, dengan tujuan untuk mengubah 
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pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap. Selain itu, menurut Bryson, Reeves, 
Fansler, dan Houle (Suprijanto, 2011: 13), Bryson menyatakan bahwa pendidikan 
orang dewasa adalah semua aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa 
dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan 
tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Sedangkan, Reeves, Fansler, 
dan Houle menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah suatu usaha yang 
ditujukan untuk pengembangan diri yang dilakukan oleh individu tanpa paksaan 
legal, tanpa usaha menjadikan bidang utama kegiatannya. 
Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
pendidikan orang dewasa adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan oleh 
orang dewasa guna meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kemampuan, 
ketrampilan dan sikap positif, baik digunakan untuk perkembangan pribadi maupun 
sosial.  
2. Asumsi Pendidikan Orang Dewasa 
Menurut Knowles yang dikutip oleh Danim (2010:124) andragogi didasarkan 
pada empat asumsi, namun pada tahun 1984 Knowles menambahkan satu asumsi, 
yaitu motivasi untuk belajar. Sehingga asumsi pendidikan andragogi ada 5 (lima), 
yaitu sebagai berikut. 
a. Self-concept atau konsep diri.  
Orang dewasa telah memiliki konsep diri yang matang dan tidak tergantung 
pada orang lain. Konsep diri yang matang inilah orang dewasa dianggap mampu 
mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang dewasa membutuhkan 
penghargaan orang lain sebagai manusia yang dapat mengarahkan diri sendiri. 
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Demikian juga dalam proses pembelajaran, orang dewasa akan sepenuhnya 
mengikuti proses pembelajaran secara mendalam jika diperlakukan dengan penuh 
penghargaan atau dengan kata lain mereka dihargai pada situasi tersebut. 
b. Experience atau pengalaman.  
Setiap individu tumbuh dengan sejumlah pengalaman besar dalam hidupnya. 
Pengalaman ini dapat dijadikan sumber belajar dan dasar untuk mempelajari 
pengalaman baru. Setiap orang dewasa memiliki pengalaman yang berbeda dengan 
pengalaman orang dewasa lainnya, sehingga peserta diklat orang dewasa dapat 
memperoleh sumber belajar yang kaya dan proses belajar yang dilaksanakan 
bersifat aplikatif praktis. 
c. Readiness to learn atau kesiapan untuk belajar.  
Sebagai orang dewasa kesediaan untuk belajar menjadi semakin berorientasi 
kepada tugas-tugas perkembangan dan peran sosialnya. Dengan kata lain, orang 
dewasa belajar sesuatu karena membutuhkan tingkatan perkembangan mereka yang 
harus menghadapi peranannya apakah sebagai orang tua, pekerja, pimpinan suatu 
organisasi, dan lain-lain. Kesiapan belajar mereka bukan semata-mata karena 
paksaan akademik tetapi karena kebutuhan hidup dan untuk melaksanakan tugas 
peran sosialnya. 
d. Orientation to learning atau orientasi untuk belajar.  
Orang dewasa mau belajar apabila dapat meningkatkan kemampuan dalam 
memecahkan masalah mereka. Implikasinya dalam proses pembelajaran, fasilitator 




e. Motivation to learn atau motivasi untuk belajar.  
Sebagai orang dewasa motivasi untuk belajar adalah internal. Motivasi belajar 
datang dari diri mereka sendiri. Perlu tidaknya mereka untuk belajar tergantung dari 
kepentingan masing-masing individu. 
B. Konsep Pendidikan dan Pelatihan 
1. Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu 
merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan 
mengembangkan sikap. Namun demikian proporsi pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap yang diberikan tidak sama karena tujuan spesifiknya berbeda. Pendidikan 
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Sisdiknas) mengartikan bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Wahyudi dalam 
Daryanto, dkk (2014:31) pendidikan merupakan perubahan tingkah laku secara 
relatif permanen, sebagai hasil dari pengalaman dan pelatihan yang dilakukannya. 
Pendidikan menurut John Dewey dalam Siswoyo (2013:47) adalah rekonstruksi 
atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman dan yang 
menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Sedangkan 
menurut Dugan Laird yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya 
Manajemen Diklat (2002:1), pendidikan merupakan suatu aktivitas pengembangan 
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sumber daya manusia yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai di 
luar pekerjaan yang sedang dihadapi. Siswoyo (2013:49) juga memberikan 
pendapat tentang arti dari pendidikan, yaitu proses sepanjang hayat dan upaya 
perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap 
potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, sebagai 
makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Bedasarkan pengertian dari beberapa 
ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara 
sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi diri secara permanen yang 
bertujuan untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam diri 
peserta didik serta sebagai perwujudan pembentukan diri.  
Pelatihan menurut Instruksi Presiden No 15 Tahun 1974 yang dikemukakan 
oleh Sugiyono (2002:3) adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses 
belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan diluar sistem pendidikan 
yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metodenya mengutamakan 
praktik dari pada teori. Pelatihan menurut Hamalik (2007:10) yaitu suatu proses 
yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja 
dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga 
profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan 
efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Dugan 
Laird yang dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya Manajemen Diklat 
(2002:1), pelatihan merupakan semua kegiatan yang dirancang untuk 
meningkatkan kinerja pegawai pada pekerjaan yang sedang atau akan segera 
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dihadapi. Berdasarkan pengertian pelatihan dari beberapa ahli, dapat disimpulkan 
bahwa pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar 
untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja peserta guna meningkatkan 
efektifitas dan produktivitas pada pekerjaan yang sedang atau akan dihadapi serta 
dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan 
adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi dan kemampuan kerja 
peserta dalam bidang tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas 
dalam suatu organisasi serta diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu. 
Tujuan pelatihan menurut Hamalik (2007:16) yaitu untuk: 
a. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja yang memiliki ketrampilan 
produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. 
b. Mendidik, melatih serta membina unsur-unsur ketenagakerjaan yang 
memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus untuk meningkatkan dirinya 
sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja tinggi dan 
produktif. 
c. Mendidik, melatih serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, 
nilai, dan pengalamannya masing-masing (individual). 
d. Mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang 
tinggi dengan kebutuhan pembangunan. 
 
Sedangkan menurut Sugiyono (2002:3) mengatakan ada tiga tujuan utama 
pelatihan, yaitu: 
a. Memperoleh dan meningkatkan ketrampilan dalam suatu pekerjaan tertentu 
sehingga pekerjaan yang dibebankan dapat dikerjakan dengan lebih tepat dan 
cepat. 
b. Memperoleh dan meningkatkan pengetahuan yang berhubungan dengan 
pekerjaan sehingga pegawai tersebut lebih kreatif dan kritis dalam 
mengembangkan metode kerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan secara 
sistematis. 
c. Memperoleh dan mengembangkan sikap kerja yang positif sehingga 
menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai, 




Berdasarkan tujuan pelatihan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat 
disimpulkan bahwa tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan dan 
mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja positif dalam 
melaksanakan tanggung jawab dalam organisasi tempat bekerja. Begitu juga 
dengan diklat FDS PKH yang diselenggarakan oleh BBPPKS Yogyakarta 
mempunyai tujuan yaitu mempersiapkan pendamping yang memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan sikap positif terhadap FDS PKH sebelum melaksanakan 
pemberian pelayanan yang lebih optimal. 
2. Komponen Penyelenggaraan Diklat 
Kegiatan pelatihan dapat terselenggara apabila terdapat komponen-komponen 
pelatihan yang saling berhubungan. Komponen-kompoen tersebut sebagai berikut. 
a. Komponen masukan mentah (raw input) 
Komponen masukan mentah, yaitu peserta yang membutuhkan peningkatan 
pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan, dengan berbagai karakteristik yang 
dimilikinya. 
b. Komponen masukan instrumental (instrumental input) 
Komponen masukan instrumental atau sarana meliputi keseluruhan sumber 
dan fasilitas yang memungkinkan seseorang atau kelompok dapat melakukan 
kegiatan belajar. Keseluruhan sumber dan fasilitas berupa tujuan pelatihan, 






c. Komponen lingkungan (environmental input) 
Komponen lingkungan yaitu faktor lingkungan yang menunjang atau 
mendorong berjalannya program pelatihan, meliputi lingkungan keluarga, 
pertemanan, tempat kerja, dan masyarakat. 
d. Proses keluaran (output) 
Komponen keluaran yaitu kuantitas lulusan yang disertai dengan kualitas 
perubahan tingkah laku yang didapat melalui kegiatan pembelajaran. Perubahan 
tingkah laku ini mencakup ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan 
ranah psikomotor (ketrampilan). 
e. Masukan lain (other input) 
Masukan lain ialah daya dukung lain yang memungkinkan para peserta 
pelatihan dan lulusan dapat menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk 
kemajuan kehidupannya. 
f. Dampak (impact) 
Dampak dalam penyelenggaraan pelatihan menyangkut hasil-hasil yang 
dicapai oleh peserta pelatihan dan lulusan. 
Berikut digambarkan hubungan antarkomponen yang dikemukakan oleh 




Gambar 2. Hubungan Komponen-Komponen Pelatihan 
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Hamalik (2007:35), yaitu unsur-unsur 
program pelatihan dalam hal ini adalah penyelenggaraan diklat adalah sebagai 
berikut: 
a. Peserta pelatihan 
b. Pelatih (instruktur) 
c. Lamanya pelatihan (waktu penyelenggaraan) 
d. Bahan latihan (materi) 
e. Bentuk pelatihan 
 
3. Manajemen Pendidikan dan Pelatihan 
Sistem pelatihan tenaga kerja merupakan sub sistem manajemen 
ketenagakerjaan khususnya yang berkenaan dengan pembinaan diklat tenaga kerja. 
Secara umum manajemen diartikan sebagai proses pengelolaan sumber daya untuk 
mencapai tujuan. Menurut Hamalik (2007:10) manajemen adalah keseluruhan 
proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara formal untuk 
23 
 
mencapai tujuan. Proses pengelolaan kegiatan tersebut menggunakan fungsi-fungsi 
manajemen, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 
Sedangkan sumber-sumber yang dikelola, adalah 6 M (man, money, materials, 
methods, machines, dan markets) seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono 
(2002:8) dalam bukunya berjudul Manajemen Diklat.  
Berdasarkan pengertian tentang manajemen diklat, maka ruang lingkup 
manajemen diklat secara manajerial meliputi 18 kegiatan, mulai dari perencanaan 
orang (1) sampai dengan pengendalian market diklat (18).  
Tabel 1. Lingkup Kegiatan Manajerial Diklat 
Sumber Daya Proses Pengelolaan 
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian 
Man 1 7 13 
Money 2 8 14 
Materials 3 9 15 
Methods 4 10 16 
Machines 5 11 17 
Market 6 12 18 
Selanjutnya secara operasional ruang lingkup manajemen diklat ditunjukan 








Gambar 3. Proses Diklat (Sugiyono 2002:9) 
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Kegiatan manajamen dilaksanakan dalam proses menyeluruh, 
berkesinambungan dan dilakukan secara formal. Prinsip-prinsip ini erat kaitannya 
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajamen, sedangkan tujuan yang telah 
ditetapkan berkaitan dengan tujuan organisasi. Kriteria pencapaian tujuan adalah 
efektif dan efisien.  Efektif menunjukkan derajat pencapaian tujuan, sedangkan 
efisien menunjukkan derajat optimasi penggunaan sumber-sumber daya yang 
tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka 
manajemen pendidikan dan pelatihan (diklat) dapat diartikan sebagai proses 
pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan diklat dengan efektif dan efisien. 
C. Program Keluarga Harapan (PKH) 
1. Pengertian 
Berdasarkan Buku Pelaksanaan Pedoman PKH Tahun 2016, Program 
Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial (Conditionality 
Social Transfer) tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 
ditetapkan sebagai peserta PKH. Kriteria peserta PKH menurut Direktorat Jaminan 
Sosial dan Kelurga adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu 
syarat berikut: 
a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu 
hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. 
b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk 
peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA 
sederajat termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang. 
c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas 
Berat di dalam keluarga peserta PKH. Penyandang Disabilitas Berat adalah 
mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik, 
dalam jangka waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, 
tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau 
sepanjang hidupnya membutuhkan bantuan/pertolongan orang lain, tidak 
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mampu menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan 
efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya. 
d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas 
di dalam keluarga peserta PKH dengan kriteria: 
1) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun validasi. 
2) Lanjut usia berusia 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang 
mengurusi keluarga PKH. 
 
PKH dilaksanakan secara berkelanjutan (multiyear) yang dimulai pada tahun 
2007 di tujuh provinsi. Sampai dengan tahun 2015, PKH sudah dilaksanakan di 34 
provinsi dan mencakup 472 Kabupaten/Kota dan 6.080 Kecamatan. Target peserta 
PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota. 
Pada tahun 2017 akan ditambah 1 juta kelurga penerima PKH. Target tersebut juga 
akan ditingkatkan lagi pada tahun 2018 mendatang menjadi 10 juta keluarga 
penerima PKH. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Joko Widodo melalui laman 
online kompas.com. Beliau berkata, “Sekali lagi (penerima PKH) ditingkatkan 
sasarannya dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga” (Kuwado, Fabian Januarius. 2017. 
Jokowi Teken Anggaran, Penerima PKH 2018 Tembus 10 Juta Keluarga. 
http://nasional.kompas.com/read/2017/04/04/17491851/jokowi.teken.anggaran.pe
nerima.pkh.2018.tembus.10.juta.keluarga diakses tanggal 25 Mei 2017) 
2. Dasar Hukum 
Secara teknis kegiatan PKH melibatkan kementrian dan lembaga, yaitu: 
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian 
Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS, 
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TNP2K, dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH berasal dari APBN. Oleh 
karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan berdasar peraturan dibawah ini: 
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. 
b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional. 
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 
e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 
f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial. 
g. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 
Kemisikinan 
h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 
Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8). 
i. Perarturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86). 
j. Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta 
Program Keluarga Harapan). 
k. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja 




3. Tujuan  
Tujuan PKH menurut Buku Pedoman Pelaksanaan PKH tahun 2016, dalam 
jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran 
rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan 
investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan 
pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan 
sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.  
Secara khusus, tujuan PKH adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi 
Peserta PKH. 
b. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH. 
c. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 
tahun. 
d. Meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH. 
4. Sasaran  
Sasaran peserta PKH adalah keluarga miskin dan yang memiliki komponen 
kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD 
sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau anak usia 6-21 tahun yang belum 
menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun, penyandang disabilitas berat, dan lanjut 






D. Pendamping Program Keluarga Harapan 
1. Pengertian 
Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak 
kerjakan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial sebagai pelaksana pendampingan 
di tingkat Kecamatan. 
2. Tugas Pokok 
Tugas pokok Pendamping PKH menurut Buku Kerja Pendamping PKH 
Tahun 2015 meliputi:  
a. Tugas Persiapan Program  
Persiapan program meliputi kegiatan sebelum tahapan penyaluran bantuan 
pertama, yang terdiri dari:  
1) Sosialisasi PKH tingkat kecamatan:  
a) Koordinasi dan sosialisasi kepada pihak pemerintah kecamatan, 
kelurahan/desa, RW, RT, dan tokoh masyarakat  
b) Koordinasi dan sosialisasi kepada UPTD Kesehatan dan UPTD 
Pendidikan, dan Kantor Urusan Agama  
c) Melakukan sosialisasi PKH kepada masyarakat umum. 
2) Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh calon peserta PKH, 
dengan rincian sebagai berikut: 
a) Mempersiapkan pertemuan 
(1) Menyiapkan data dan undangan calon peserta PKH. 
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(2) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat untuk menetapkan 
waktu, menyiapkan fasilitas tempat pertemuan, dan sarana yang 
diperlukan. 
(3) Membagikan undangan secara langsung kepada calon peserta PKH, 
UPTD Kesehatan, UPTD Pendidikan, KUA dan aparat setempat 
serta tokoh masyarakat. 
(4) Membuat daftar hadir pertemuan. 
b) Menyelenggarakan Pertemuan Awal 
Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi dan validasi calon peserta 
PKH. Pada kegiatan ini, tugas Pendamping PKH sebagai berikut:  
(1) Memastikan kehadiran peserta pertemuan awal sesuai dengan 
undangan yang telah diedarkan.  
(2) Memastikan peserta untuk mengisi daftar hadir.  
(3) Mencatat calon peserta PKH yang tidak hadir dan peserta pertemuan 
yang bukan calon peserta PKH.  
(4) Melakukan validasi di rumah calon peserta tersebut jika calon 
peserta PKH yang tidak hadir dalam pertemuan awal. 
c) Tindak Lanjut pertemuan awal  
(1) Mengunjungi calon peserta yang tidak hadir pada pertemuan awal 
untuk melakukan validasi.  
(2) Membuat laporan hasil pertemuan kepada UPPKH Kabupaten/Kota 
paling lambat satu minggu setelah pertemuan berakhir dengan 
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melampirkan daftar hadir peserta PKH, daftar hadir undangan, dan 
catatan kegiatan pertemuan.  
(3) Mendampingi kunjungan pertama peserta PKH ke puskesmas, 
posyandu, dan jaringan kesehatan lainnya.  
(4) Mendampingi kunjungan ke sekolah yang akan menerima peserta 
didik dari anggota rumah tangga peserta PKH. 
d) Tindak lanjut setelah Peserta PKH ditetapkan oleh Kementerian Sosial:  
(1) Membagi dan membentuk kelompok peserta PKH yang 
beranggotakan 15-30 peserta PKH, dengan memperhatikan hal-hal 
berikut ini:  
(a) Setiap kelompok terdiri dari peserta PKH yang tempat 
tinggalnya berdekatan. 
(b) Jika memungkinkan, membentuk kelompok berdasarkan 
jenis komponen kesehatan dan pendidikan. 
 
(2) Memfasilitasi pemilihan Ketua Kelompok, dengan proses: 
(a) Menjelaskan peran Ketua Kelompok.  
(b) Meminta anggota kelompok yang hadir mengusulkan satu 
orang atau lebih untuk dicalonkan sebagai ketua kelompok 
(diutamakan yang bisa baca dan tulis). 
(c) Melakukan pemilihan ketua kelompok dengan ketentuan: 
i. Jika hanya satu orang calon ketua kelompok, maka yang 
bersangkutan ditetapkan sebagai ketua secara mufakat.  
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ii. Jika calon ketua kelompok lebih dari satu orang, 
dilakukan pemungutan suara.  
iii. Jika tidak ada seorang pun yang diusulkan sebagai calon 
ketua kelompok, maka Pendamping PKH dapat memilih 
salah satu anggota kelompok yang dianggap mampu. 
 
b. Tugas Rutin Pendamping PKH  
1) Melakukan Pemutakhiran Data, meliputi :  
a) Perubahan struktur keluarga/penerima bantuan PKH, baik dari segi 
penambahan atau pengurangan tanggungan maupun perubahan status 
pendidikan.  
b) Perpindahan sekolah/pindah kelas anak peserta PKH.  
c) Perpindahan alamat Peserta PKH.  
d) Kesalahan data atau identitas.  
Pemutakhiran dilakukan dengan cara:  
a) Mengisi formulir pemutakhiran yang telah disediakan oleh UPPKH 
Kabupaten/Kota dengan menyertakan bukti yang terkait dengan 
perubahan.  
b) Melaporkannya ke UPPKH Kabupaten/Kota untuk di lakukan entry ke 
dalam aplikasi SIM PKH.  
c) Jika terjadi perpindahan alamat Peserta PKH, maka Pendamping wajib 
melaporkannya ke UPPKH Kabupaten dengan menyertakan dokumen 
surat kepindahan.  
2) Melakukan kegiatan verifikasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH:  
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a) Mencatat kehadiran bulanan anak sekolah pada layanan 
pendidikan/sekolah.  
b) Mencatat pelaksanaan protokol kesehatan dasar bagi ibu 
hamil/nifas/menyusui dan balita.  
3) Memfasilitasi dan menyelesaikan kasus Pengaduan, dengan cara menerima, 
mencatat, menyelesaikan, maupun memfasilitasi ke tingkat yang lebih 
tinggi untuk mendapatkan solusi.  
4) Melakukan kunjungan ke rumah Peserta PKH yang tidak hadir dalam 
pertemuan kelompok dan atau yang tidak memenuhi komitmen  
5) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat terkait dengan :  
a) Penggunaan fasilitas pemerintah kecamatan/desa/kelurahan untuk 
pelaksanaan kegiatan PKH.  
b) Penyaluran bantuan PKH.  
c) Komplementaritas program, meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), 
Program Indonesia Sehat (PIS), Program Simpanan Keluarga Sejahtera 
(PSKS), dan bantuan beras miskin (RASKIN).  
d) Sinergitas program penanggulangan kemiskinan, meliputi Kelompok 
Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Rumah 
Tinggal Layak Huni dan program lainnya.  
6) Melakukan koordinasi dengan Penyedia Layanan Kesehatan dan 
Pendidikan, yang dilaksanakan minimal satu sekali dalam sebulan di unit 
pelayanan (sekolah/ puskesmas yang dipilih secara rotasi atau berdasarkan 
kemudahan akses).  
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Kegiatan koordinasi bulanan dapat diisi dengan diskusi dan berbagi 
informasi untuk mengetahui perkembangan terkait dengan:  
a) Kualitas layanan kepada peserta PKH.  
b) Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyedia layanan.  
c) Perkembangan pelayanan sebelum dan setelah PKH berjalan.  
d) Kebutuhan administrasi yang diperlukan untuk verifikasi komitmen 
peserta PKH.  
7) Melakukan pertemuan kelompok bulanan dengan seluruh anggota peserta 
PKH, yang bertujuan untuk :  
a) Sosialisasi dan internalisasi program yang diberikan kepada peserta 
PKH.  
b) Curah pendapat dan berbagi informasi bagi anggota kelompok.  
c) Menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang 
dihadapi peserta PKH.  
d) Memberikan motivasi kepada peserta PKH guna meningkatkan 
kesadaran dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.  
e) Menyampaikan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban peserta PKH.  
f) Memberikan wawasan, pengetahuan, ketrampilan untuk meningkatkan 
kapasitas dan kemandirian peserta PKH.  
g) Mendorong peserta PKH untuk melakukan kegiatan produktif yang 
dapat menghasilkan nilai tambah, seperti Kelompok Usaha Bersama 




c. Tugas Pencatatan dan Pelaporan:  
1) Tugas Pencatatan  
Setiap aspek kegiatan dalam PKH perlu dicatat, dilaporkan dan 
ditindaklanjuti agar proses pengendalian, keberlangsungan dan 
pengembangan program dapat berjalan sesuai tujuan dan sasarannya. 
Bentuk pencatatan disesuaikan dengan formulir/format yang telah 
ditentukan.  
a) Catatan Harian Pendamping PKH  
Berisi catatan seluruh kegiatan Pendamping PKH setiap bulannya, 
termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan 
tugasnya  
b) Catatan Kegiatan Mingguan atau Check-list Kegiatan Pendamping PKH 
(CKP)  
Berisi kegiatan Pendamping PKH setiap bulannya yang ditandatangani 
dan dicap oleh petugas instansi terkait. Check-list kegiatan Pendamping 
PKH menjadi dasar dalam pembuatan laporan bulanan.  
2) Tugas Pelaporan  
Rencana dan realisasi kegiatan Pendamping PKH wajib dilaporkan kepada 
UPPKH Kabupaten/Kota secara rutin tiap bulan dengan menggunakan 






d. Tugas Pendamping PKH pada penyaluran bantuan  
Pada penyaluran bantuan, Pendamping PKH melakukan koordinasi dan 
persiapan penyaluran bantuan. Persiapan yang harus dilakukan Pendamping 
PKH meliputi:  
1) Menyerahkan kartu kepesertaan PKH kepada Ibu Pengurus/Penerima 
Manfaat yang didampinginya.  
2) Mengingatkan peserta PKH bahwa kartu PKH ini merupakan alat untuk 
menerima dana bantuan, sehingga wajib dibawa pada saat penyaluran 
bantuan berlangsung.  
3) Berkoordinasi dengan Petugas bayar terkait jadwal dan lokasi penyaluran 
bantuan serta memeriksa data rencana pembayaran peserta PKH 
dampingannya.  
4) Menginformasikan kepada Ketua Kelompok mengenai jadwal penyaluran 
bantuan. 
5) Menyiapkan daftar hadir/presensi dan buku kontrol penyaluran bantuan.  
E. Family Development Session 
1. Pengertian  
Menurut Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga, Program Pertemuan 
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)/Family Development Session (FDS) 
merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH. 
FDS PKH adalah salah satu program penunjang PKH. Menurut Buku Pedoman 
Pelaksanaan PKH yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial dan Keluarga, 
FDS PKH merupakan proses belajar terstruktur untuk meningkatkan keterampilan 
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hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan dan 
perlindungan anak.  
Pelaksanaan FDS PKH dimulai dari tahap asesmen, perencanaan, dan 
pelaksanaannya melibatkan Kementerian  dan lembaga lain  (Bappenas, 
Kementerian Kesehatan, World Bank, Unicef, Australia Aid dll) yang terkait 
dengan upaya pengentasan kemiskinan. FDS PKH bertujuan memberikan 
kesadaran KPM untuk bertindak mandiri dalam hal  pengelolaan keuangan 
keluarga, pendidikan, ekonomi dan kesehatan serta perlindungan anak. 
Pelaksanaan FDS PKH dilakukan melalui proses pendampingan dalam 
pertemuan bulanan. Pendamping PKH tidak hanya berperan sebagai petugas yang 
memonitor kepatuhan KPM tetapi juga berperan sebagai fasilitator. Dalam upaya 
peningkatan kapasitas pendamping diperlukan instruktur/pelatih  yang memadai 
untuk melatih pendamping agar mampu menjadi fasilitator FDS PKH yang mampu 
mempercepat pencapaian tujuan PKH. Untuk memfasilitasi hal tersebut 
Kementerian Sosial mengadakan Diklat FDS PKH. 
2. Tujuan dan Fungsi 
Tujuan dan fungsi program FDS PKH berdasarkan Buku Pedoman 
Pelaksanaan PKH Tahun 2016, yaitu: 
a. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan dan 
pengasuhan, ekonomi, serta perlindungan anak. 
b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi, 




c. Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan 
kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH. 
d. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan 
pengasuhan, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan anak. 
e. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan dan 
pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat. 
f. Meningkatkan ketrampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan 
anak, kesehatan, ekonomi, serta perlindungan anak. 
g. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri 
dan lingkungannya agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan 
keluarga dan masyarakat. 
3. Materi  
Materi FDS PKH terdiri dari 6 (enam) bagian modul yang melingkupi topik 
Pendidikan dan Pengasuhan, Ekonomi, Kesehatan, dan Perlindungan Anak. Modul-
modul tersebut memiliki rincian antara lain: 
a. Modul Pendidikan dan Pengasuhan 
Modul ini terdiri 4 sesi dengan rincian sebagai berikut: 
1) Menjadi orang tua yang lebih baik 
2) Memahami perilaku anak 
3) Memahami cara anak usia dini belajar 
4) Membantu anak sukses di sekolah 
b. Modul Pengelolaan Keuangan 
Modul ini terdiri dari 3 sesi dengan rincian sebagai berikut: 
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1) Mengelola keuangan keluarga 
2) Cermat meminjam dan menabung 
3) Memulai usaha 
c. Modul Kesehatan dan Gizi 
Modul ini terdiri dari 9 materi. Pendamping dapat memilih 3 materi yang 
disampaikan dalam 3 pertemuan. Materi yang dipilih disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi peserta dampingannya. 
1) Masalah Gizi di Indonesia 
2) Pelayanan Ibu Hamil 
3) Pelayanan Ibu Bersalin 
4) Pelayanan Ibu Nifas dan Ibu Menyusui 
5) Pelayanan Bayi Usia 0-28 Hari 
6) Pelayanan Bayi Usia 29 Hari – 11 Bulan 
7) Pelayanan Anak Usia 12 – 59 Bulan 
8) Pelayanan Remaja 
9) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
d. Modul Perlindungan Anak 
Modul ini terdiri dari 2 sesi, yaitu: 
1) Kekerasan terhadap anak 
2) Penelantaran dan Eksploitasi 
e. Modul Lansia 




f. Modul Disabilitas 
1) Pelayanan Bagi Disabilitas Berat 
F. Kedudukan Pelaksanaan Diklat dalam Kawasan Teknologi Pendidikan 
Teknologi Pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi 
pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan 
mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Definisi ini diambil 
dari Assosiation of Educational Communication and Technology (AECT) dalam 
Molenda dan Pershing (2008:49). Teknologi pendidikan tidak hanya berkecimpung 
dalam memfasilitasi pembelajaran, namun juga berkecimpung dalam peningkatan 
kinerja peserta didik, guru dan desainer serta organisasi. Oleh karena itu, untuk 
meningkatkan kinerja baik peserta didik, guru, desainer maupun organisasi 
diperlukan pengelolaan atau manajemen yang baik. Fungsi pengelolaan tersebut 
termasuk ke dalam salah satu kawasan Teknologi Pendidikan. 
1. Kawasan Teknologi Pendidikan 
Berdasarkan definisi Teknologi Pembelajaran/Pendidikan tahun 1994, 
teknologi pembelajaran dirumuskan dengan berlandaskan lima bidang garapan. 
Yaitu Desain, Pengembangan, Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Penilaian. Kelima 
hal ini merupakan kawasan dari bidang teknologi pembelajaran. Setiap kawasan 
memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun 
teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Kelima kawasan tersebut juga 
mempunyai komponen sendiri-sendiri namun saling berhubungan, baik antar 
komponen maupun antar kawasan. 
Berikut uraian dari ke lima kawasan menurut Seels dan Richey (1994:30-66) 
40 
 
a. Kawasan Desain 
Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain adalah 
untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan 
kurikulum, dan pada tingkat mikro, seperti pelajaran dan modul. Domain kawasan 
desain mencakup: desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran 
dan karakteristik pebelajar.  
b. Kawasan Pengembangan 
Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam 
bentuk fisik. Kawasan pengembangan mencakup banyak variasi teknolofi yang 
digunakan dalam pembelajaran.Walaupun demikian, tidak berarti lepas dari teori 
dan praktik yang berhubungan dengan belajar dan desain. Domain kawasan 
pengembangan mencakup: teknologi cetak (yang menyediakan landasan untuk 
kategori yang lain), teknologi audiovisual, teknologi berasaskan computer, dan 
teknologi terpadu. 
c. Kawasan Pemanfaatan 
Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. 
Mereka yang terlibat dalam pemanfaatan mempunyai tanggung jawab untuk 
mencocokkan pebelajar dengan bahan dan aktivitas yang spesifik, menyiapkan 
pebelajar agar dapat berinteraksi dengan bahan dan aktivitas yang dipilih, 
memberikan bimbingan selama kegiatan, memberikan penilaian atas hasil yang 
dicapai pebelajar, serta memasukkannya ke dalam prosedur organisasi yang 
berkelanjutan. Domain kawasa pemanfaatan mencakup: pemanfaatan media, difusi 
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inovasi, implementasi dan institusionalisasi (pelembagaan) serta kebijakan dan 
regulasi. 
d. Kawasan Pengelolaan 
Kawasan pengelolaan meliputi pengendalian Teknologi Pembelajaran 
melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan supervisi. 
Pengelolaan biasanya merupakan hasil dari penerapan suatu nilai. Kerumitan dalam 
mengelola berbagai macam sumber, personil, usaha desain maupun pengembangan 
akan semakin meningkat dengan membesarnya usaha dari sebuah sekolah atau 
bagian kantor yang kecil menjadi kegiatan pembelajaran berskala nasional atau 
menjadi perusahaan multi-nasional dengan skala global. Terlepas dari besarnya 
program atau proyek Teknologi Pembelajaran yang ditangani, salah satu kunci 
keberhasilan yang esensial adalah pengelolaan. Perubahan jarang terjadi hanya 
pada tingkat pembelajaran mikro. Untuk menjamin keberhasilan dari tiap intervensi 
pembelajaran, proses perubahan perilaku kognitif maupun afektif harus terjadi 
bersamaan dengan perubahan pada tingkat makro. Para manager program dan 
projek Teknologi Pembelajaran yang mencari sumber tentang cara bagaimana 
merencanakan dan mengelola berbagai model perubahan pada tingkat makro pada 
umumnya akan mengalami kekecewaan. Domain kawasan pengelolaan mencakup: 
pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, 
pengelolaan informasi.  
e. Kawasan Penilaian 
Penilaian adalah proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan 
belajar. Penilaian mulai dengan analisis masalah. Ini merupakan langkah awal yang 
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penting dalam pengembangan dan penilaian pembelajaran karena tujuan dan 
hambatan dijelaskan pada fleksibilitas atau nilai dari suatu program, produk, 
proyek, proses, tujuan, atau kurikulum. Domain kawasan penilaian meliputi: 
analisis masalah, Pengukuran Acuan-Patokan (PAP), penilaian formatif dan 
penilaian sumatif.  
Berdasarkan uraian kelima kawasan tersebut, pelaksanaan diklat FDS PKH 
berhubungan erat dengan teori dan praktik dalam kawasan teknologi pendidikan. 
Kawasan yang dimaksud adalah kawasan pengelolaan, yaitu mengelola atau 
memanejemen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau pengendalian diklat.  
Salah satu tujuan dari memanajemen suatu pelaksanaan diklat adalah 
membuat agar pelaksanaan diklat lebih efektif dan efisien, yaitu dengan cara 
mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi secara sistematis berdasarkan teori-
teori dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Hal tersebut sesuai tujuan 
teknologi pendidikan, yaitu untuk mengatasi masalah belajar pada manusia dengan 
menggunakan teknologi sebagai proses maupun produk. Proses dalam hal ini adalah 
mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi.  
G. Penelitian yang Relevan 
1. Hasil penelitian dari Ajeng Apriliana pada tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Pendamping Kelompok Usaha Bersama 
di BBPPKS Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mendeskripsikan penyelenggaraan program diklat pemantapan pendamping 
kelompok usaha bersama di BBPPKS Yogyakarta dan mengetahui dampak dari 
pelaksanaan diklat pemantapan pendamping kelompok usaha bersama di 
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BBPPKS Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan penyelenggaraan diklat 
bimbingan pemantapan pendamping KUBE melalui tiga tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pelaksanaan diklat bimbingan 
pemantapan pendamping KUBE berjalan dengan baik, peserta mendapatkan 
ilmu yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pendampingan KUBE yang ada 
di wilayahnya.  
Sedangkan fokus penelitian “Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan 
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga di BBPPKS Yogyakarta” ini 
untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan diklat FDS PKH yang 
dilaksanakan pagi pendamping PKH. Hasil penelitian dari Ajeng Apriliana 
digunakan untuk sebagai acuan dalam penyusunan sub bab-sub bab dalam data 
hasil penelitian yang tercantum dalam bab empat.  
H. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana perencanaan diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS 
Yogyakarta? 
a. Bagaimana proses analisis kebutuhan untuk diklat FDS PKH? 
b. Bagaimana perencanaan kurikulum untuk diklat FDS PKH? 
c. Bagaimana perencanaan pembelajaran untuk diklat FDS PKH, baik dari 
metode pembelajaran yang akan digunakan maupun media pendukung 
pembelajaran? 
2. Bagaimana proses pelaksanaan diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS 
Yogyarkata? 
a. Bagaimana proses pembelajaran diklat FDS PKH? 
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b. Apakah peserta memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator? 
c. Apakah fasilitator/widyaiswara memanfaatkan media pembelajaran dengan 
optimal? 
d. Apakah fasilitator menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi 
selama diklat FDS PKH? 
3. Bagaimana evaluasi diklat FDS PKH angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta? 
a. Bagaimana proses evaluasi diklat yang dilakukan oleh BBPPKS 
Yogyakarta? 
b. Apakah proses evaluasi diklat sudah dapat menunjukan hasil yang relevan 
dengan output peserta? 
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat selama penyelenggaraan diklat 
FDS PKH angkatan IX di BBPPKS Yogyakarta? 
a. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan diklat FDS PKH? 






A. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. 
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, 
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada (Denzin dan Lincoln dalam Moleong, 
2007:5). Penelitian ini bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan umumnya 
berbentuk kata-kata, gambar-gambar, dan kebanyakan bukan angka-angka. 
Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud 
meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen, dan catatan 
lainnya. Lebih lanjut, Moleong (2005:6) mengungkapkan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif 
karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan, menguraikan, dan 
menggambarkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) FDS PKH di 
BBPPKS Yogyakarta, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. 
Selain itu, juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dan faktor pendukung 




B. Setting Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta kampus I yang beralamatkan di 
Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dan di kampus II yang beralamatkan 
di Jl. Veteran No. 8, Yogyakarta . Penelitian ini dilakukan di angkatan IX diklat 
FDS PKH Tahun 2017. Alasan peneliti memilih BBPPKS Yogyakarta sebagai 
tempat penelitian karena lembaga ini merupakan penyelenggara diklat FDS bagi 
pendamping PKH di regional 6 dan merupakan tempat uji coba pertama kali untuk 
diklat FDS pada tahun 2005. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 
2014:224). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sehingga pengumpulan 
data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan 
teknik pengumpulan data berupa observasi (observation), wawancara (interview) 
dan dokumentasi. 
1. Observasi 
Observasi menurut Hadi (Sugiyono. 2014:145) merupakan suatu proses yang 
kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 
Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Lebih 
lanjut, Nasution dalam Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa observasi adalah 
dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi peneliti dapat belajar tentang 
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perilaku dan makna dari perilaku tersebut seperti yang dikatakan oleh Marshall 
dalam Sugiyono (2014:226).  
Menurut Patton dalam Nasution yang dikemukakan oleh Sugiyono 
(2014:228), manfaat observasi adalah sebagai berikut: 
a. Dengan observasi lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks 
data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan 
yang holistik atau menyeluruh. 
b. Dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga 
memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak 
dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif 
membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery. 
c. Dengan observasi, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 
diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, 
karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam 
wawancara. 
d. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak 
akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif 
atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. 
e. Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi 
responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih 
komprehensif. 
f. Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya 
yang kaya. Tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan 
suasana situasi sosial yang diteliti.  
 
Menurut Sugiyono (2014:145) observasi dapat dibedakan menjadi observasi 
berpartisipasi (participant observation) dan observasi nonpartisipan (non 
participant observation), selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: 
a. Observasi berpartisipasi (participant observation) 
Dalam penelitian, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 
b. Observasi Nonpartisipan (non participant observation) 
Dalam penelitian, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-
orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen. 
 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan karena 
peneliti tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan diklat FDS 
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PKH di BBPPKS Yogyakarta. Akan tetapi, peneliti melakukan observasi tentang 
pelaksanaan diklat FDS PKH dari pradiklat sampai dengan pascadiklat. Manfaat 
data yang diperoleh dari pengamatan atau observasi ini adalah untuk mengecek 
kebenaran data dari kemungkinan data yang dicari menyimpang karena adanya 
keraguan dari peneliti. Selain itu, peneliti dapat menemukan hal-hal yang tidak 
terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin 
ditutup-tutupi. Observasi dilakukan terhadap tempat pelaksanaan diklat, pelaku, 
baik panitia, peserta maupun fasilitaor, dan kegiatan yang dilakukan. 
2. Wawancara (interview) 
Wawancara dilakukan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, wawancara juga dilakukan ketika 
penelitian sedang berlangsung. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data 
yang lebih akurat apabila ada hal atau data yang tidak muncul selama proses 
observasi.  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif yang penting dalam penerapannya karena dapat mengetahui hal-hal yang 
bersifat mendalam selama proses penelitian. Menurut Esterberg (Sugiyono, 
2014:231) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu. Dua orang tersebut adalah pewawancara (interviewer), yaitu orang yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee), yaitu orang yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. 
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Esterberg juga menjelaskan tentang macam-macam wawancara, yaitu 
wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur. 
Selama penelitian peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur. 
Wawancara dengan menggunakan teknik ini tetap menggunakan pedoman 
wawancara, hanya saja pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara 
terstruktur. Selama proses wawancara, pewawancara dapat menanyakan di luar 
konteks pedoman wawancara tergantung permasalahan yang ditemukan dan pihak 
terwawancara diminta pendapat dan ide-idenya terkait materi wawancara. Namun, 
ketika penelitian awal untuk menentukan permasalahan, peneliti menggunakan 
teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik ini hanya menggunakan pedoman 
wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Selain 
ketika penelitian awal, teknik ini juga digunakan peneliti ketika pembelajaran di 
lapangan. Hal ini dilakukan peneliti karena terkadang permasalahan yang sudah 
tertuliskan di pedoman wawancara berbeda dengan kondisi di lapangan. 
Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada pengelola lembaga 
(pimpinan lembaga), panitia penyelenggara, peserta diklat dan fasilitator 
(widyaiswara) untuk memperoleh data-data mengenai pelaksanaan diklat FDS PKH 
di BBPPKS Yogyakarta.  
3. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan teknik pengumpulan 
data yang diperoleh dari catatan, transkrip, laporan, majalah, surat kabar, notulen, 
dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif dokumen historis merupakan bahan 
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penting seperti yang dituliskan Schatzman dan Straus dalam Mulyana (2004:195). 
Dokumen merupakan bahan penting karena dapat mendukung hasil penelitian. 
Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan pelengkap dari teknik 
pengumpulan data dengan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara akan lebih akurat dan kredibel 
jika dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Bentuk dokumentasi yang 
akan diambil peneliti dalam memperkuat hasil penelitian berupa laporan 
pertanggung jawaban pelaksanaan diklat, foto kegiatan, dan dokumen-dokumen 
administrasi.  
D. Sumber Data 
Dalam penelitian kualitatif penentuan sumber data dilakukan berdasarkan 
pada situasi sosial. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian 
yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada objek penelitian ini 
peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity), pelaku (actors) pada 
suatu tempat tertentu (place) (Sugiyono, 2014:215).  
Penentun sumber data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan dua teknik 
sampling, yaitu Probability Sampling dan Non Probability Sampling (Sugiyono, 
2014:217), selanjutnya dijelaskan sebagai berikut: 
a. Probability Sampling 
Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 
peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 
menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling, 
proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified 
random, sampling area (cluster) sampling (sampling menurut daerah). 
b. Non Probability Sampling 
Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
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untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling 
sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball. 
 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Non Probability Sampling dengan 
teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
tidak memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi yang dipilih 
menjadi sampel, yaitu dengan memberikan pertimbangan tertentu terhadap sampel 
yang akan dipilih. Pertimbangan tertentu ini berdasarkan kebutuhan penelitian. 
Dalam hal ini adalah tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti.  
Penentuan subjek penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti dan subjek 
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga 
memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, 
subjek yang dianggap memenuhi kriteria peneliti yaitu pegawai-pegawai yang 
terlibat dalam pelaksanaan diklat FDS PKH di BBPPKS Yogyakarta karena 
menurut peneliti mereka mempunyai informasi yang akurat terkait penelitian ini. 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penyelenggara diklat, 
widyaiswara, peserta diklat, dan pendamping kelas. Penyelenggara diklat meliputi 
Bidang Tata Usaha Umum, Bidang Penyelenggara Diklat, dan Bidang Pemantauan 
dan Evaluasi. Objek penelitian yang diteliti adalah pelaksanaan diklat FDS PKH di 









Tabel 2. Subjek Penelitian 
No Subjek Penelitian Jabatan Jumlah Kode Subjek 
Penelitian 
1 Bagian Tata Usaha Kasubbag 
Umum 






Diklat dan Kasie 
Diklat TKSM 
2 Ibu SY dan Bapak 
SD 








3 Bapak RT, Ibu AN, 
dan Bapak PR 
4 Widyaiswara Koordinator 
Widyaiswara 
1 Bapak UH 
5 Peserta - 2 Bapak RK dan Ibu 
AR 
6 Pendamping Kelas - 2 Bapak TK dan Bapak 
RJ  
 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti 
itu sendiri (Sugiyono, 2014:222). Peneliti menjadi kunci instrumen dalam 
penelitian kualitatif. Lebih lanjut, Sugiyono menuliskan karena peneliti menjadi 
instrumen utama dalam penelitian, maka peneliti bertugas menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 
temuannya (Sugiyono, 2014:222).  
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini yang berperan 
sebagai instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri. Selama proses pengambilan 
data, peneliti dibantu dengan pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. 
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Selanjutnya peneliti akan terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, 
analisis data dan membuat kesimpulan. 
 Tabel  3. Pedoman Observasi 
No Aspek Metode  Sumber Data 
1 Identifikasi lembaga 
BBPPKS Yogyakarta: 
a. Letak geografis 
b. Sejarah berdiri 
c. Tujuan, visi dan misi 






a. Sarana prasarana diklat 
b. Pendanaan 





3 Penyelenggaraan Diklat: 
a. Latar belakang 
b. Komponen diklat 
c. Perencanaan diklat 
d. Pelaksanaan diklat 
e. Evaluasi diklat 











F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data-data tersebut ke dalam kategori, melakukan sintesa, 
memilih dan memilah data-data yang dianggap penting kemudian menarik 
kesimpulan dari data-data tersebut. 
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data 
di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 
2014: 246), aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 
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Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 







Gambar 4. Komponen dalam analisis data (interactive model) 
Berikut penjelasan dari teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini. 
(Sugiyono, 2014:247) 
a. Data reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sedangkan data-data yang 
tidak penting dibuang. 
b. Data Display (Penyajian Data) 
Penyalian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan 
mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 
c. Conclusion Drawing Verification (Penarikan Kesimpulan) 
Proses penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif harus didukung bukti-











didapatkan dari berbagai data yang diperoleh peneliti selama proses 
pengambilan data. Data tersebut kemudian dipahami, ditafsirkan dan 
dihubungkan dengan yang lainnya setelah itu ditarik kesimpulan sebagai 
jawaban dari permasalahan yang ada. 
G. Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility, 
uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability (Sugiyono, 2014:270). 
Uji credibility atau uji kredibilitas adalah menguji nilai kebenaran dan kepercayaan 
data penelitian. Cara menguji kredibilitas data menurut Sugiyono (2014:270) 
dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, 
diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Uji 
transferability adalah menguji hasil penelitian apakah dapat diterapkan atau tidak 
dan pembaca laporan penelitian dapat memperoleh gambaran yang sedemikian rupa 
atau tidak. Uji dependability adalah menguji reliabilitas (istilah dalam penelitian 
kuantitatif) data penelitian apakah sesuai dengan proses penelitannya atau tidak. 
Pengujian ini dilakukan dengan cara mengaudit terhadap keseluruhan proses 
penelitian. Pengujian ini dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing. Uji 
confirmability mirip dengan dependability, yaitu menguji hasil penelitian 
dikaitakan dengan proses yang dilakukan. 
Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan triangulasi. 
Menurut Moloeng (2004:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 
wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi ini selain digunakan untuk 
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mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Lebih lanjut, 
William Wiersma dalam Sugiyono (2014:273) mengemukakan bahwa triangulasi 
dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 
sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 
 Teknik triangulasi menurut Sugiyono ada 3 tipe, yaitu triangulasi sumber, 
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penilitian ini untuk menguji 
kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
sumber dan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 
yang sama dengan teknik yang berbeda. (Sugiyono, 2014:274).  
Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan, dikategorikan sesuai 
pandangan yang sama dan yang berbeda. Informasi diperoleh dari narasumber yang 
mengetahui dan memahami permasalahan secara mendalam sehingga informasi 
yang didapatkan valid dan representatif. Melalui teknik ini peneliti mengecek 
keabsahan data yang diperoleh melalui cross check, yaitu membandingkan hasil 
wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Oleh karena itu, triangulasi sumber 
data dan teknik dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil 
wawancara, hasil perolehan informasi dan dokumentasi dari: 
1. Wawancara dengan hasil informasi, atau sebaliknya. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan pengelola, peserta diklat, fasilitator dalam 
pelaksanaan diklat FDS PKH di BBPPKS Yogyakarta. 
3. Membandingkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan 
dengan topik masalah. 
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4. Melakukan pengecekan dengan pihak BBPPKS Yogyakarta. 
Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan 
informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada 
jaminan kepercayaan data dan menghindari subyektivitas dari peneliti serta 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Deskripsi Umum Penelitian 
1. Profil Lembaga 
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) 
Regional III Yogyakarta berkantor pusat di Purwomartani, Kalasan, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. BBPPKS Yogyakarta memiliki 2 kampus, yaitu 
kampus I yang merupakan kantor pusat berada di Purwomartani, Kalasan, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta dan kampus II berada di Jl. Veteran No. 8 
Yogyakarta. 
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) 
Yogyakarta telah beberapa kali mengalami perubahan. Diawali dengan 
pembentukan Kursus Dinas Sosial Tingkat Menengah (KDSM) pada tahun 1957 di 
Jl. Mangkubumi Yogyakarta. Peserta KDSM mengikuti pendidikan selama dua 
tahun dan lulusannya disetarakan dengan lulusan SLTA. Pada tahun 1963 nama 
KDSM berubah menjadi Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Menengah (KKSTM). 
Lokasi kantor KKSTM berpusat di Jl. Nitipuran, Patangpuluhan Yogyakarta.  
Pada Tahun 1975, KKSTM berubah menjadi Kursus Tenaga Sosial (KTS) 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 10/1975. KTS merupakan 
lembaga pendidikan dan pelatihan dan berada di bawah Pusdiklat Pegawai dan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kursus Tenaga Sosial (KTS) berkantor di Jl. Veteran 
No. 8 Yogyakarta.  
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Pada tahun 1996 KTS berubah menjadi Balai Diklat Pegawai dan Tenaga 
Sosial (BDPTS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 
27/HUK/1996. Pada Tahun 1997 dilaksanakan pembangunan gedung kantor baru 
di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, dan sejak 1998 Kantor Pusat BDPTS 
Yogyakarta berlokasi di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.  
Pada Tahun 2000 BDPTS berubah menjadi Balai Besar Pendidikan dan 
Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) Nomor: 08A / 
HUK / BKSN / 2000, BDPTS dikembangkan lagi menjadi Balai Besar Pendidikan 
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta merupakan instansi 
setingkat eselon II sampai saat ini.  
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 53/HUK/2003 
tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan 
dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS Yogyakarta adalah Unit Pelaksana 
Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan 
Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial. 
BBPPKS Yogyakarta bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan 
kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dan 
Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), pengkajian, penyiapan 
standarisasi pendidikan, pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan 




2. Dasar Hukum Lembaga 
BBPPKS Yogyakarta berdasar hukum sebagai berikut: 
a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 
1) Bab V Tentang Tanggung Jawab dan Wewenang, pasal 25 huruf i 
menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: menyelenggarakan 
pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial. 
2) Bab VI Tentang Sumberdaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 
Pasal 32 menyebutkan bahwa sumber daya penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial meliputi: sumberdaya manusia, sarana prasarana 
serta pendanaan. Yang selanjutnya dijelaskan dengan pasal 33 yang 
menyebutkan bahwa sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 32 ayat 1 terdiri dari: a) Tenaga kesejahteraan sosial; b) 
Pekerja sosial professional; c) Relawan sosial; d) penyuluh sosial. 
3) Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa tenaga kesejahteraan sosial, pekerja 
sosial professional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 33 ayat (1) huruf a, b, dan c dapat memperoleh: (a) pendidikan; 
(b) pelatihan. 
b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementrian Sosial RI, Bab XIII Pasal 646 
1) Di lingkungan Kementrian Sosial dibentuk UPT sebagai pelaksana 
tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang 
tertentu Direktorat/Badan/Pusat sesuai dengan kebutuhan. 
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2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur 
Negara. 
c. Keputusan Menteri Sosial RI No. 53/HUK/2003 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 
(BBPPKS). 
3. Visi dan Misi Lembaga 
a. Visi 
Dengan mengacu pada komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 
oleh dan untuk semua serta mencermati berbagai kondisi internal dan eksternal 
lembaga, maka kondisi ideal yang ingin diwujudkan sebagai sebuah visi BBPPKS 
Yogyakarta sampai dengan tahun 2017 adalah: 
”Menghasilkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang memiliki 
kesadaran, kepedulian dan kompetensi dalam penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial” 
b. Misi 
Untuk mewujudkan sebuah visi tersebut, BBPPKS Yogyakarta merumuskan 
misi sebagai berikut: 
1) Mewujudkan pendidikan dan pelatihan sosial yang mampu memberikan 
kompetensi, kesadaran, dan kepedulian sosial bagi setiap pesertanya. 
2) Melaksanakan advokasi yang efektif dan pengelolaan data informasi diklat 
kesejahteraan sosial secara komprehensif.  
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4. Struktur Organisasi Lembaga 
Berikut struktur organisasi BBPPKS Yogyakarta: 
 
Gambar 5. Struktur Organisasi BBPPKS Yogyakarta 
5. Sumber Daya Manusia Lembaga 
Sumber Daya Manusia di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial 
Yogyakarta periode Januari 2017 mencakup 82 pegawai yang terdiri dari Kepala 
BBPPKS, Bagian Tata Usaha, Keuangan, Bidang Program dan Evaluasi, Bidang 
Penyelenggara Diklat dan Kerjasama, Widyaiswara, dan Pejabat Fungsional. 
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Susunan sumber daya manusia terlampir. Pegawai di BBPPKS memiliki tingkat 
pendidikan yang berbeda. Berikut gambaran tingkat pendidikan pegawai BBPPKS 
Yogyakarta. 
 
Gambar 6. Tingkat Pendidikan Pegawai BBPPKS Yogyakarta 
Berdasarkan bagian/bidang dan jenis jabatan fungsional tahun 2015 sebagai 
berikut: 
 


























Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Tata Usaha pada hari Rabu, 27 
April 2017 pukul 11.30 WIB diperoleh informasi bahwa perekrutan pegawai Balai 
Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui seleksi 
CPNS yang dilakukan oleh pusat, BBPPKS hanya memberikan daftar pegawai 
yang diperlukan kepada pemerintah pusat. Peningkatan kualitas SDM sendiri dalam 
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) memiliki 
Program TOT yang disesuaikan dengan keahlian atau ilmu terbaru bagi 
widyaiswara. 
Selain itu BBPPKS juga mempunyai program tugas belajar dan ijin belajar 
bagi para pegawai yang belum menempuh S1 dan S2. Program ini juga  harus 
melalui pusat dulu untuk disetujui. Syarat pegawai yang akan menempuh S1 
maksimal 35 tahun dan S2 maksimal 45 tahun. Syarat yang lain yaitu, bagi pegawai 
yang akan menempuh baik tugas belajar maupun ijin belajar kompetensi yang akan 
diambil harus linier dengan pendidikan sebelumnya atau linier dengan jabatannya. 
Karena pengambilan kompetensi yang linier dengan pendidikan sebelumnya jarang 
ada tawaran dari pusat, maka kebanyakan pegawai mengambil kompetensi yang 
linier dengan jabatan yang saat itu diduduki. Jika tawaran pendidikan tidak sesuai 
dengan jabatannya, maka yang bersangkutan akan dipindahkan ke jabatan yang 
sesuai dengan pendidikan yang ditawarkan terlebih dulu.  
Pegawai yang akan menempuh tugas belajar dibebastugaskan dari tugas kerja 
di kantor sedangkan pegawai yang ijin belajar tidak diperkenankan meninggalkan 
kewajiban sebagai pegawai. Oleh karena itu, pegawai yang mengambil ijin belajar 
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harus mengambil jam belajar di luar jam kantor dan jarak kampus tidak lebih dari 
2 jam perjalanan.  
6. Sarana dan Prasarana Lembaga 
BBPPKS Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang 
pelaksanaan berbagai diklat dan menunjang bagi pekerjaan pegawai BBPPKS 
sendiri. Berikut daftar sarana prasarana di BBPPKS Yogyakarta tahun 2016: 
Tabel 4. Sarana dan Prasarana BBPPKS Yogyakarta 
Fasilitas Purw Vet 
Kapasitas (orang)/kondisi 
Purwomartani Veteran 
Gedung Kantor 1 1 100 10 
Ruang Kelas 3 2 120 60 
Ruang Diskusi 3 1 120 40 
Ruang Arsip 1 - 4 - 
Gedung Aula 1 1 200 100 
Gedung Asrama 1 1 8 6 
Ruang Makan 2 1 150 60 
Perpustakaan  1 - 10 - 
Halaman Olahraga 1 1 100 20 
Mushola  1 1 60 20 
Ruang Panitia 1 1 10 10 
Ruang Poliklinik 1 - 4 - 
Ruang Lab. Media & Studio 
Mini 
1 - 40 - 
Ruang Lab. Komputer 1 - 30 - 
Ruang Pekerja Sosial 1 - 10 - 
Ruang Praktik Klinis 
Konseling 
1 - 10 - 
Gazebo  2 - 10 - 
Joglo  1 - 40 - 
Wisma Tamu 1 - 6 - 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian Tata Usaha pada hari Selasa, 21 
Maret 2017 pukul 09.45 diperoleh informasi bahwa proses pengadaan sarana dan 
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prasarana BBPKS Yogyakarta harus dilakukan jauh sebelum sarana dan prasarana 
itu digunakan. Artinya, jika akan mengadakan sarana dan prasarana pada tahun 
2017 maka proposal pengajuan dibuat di tahun 2016. Maka dari itu, daftar 
kepemilikan sarana dan prasarana pada tabel di atas adalah data dari tahun 2016 
karena untuk tahun 2017 belum ada pengajuan lagi.  
Proses pengadaan sarana dan prasarana dalam suatu lembaga, khususnya 
lembaga pemerintah, ada tim sendiri yang menanganinya. Tim pengadaan tersebut 
harus sudah bersertifikasi dalam pengadaan sarana dan prasarana. Jadi, tidak 
sembarang pegawai dapat melakukan pengadaan sarana dan prasarana lembaga. 
Selain ada tim sendiri untuk pengadaan sarana dan prasarana, ada standar juga 
terkait pengadaan sarana dan prasarana lembaga. Standarisasi tersebut diatur dalam 
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 Tentang 
Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Peraturan tersebut 
mengatur tentang bagaimana standar pelaksanaan diklat kesejahteraan sosial, 
akreditasi lembaga diklat, sertifikasi diklat, evaluasi diklat, dan komite diklat 
kesejahteraan sosial. 
7. Program Lembaga 
Pada tahun 2017 BBPPKS Yogyakarta mengadakan beberapa diklat, baik 
diklat TKSP maupun TKSM. Diklat TKSP ditujukan kepada tenaga kesejahteraan 
sosial pemerintahan, antara lain pekerja sosial dinas sosial, pengurus panti, dan 
LSM-LSM di wilayah kerja BBPPKS Yogyakarta. Diklat TKSM ditujukan kepada 
tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, seperti pendamping PKH. Berikut jadwal 
diklat di BBPPKS Yogyakarta yang dilaksanakan pada tahun 2017: 
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Tabel 5. Jadwal Diklat BBPPKS Yogyakarta Tahun 2017 











31 Jan – 16 Feb 










28 Feb – 16 Mar 










29 Mar – 14 Apr 










25 Apr – 11 Mei 











16 Mei – 01 Jun 











11 Jul – 21 Jul 










08 Agt – 24 Agt 









04 Sep – 20 Sep 





IX FDS 03 Okt – 19 Okt 160 TKSM 
X FDS 31 Okt – 16 Nov 160 TKSM 
XI FDS 28 Nov – 14 Des 160 TKSM 
 
8. Deskripsi Program Diklat FDS PKH  
a) Latar Belakang Program 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai 
bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin di Indonesia. PKH berfungsi 
sebagai salah satu program jaring pengaman bagi masyarakat miskin agar 
terlindungi dari kemungkinan kondisi krisis. PKH dalam jangka panjang 
diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui perbaikan 
kondisi pendidikan dan kesehatan dalam keluarga miskin, harapannya adalah 
generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. 
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Sebagai program bantuan tunai bersyarat, PKH mewajibkan KPM untuk 
memanfaatkan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan terhadap ibu 
hamil, nifas, dan balita. Di bidang pendidikan, KPM peserta PKH juga harus 
mendorong anak-anak mereka untuk bersekolah mulai dari tingkat sekolah dasar 
hingga lanjutan untuk mencapai tingkat kehadiran 85% di sekolah. 
Ketidakberhasilan memenuhi persyaratan dapat berakibat pada pengurangan nilai 
bantuan.  
Untuk mempercepat pencapaian tujuan PKH diperlukan program Family 
Developmnet Session (FDS) atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 
(P2K2). Pelaksanaan FDS PKH dimulai dari tahap asesmen, perencanaan, dan 
pelaksanaannya melibatkan Kementerian  dan lembaga lain  (Bappenas, 
Kementerian Kesehatan, World Bank, Unicef, Australia Aid dll) yang terkait 
dengan upaya pengentasan kemiskinan. FDS PKH bertujuan memberikan 
kesadaran  KPM untuk bertindak mandiri dalam hal pengelolaan keuangan 
keluarga, pendidikan, ekonomi dan kesehatan serta perlindungan anak.  
Pelaksanaan FDS PKH dilakukan melalui proses pendampingan dalam 
pertemuan bulanan. Pendamping PKH tidak hanya berperan sebagai petugas yang 
memonitor kepatuhan KPM tetapi juga berperan sebagai fasilitator. Dalam upaya 
peningkatan kapasitas pendamping sebagai fasilitator diperlukan instruktur/pelatih 
yang memadai untuk melatih pendamping agar mampu menjadi fasilitator FDS 
PKH yang mampu mempercepat pencapaian tujuan PKH.  
Dalam rangka memfasilitasi hal tersebut Kementerian Sosial melalui  
Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar 
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Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI yang salah 
satu tugas pokoknya adalah meningkatkan kualitas pendamping PKH mengadakan 
diklat FDS PKH bagi pendamping. Tujuan diklat FDS PKH bagi pendamping 
adalah untuk mempersiapkan pendamping agar memiliki pengetahuan, 
keterampilan dan sikap positif terhadap FDS PKH sebelum melaksanakan dan 
memberikan pelayanan yang lebih optimal.  
b) Tujuan Program 
Berdasarkan buku pedoman diklat FDS PKH tahun 2016, tujuan dari diklat 
ini adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan para 
pendamping PKH dalam penyelenggaraan FDS PKH  bidang pendidikan, ekonomi 
dan kesehatan serta perlindungan anak. 
c) Warga Belajar 
Peserta Diklat FDS PKH adalah pendamping PKH, Koordinator Wilayah, 
Koordinator Kabupaten, dan Koordinator Kota yang wilayah kerjanya berada di D.I 
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur. 
Peserta diklat FDS PKH pada putaran ketiga ini berasal dari provinsi Jawa 
Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kerja 
Kabupaten Pekalongan, Tegal, Sumba Barat Daya, Lombok Barat, Lombok Timur, 
Bima, dan Lombok Tengah. Setiap putaran terdiri atas 120 peserta yang dibagi 
menjadi tiga angkatan atau tiga kelas sehingga setiap kelas/angkatan berjumlah 40 
peserta. Pelaksanaan diklat FDS PKH putaran ketiga berlangsung dari tanggal 29 
Maret sampai dengan 14 April 2017. 
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d) Fasilitator dan Narasumber 
Narasumber/Fasilitator diberi kewewenangan untuk menyampaikan materi 
pada Diklat FDS PKH, meliputi: 
1) Narasumber, yang terdiri dari: 
a. Pejabat Struktural Badan Pendidikan dan Penyuluhan Sosial  Kementerian 
Sosial RI  
b. Pejabat Struktural Direktorat Jaminan  Sosial Keluarga dan Kementerian 
Sosial RI 
c. Pejabat Struktural dilingkungan BBPPKS Regional III Yogyakarta  
2) Fasilitator, terdiri dari: 
a. Widyaiswara BBPPKS Regional III Yogyakarta yang sudah mengikuti dan 
lulus TOT FDS PKH. 
b. Pihak terkait (Ahli, Praktisi) yang sudah mengikuti dan lulus TOT FDS 
PKH. 
Berikut adalah fasilitator untuk diklat FDS PKH: 
Tabel 6. Daftar Fasilitator Diklat FDS PKH 
No Nama Instansi 
1 Drs. Joko Sulistyo, M.Si. BBPPKS Yogyakarta 
2 Drs. Uji Hartono, MA BBPPKS Yogyakarta 
3 Drs. Joko Sumarno, M.Si. BBPPKS Yogyakarta 
4 Drs. Bambang Tjahjono, M.Pd. BBPPKS Yogyakarta 
5 Dinah Pangestuti, M.Si. BBPPKS Yogyakarta 
6 Drs. Suminto, M.Si. BBPPKS Yogyakarta 
7 Siti Mulyani, S.Sos., M.Si. BBPPKS Yogyakarta 
8 Heru Widiyantoro, Aks., M.Si. BBPPKS Yogyakarta 






Kurikulum Diklat “Family Development Session (FDS) PKH” berjumlah 
145 jam pelatihan. Setiap 1 jam pelatihan berdurasi 45 menit. Kurikulum diklat 
FDS PKH terdiri dari materi dasar berjumlah 6 jam pelatihan, materi inti berjumlah 
127 jam pelatihan, dan materi penunjang berjumlah 12 jam pelatihan. Kurikulum 
diklat dibuat oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dengan memperhatihan 
kebutuhan peserta diklat di lapangan untuk proses pendampingan. Kurikulum diklat 
terlampir. 
f) Prinsip Pembelajaran 
Ada beberapa prinsip pembelajaran yang diterapkan selama proses 
pembelajaran, antara lain: 
1) Kesiapan  
Fasilitator/widyaiswara memiliki kesiapan sebelum memberikan materi 
dengan mempersiapkan dan membaca bahan-bahan yang akan disampaikan. Hal ini 
dilakukan agar widyaiswara dapat menyampaikan materi dengan baik dan lancar 
sehingga peserta dapat menyerap ilmu dengan maksimal. Akan tetapi, selama 
peneliti melakukan observasi saat pembelajaran berlangsung ada salah satu 
widyaiswara yang tidak melakukan persiapan untuk mengajar. Akibat yang 
ditimbulkan yaitu proses pembelajaran di materi yang diajarkan tidak berjalan 
dengan lancar dan beliau terlihat kebingungan saat menjelaskan materi tersebut.  
2) Partisipasi 
Fasilitator/widyaiswara dan peserta terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran baik dalam mengajukan pertanyaan, melaksanakan tugas-tugas 
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terstruktur maupun dalam mengembangkan metode dan materi pelatihan. Prinsip 
ini dilakukan fasilitator/widyaiswara saat diawal pembelajaran. 
Fasilitator/widyaiswara melakukan brainstorming kepada peserta, yaitu 
fasilitator/widyaiswara mengajukan pertanyaan pancingan kepada peserta agar 
peserta dapat aktif menjawab atau menyuarakan pendapat mereka. Selain itu, 
setelah materi selesai disampaikan peserta akan melakukan simulasi dari materi 
tersebut sehingga peserta akan ikut aktif dan berpartisipasi dalam simulasi tersebut.   
3) Demokrasi 
Pelatihan bersifat terbuka dan setara di mana seluruh peserta pelatihan 
memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemukakan argumentasinya 
secara aktif dan terbuka. Selama diklat berlangsung tidak ada yang membedakan 
peserta satu dengan yang lainnya. Siapapun pesertanya mendapat kesempatan yang 
sama dalam menyuarakan pendapat mereka. 
4) Kapabilitas  
Fasilitator/widyaiswara memiliki kapasitas yang memadai dalam menguasai 
materi pelatihan. Peserta memiliki kompetensi dasar yang diperlukan sesuai dengan 
pelatihan yang diikutinya. Kemampuan fasilitator/widyaiswara yang memadai 
dalam penguasaan materi pelatihan dibuktikan dengan adanya sertifikat TOT 
(Training of Trainer) Diklat FDS PKH. Fasililator/widyaiswara diklat FDS PKH 
harus mengikuti TOT Diklat FDS PKH terlebih dulu sebelum menjadi 
fasilitator/widyaiswara diklat FDS PKH. Sedangkan untuk peserta diklat FDS 




5) Penggunaan Alat Bantu  
Proses pembelajaran hendaknya disertai dan didukung oleh alat bantu 
pelatihan yang memadai seperti audio visual dan multi media yang dapat 
memudahkan pencapaian tujuan pelatihan/ pembelajaran. Penggunaan alat bantu 
atau media pembelajaran sudah dilakukan selama diklat FDS PKH berlangsung. 
Alat bantu yang digunakan antara lain, poster, modul, alat permainan edukasi dan 
flipchart. 
6) Praktis,  
Materi pelatihan hendaknya diarahkan agar konsep-konsep teoritis dapat 
merespon kondisi-kondisi praktis di lapangan. Hal ini dilakukan dengan cara 
brainstorming kepada peserta. Contoh-contoh yang disampaikan di setiap 
materinya mengambil dari keadaan yang dialami baik oleh peserta maupun 
widyaiswara itu sendiri sehingga jika ada solusi atau saran untuk menyelesaikan 
suatu masalah di masyarakat maka solusi tersebut dapat diterapkan dengan baik di 
masyarakat tersebut. 
g) Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam Diklat FDS PKH adalah 
andragogi, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa dengan 
prinsip pembelajaran orang dewasa, sebagai berikut:  
1) Kegiatan pembelajaran dalam satu kelas difasilitasi oleh tim fasilitator yang 
terdiri dari tiga fasilitator. 
2) Partisipasi aktif dari peserta  
3) Pemanfaatan pengalaman peserta 
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4) Peserta sebagai sumber belajar  
5) Belajar dari pelaksanaan praktek (learning by doing),  
6) Penyajian kasus dan permasalahan yang terajadi selama ini dalam pelaksanaan 
PKH dan pengalaman-pengalam peserta.  
7) Penggunaan berbagai media belajar serta role play yang mampu menstimulasi 
seluruh indera dan keterampilan peserta.  
h) Media Pembelajaran 
Media pembelajaran yang digunakan sebagai berikut : 
1) Papan Tulis (whiteboard); 
2) Alat Tulis / Spidol; 
3) Projector + layar; 
4) Komputer/Laptop; 
5) Alat peraga yang terkait; 
6) Film hasil pelaksanaan PKH yang relevan; 
7) CD Driver/Video  
8) Modul dan makalah atau  hand out para narasumber/fasilitator 
i) Pendanaan Program 
Pembiayaan Penyelenggaraan Diklat FDS PKH dibebankan pada Anggaran 
BBPPKS Regional III Yogyakarta 
B. Data dan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, BBPPKS 
Yogyakarta merupakan lembaga diklat dari Kementrian Sosial RI yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan 
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Penelitian Kesejahteraan Sosial. Lembaga ini mempunyai tugas untuk 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial (Kesos) bagi tenaga 
Kesos Pemerintahan dan masyarakat, pengkajian dan penyiapan standarisasi 
pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi 
terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 BBPPKS Yogyakarta pada tahun 2017 mengadakan 2 jenis diklat, yaitu 
diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dan diklat Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM). Diklat TKSP yang dilaksanakan 
BBPPKS Yogyakarta, yaitu diklat pekerja sosial Ahli Muda, Ahli Pertama, 
sertifikasi Ahli, Ahli Madya, Jabatan Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama, 
Sertifikasi Penyuluh, Pendamping ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum), dan 
diklat PPKTK. Sedangkan untuk diklat TKSM, BBPPKS Yogyakarta 
menyelenggarakan diklat FDS PKH. 
Salah satu jenis diklat yang dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta dan 
menjadi objek penelitian peneliti adalah Diklat FDS PKH. Diklat ini ditujukan 
kepada para pendamping PKH. Pada tahun ini diklat FDS PKH diperuntukan 
kepada para pendamping PKH angkatan 2008 s.d 2011. Adapun peserta berasal dari 
wilayah provinsi D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. 
Berdasarkan buku pedoman diklat FDS PKH tahun 2016, tujuan diklat ini yaitu 
untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan  para pendamping 
PKH dalam penyelenggaraan FDS PKH  bidang pendidikan, ekonomi dan 
kesehatan serta perlindungan anak. 
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Secara umum penyelenggaraan diklat yang ada di BBPPKS Yogyakarta 
adalah diklat dari pusat, dalam hal ini Kementrian Sosial. Begitu juga untuk diklat 
FDS PKH adalah program diklat dari Kementrian Sosial. BBPPKS Yogyakarta 
berperan sebagai penyelenggara diklat FDS PKH. 
Kegiatan diklat yang dilakukan oleh BBPPKS Yogyakarta secara garis besar 
terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 
Penyelenggaraan diklat FDS PKH tentunya terdiri dari ketiga tahapan tersebut. 
Berikut uraian data hasil penelitian yang diperoleh selama diklat FDS PKH 
berlangsung: 
1. Perencanaan Diklat FDS PKH 
Program diklat FDS PKH merupakan program diklat untuk para pendamping 
PKH yang bertujuan untuk mempersiapkan pendamping agar memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap FDS PKH sebelum 
melaksanakan dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Program diklat ini 
diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
(Pusdiklat) Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan penyelenggara diklat diperoleh 
informasi bahwa perencanaan diklat yang meliputi analisis kebutuhan diklat baik 
dari perencanaan kurikulum, modul pembelajaran, dan metode pembelajaran 
disusun oleh pihak pusat yaitu Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. BBPPKS 
Yogyakarta dalam hal ini hanya menyiapkan jadwal harian dan jadwal pelaksanaan, 
tempat, penentuan panitia dan narasumber/fasilitator, pemanggilan peserta serta 
77 
 
pelaporan kegiatan diklat. Terkait pemanggilan peserta yang dilakukan oleh 
BBPPKS Yogyakarta bahwasannya daftar peserta berdasarkan data yang 
dikirimkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (Dirjamsoskel) yang 
mempunyai data semua pendamping di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh 
Bapak “SD” selaku Kepala Seksi Diklat TKSM BBPPKS Yogyakarta, bahwa: 
Analisis kebutuhan untuk diklat FDS dilakukan oleh pusat dan BBPPKS tidak 
terlibat dalam kegiatan analisis kebutuhan. BBPPKS hanya tinggal 
menyelenggarakan diklatnya. BBPPKS Yogyakarta tinggal mempersiapkan 
jadwal pelaksanaan, sarana prasarana diklat, SDM untuk fasilitator, dan 
melaporkan kegiatan diklat. Perekrutan peserta diambil data dari Direktorat 
Jaminan Sosial yang mempunyai data semua pendamping PKH di seluruh 
Indonesia. (SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
Alur pemanggilan peserta yaitu, data dari Dirjamsoskel dikirimkan ke 
BBPPKS Yogyakarta kemudian BBPPKS Yogyakarta mengolah dan memilih 
peserta yang akan dipanggil untuk mengikuti diklat terlebih dahulu. Selanjutnya 
data peserta yang akan mengikuti diklat dikirimkan ke Dinas-Dinas Sosial tempat 
peserta tersebut bertugas. Setelah itu pihak dinas melaksanakan pemanggilan 
peserta untuk mengikuti diklat di BBPPKS Yogyakarta. 
Persiapan Diklat selain yang dilakukan oleh bidang penyelenggara Diklat 
yang berada di BBPPKS juga dilakukan oleh widyaiswara. Widyaiswara memiliki 
peran dalam menyampaikan materi yang ada dalam kurikulum yang telah disusun. 
Persiapan yang dilakukan oleh widyaiswara dari segi pembelajaran. Perencanaan 
pembelajaran yang dilakukan, yaitu membuat Rencana Pembelajaran Mata Diklat 
(RPMD) dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD). Hal ini 
disampaikan oleh Bapak “UH” selaku widyaiswara, bahwa : 
Dalam proses perencanaan diklat widyaiswara mempersiapkan dari segi 
persiapan pembelajaran. Perencanaan yang dilakukan yaitu, membuat rencana 
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pembelajaran mata diklat dan rancang bangun pembelajaran mata diklat. (UH/ 
31 Maret 2017 / 09.12) 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perencanaan diklat FDS PKH 
dilakukan oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. BBPPKS Yogyakarta sebagai pihak 
penyelenggara melakukan persiapan awal terkait penjadwalan diklat, sarana 
prasarana diklat, membentuk kepanitiaan diklat, menentukan widyaiswara dan 
pemanggilan peserta. Selain bidang penyelenggara persiapan juga dilakukan oleh 
widyaiswara. Persiapan yang dilakukan widyaiswara yaitu, membuat Rencana 
Pembelajaran Mata Diklat (RPMD) dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata 
Diklat (RBPMD) berdasarkan kurikulum yang sudah ada dari Pusdiklat 
Kesejahteraan Sosial.  
2. Pelaksanaan Diklat FDS PKH 
Pelaksanaan diklat FDS PKH dilaksanakan setelah semua perencanaan dan 
persiapan telah selesai dilakukan. Pelaksanaan diklat meliputi registrasi peserta, 
pengarahan teknis dari panitia, pra test, acara pembukaan, penyampaian materi, 
praktik belajar lapangan, purna test dan evaluasi penyelenggaraan. Kegiatan 
tersebut terangkum dalam jadwal pelatihan yang dibuat oleh Bidang Penyelenggara 
Diklat. Menurut pengamatan peneliti selama mengobservasi jalannya diklat, 
meskipun jadwal diklat sudah tersusun namun jadwal dapat berubah sewaktu-waktu 
sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini ditemui oleh peneliti saat hari pertama 
diklat. Jadwal kegiatan penyampaian materi oleh pusat, yaitu “Kebijakan Program 
dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial” di angkatan IX harus diundur yang 
awalnya jam 08.45-10.45 menjadi 15.30-17.00. Pematerian ini diundur jadwalnya 
karena pemateri masih ada agenda di jam yang seharusnya beliau mengisi materi. 
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Berikut penjambaran kegiatan pelaksanaan diklat FDS PKH di angkatan IX: 
1) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Diklat 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diklat FDS PKH 
dilaksanakan mulai tanggal 29 Maret s.d 14 April 2017. Pelaksanaan diklat ini 
merupakan pelaksanaan diklat FDS PKH putaran III yang terdiri dari 3 angkatan, 
yaitu angkatan VII, VIII dan IX. Tempat pelaksanaan diklat berada di dua tempat, 
yaitu angkatan VII dan VIII dilaksanakan di Kampus I yang beralamatkan di 
Purwomartani, Kalasan, Sleman sedangkan angkatan IX dilaksanakan di Kampus 
II yang beralamatkan di Jl. Veteran 8, Yogyakarta.  
Selama 17 hari, diklat FDS PKH tidak hanya materi di kelas tetapi juga 
melaksanakan Praktik Belajar Lapangan (PBL). Lokasi untuk PBL ditiap putaran 
berbeda. Lokasi PBL putaran III dilaksanakan di Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Bu “SY” selaku Kabid Bidang 
Penyelenggara Diklat saat diwawancara oleh peneliti disela-sela waktu PBL bahwa: 
Lokasi PBL tiap putaran berbeda tergantung situasi dan kondisi serta kriteria 
yang memenuhi untuk dijadikan lokasi PBL. Lokasi PBL putaran III ini 
dilaksanakan di Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penentuan lokasi 
PBL kali ini karena permintaan bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Sukoharjo yang pada suatu kesempatan bertemu di salah satu acara di 
Yogyakarta dan beliau meminta untuk daerahnya dijadikan tempat praktik 
lapangan diklat FDS PKH. (SY/ 3 April 2017 / 09.10) 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada penyelenggara diklat 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diklat FDS PKH berada di dua kampus 
BBPPKS Yogyakarta, yaitu Kampus I yang berada Purwomartani, Kalasan dan 
Kampus II yang berada di Jl. Veteran 8, Yogyakarta serta di Kecamatan Baki, 
Sukoharjo, Jawa Tengah untuk praktik lapangan. 
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2) Peserta Diklat 
Peserta diklat FDS PKH merupakan para pendamping PKH yang sebagian 
besar dari angkatan 2008 s.d 2011. Namun ada peserta diklat yang peneliti temui 
merupakan pendamping PKH angkatan 2015. Data peserta diklat ini merupakan 
data yang berasal dari pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jaminan Sosial 
Keluarga yang mempunyai seluruh data pendamping PKH seluruh Indonesia. Hal 
ini disampaikan oleh Pak “SD” bahwa: 
“Peserta diklat Pendamping PKH angkatan VII, VIII, IX adalah pendamping 
PKH angkatan tahun 2008 – 2011. Perekrutan peserta diambil data dari 
Direktorat Jaminan Sosial yang mempunyai data semua pendamping PKH di 
seluruh Indonesia”. (SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
 
Pada pelaksanaan diklat FDS PKH putaran III pendamping PKH yang 
dipanggil untuk mengikuti diklat berasal dari provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditegaskan oleh Pak “SD” bahwa: 
“Peserta diklat berasal dari Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 
Tenggara Timur. Peserta yang dari Jawa Tengah merupakan Koordinator 
Kabupaten”. (SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peserta diklat FDS PKH putara 
III adalah pendamping PKH dari provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur. Menurut data yang didapat oleh peneliti, wilayah kerja dari 
peserta diklat FDS PKH putaran III adalah di Kabupaten Pekalongan, Tegal, Sumba 
Barat Daya, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, dan Lombok Tengah.  
3) Penerimaan Peserta 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, penerimaan peserta 
dilaksanakan oleh panitia kesekretariatan dimana penerimaan peserta ini sekaligus 
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pendaftaran ulang bagi peserta. Persyaratan yang harus diserahkan dalam registrasi 
ini telah tercantum dalam surat pemanggilan calon peserta.  
Penerimaan peserta diklat FDS PKH dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 
2017. Selain peserta menyerahkan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan, 
peserta juga diminta mengisi data di komputer yang telah disediakan panitia, setelah 
selesai registrasi peserta berhak memperoleh kelengkapan diklat seperti name tag, 
tas, block note, pulpen, modul dan kaos.  
Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penerimaan peserta yaitu pengisian 
curriculum vitae, pembagian kamar, serta pengecekan berkas yang mencakup surat 
tugas, SPPD, dan tiket transportasi apabila peserta berasal dari luar Pulau Jawa.  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada hari pertama pelaksanaan 
diklat yaitu penerimaan peserta dimana peserta diminta menyerahkan persyaratan 
yang telah disampaikan dalam surat pemanggilan peserta diklat, registrasi juga 
dilaksanakan dengan mengisi data diri peserta di komputer yang telah disediakan 
oleh panitia. Pada hari pertama diklat peserta juga diberi haknya berupa fasilitas 
seperti tas, buku, pulpen, kaos, dan materi diklat. 
4) Pengarahan Teknis dan Pra Test 
Pengarahan teknis merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah peserta 
melaksanakan registrasi dimana kegiatan ini berupa penyampaian maksud dan 
tujuan pelaksanaan diklat FDS PKH, hak dan kewajiban peserta, dan penyampaian 
tata tertib pelaksanaan diklat. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, pengarahan teknis 
dilaksanakan langsung oleh koordinator pelaksanaan diklat FDS PKH. Koordinator 
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di angkatan IX adalah Bapak Budiarso, SH. Selain pengarahan teknis dilaksanakan 
juga pra tes yang mana bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman 
peserta tentang FDS PKH. 
Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum 
pelaksanaan diklat terdapat pengarahan teknis dimana kegiatan ini berfungsi untuk 
menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan selama diklat berlangsung. Selain 
pengarahan teknis dilaksanakan juga pra tes yang berlangsung selama 45 menit. Pra 
tes ini merupakan evaluasi awal yang digunakan untuk mengukur tingkat 
pemahaman peserta tentang materi FDS PKH. 
5) Pembukaan  
Pembukaan diklat dilaksanakan pada hari kedua tepatnya tanggal 30 Maret 
2017. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, pembukaan diklat dilaksanakan oleh 
Ibu Emi Widayanti perwakilan dari Inspektorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 
Sosial yang mana pembukaan diklat diisi dengan penyampaian sambutan yang 
kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta sebagai tanda dimulainya 
diklat. Pembukaan diklat ini dihadiri oleh seluruh peserta diklat. Pembukaan diklat 
dilaksanakan di Ruang Aula Kampus I BBPPKS Yogyakarta.  
6) Proses Pembelajaran 
Proses pembelajaran dilaksanakan pada tanggal 30 Maret s.d 13 April 2017. 
Selama tanggal tersebut terdapat 4 kali praktik lapangan. Secara umum, proses 
pembelajaran diklat terbagi menjadi 3 materi besar, yaitu materi dasar, materi inti, 
dan materi penunjang. Materi dasar merupakan materi tentang kebijakan program 
P2K2 dalam PKH dimana materi ini adalah materi umum tentang P2K2. Materi inti 
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merupakan materi-materi yang disajikan dalam modul. Terdapat enam modul yang 
akan dipelajari oleh peserta diklat. Materi penunjang merupakan materi tambahan 
untuk menunjang pelaksanaan diklat, seperti pengarahan teknis, pra/purna tes, 
pembukaan dan penutupan diklat, evaluasi penyelenggaraan, pengarahan PBL, dan 
RTL (Rencana Tindak Lanjut). Ketiga materi tersebut berjumlah 145 JP (Jam 
Pelajaran) dimana 1 JP sama dengan 45 menit. Peserta dinyatakan lulus jika 
memenuhi jumlah JP tersebut. Penyampaian materi disampaikan oleh widyaiswara 
dan satu materi dari pusat, yaitu “Kebijakan Program Pembangungan Kesejahteraan 
Sosial” yang merupakan materi dasar.  
Secara garis besar, selama peneliti melaksanakan penelitian proses 
pembelajaran diklat dimulai pukul 07.30 di setiap harinya dimana kegiatan diawali 
dengan review materi yang diterima sebelumnya dan diakhiri sesuai jadwal yang 
telah dibuat. Namun, jika diawali dengan materi baru (modul baru) maka 
pembelajaran diawali dengan pemberian materi secara teoritis selama 45 menit (1 
JP). Setelah itu dilanjutkan simulasi dari materi yang telah disampaikan selama 45 
– 180 menit (1-4 JP) tergantung dari bobot materinya. Simulasi tersebut 
dilaksanakan di kelas besar (40 peserta). Selanjutnya, kelas besar dibagi menjadi 3 
kelas kecil berjumlah 13-14 orang untuk melaksanakan microteaching. 
Pelaksanaan microteaching selama 135 – 180 menit (3-4 JP) tergantung dari bobot 
materinya. Pelaksanaan microteaching berfungsi sebagai sarana peserta diklat 
mempraktikan atau mensimulasikan FDS PKH yang kelak akan mereka laksanakan 
ketika kembali ke daerahnya. Pelaksanaan microteaching selalu diakhiri dengan 
review materi yang berfungsi untuk mengevaluasi peserta diklat terkait tentang cara 
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mereka menyampaikan materi yang baik dan benar kepada dampingannya kelak 
yang notabene dampingannya tersebut adalah keluarga miskin. Hal ini dikarenakan 
peserta diklat dalam menyampaikan materi harus disesuaikan dengan audiensnya. 
Jika materinya akan disampaikan kepada keluarga miskin maka penyampaiannya 
pun disesuaikan dengan karakteristik para keluarga miskin agar materi yang 
disampaikan dapat dipahami oleh mereka dengan mudah. Sebagai pemantapan 
peserta dalam melaksanakan FDS PKH disetiap akhir pemberian materi dari modul 
dilaksanakan praktik lapangan. Peserta diklat akan terjun ke masyarakat 
mempraktikan apa yang sudah dipelajari selama diklat. Oleh karena itu, setelah 
microteaching selesai peserta diklat melaksanakan praktik belajar lapangan. Praktik 
belajar lapangan ini memiliki bobot 10 JP (450 menit) sehingga pelaksanaannya 
sehari penuh.  
Terdapat beberapa komponen pembelajaran diantaranya: 
a) Materi  
Proses pembelajaran dalam diklat FDS PKH berlangsung selama kurang lebih 
15 hari. Empat hari diantaranya digunakan untuk praktik lapangan dan 11 hari 
lainnya digunakan untuk penyampaian materi oleh widyaiswara. Materi yang 
disampaikan dalam proses pembelajaran merupakan materi-materi dari modul FDS, 
yaitu pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan 
usaha, kesehatan dan gizi, perlindungan anak, penyandang disabelita, dan 
kesejahteraan lanjut usia.  
Materi yang disampaikan berdasarkan kurikulum yang dibuat oleh Pusdiklat 
yang bekerja sama dengan instansi terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan di 
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lapangan. Materi-materi ini harapannya dapat mengubah taraf hidup peserta PKH 
karena peserta diklat (pendamping PKH) akan mempraktikan kepada peserta PKH.  
Instansi-instansi yang turut andil dalam pembuatan modul materi adalah 
sebagai berikut: 
(1) Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak 
Modul ini terdiri dari 4 sesi, yaitu Menjadi orang tua yang lebih baik, 
Memahami perilaku anak, Memahami cara anak usia dini belajar, dan 
Membantu anak sukses di sekolah. Pembuatan modul pendidikan dan 
pengasuhan anak merupakan produk kolaborasi dua tim di Kantor Bank 
Dunia Jakarta, yaitu tim Poverty, sebuah unit dalam Sektor Poverty 
Reduction and Economic Management (PREM) dan tim Education, sebuah 
unit dalam Sektor Human Development (HD). 
(2) Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha 
Modul ini terdiri dari 3 sesi, yaitu Mengelola keuangan keluarga, Cermat 
meminjam dan menabung, dan Memulai usaha. Modul ini adalah produk 
kolaborasi dua tim di Kantor Bank Dunia Jakarta (Tim Poverty), sebuah tim 
dalam Sektor Poverty Reduction and Economic Management (PREM) dan 
tim Financial and Private Sector Development (FPD). 
(3) Modul Kesehatan dan Gizi 
Modul ini terdiri dari 9 materi, yaitu Masalah Gizi di Indonesia, Pelayanan 
Ibu Hamil, Pelayanan Ibu Bersalin, Pelayanan Ibu Nifas dan Ibu Menyusui, 
Pelayanan Bayi Usia 0-28 Hari, Pelayanan Bayi Usia 29 Hari – 11 Bulan, 
Pelayanan Anak Usia 12 – 59 Bulan, Pelayanan Remaja,  dan Perilaku Hidup 
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Bersih dan Sehat. Pendamping dapat memilih 3 materi yang disampaikan 
dalam 3 pertemuan. Materi yang dipilih disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi peserta dampingannya. Modul ini disusun dan dipublikasi bersama 
oleh Bappennas, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta UNICEF. 
(4) Modul Perlindungan Anak 
Modul ini terdiri dari 2 materi, yaitu Kekerasan terhadap anak dan 
Penelantaran dan Eksploitasi. Modul ini diproduksi dari hasil kerjasama 
antara Kementrian Sosial dengan UNICEF. 
(5) Modul Lansia 
Modul ini berisi materi tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi 
Lansia. Modul ini disusun dan diproduksi oleh Kementrian Sosial dan Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 
(6) Modul Disabilitas 
Modul ini berisi materi tentang pelayanan bagi disabilitas berat. Modul ini 
disusun dan diproduksi oleh Kementrian Sosial dan Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa materi diklat FDS PKH disusun 
oleh Pusdiklat yang bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dan disesuaikan 
dengan kebutuhan di lapangan.  
b) Media Pembelajaran 
Dalam proses pembelajaran penggunaan media pembelajaran merupakan hal 
yang wajib dilakukan. Hal ini dikarenakan penggunaan media pembelajaran dapat 
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membantu dan memudahkan penyampaian materi oleh widyaiswara/fasilitator. 
Sama halnya dengan proses pembelajaran diklat FDS PKH, widyaiswara 
menggunakan media selama pembelajaran berlangsung untuk memudahkan mereka 
menyampaikan materi dan peserta diklat pun juga dapat dengan mudah memahami 
materi. 
Berdasarkan pengamatan peneliti selama proses pembelajaran, diklat FDS 
PKH dapat dikatakan sepenuhnya memanfaatkan media pembelajaran, yaitu modul. 
Modul merupakan acuan utama mereka selama pembelajaran. Semua materi yang 
disampaikan ada di dalam modul sehingga memudahkan widyaiswara dan peserta 
dalam menyampaikan serta memahami materi. Selain modul mereka juga 
memanfaatkan media film, poster, brosur, LCD Proyektor, laptop, kertas plano dan 
alat permainan edukasi selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran 
media-media tersebut digunakan secara maksimal oleh widyaiswara dan peserta 
sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik dan terjadi hubungan yang 
interaktif antara peserta dengan widyaiswara.  
c) Widyaiswara  
Widyaiswara dalam diklat FDS PKH merupakan widyaiswara dari BBPPKS 
Yogyakarta yang telah mengikuti dan lulus dalam Training of Trainer (TOT) diklat 
FDS PKH. Widyaiswara memiliki tugas memfasilitasi substansi pembelajaran 
sosial dengan kurikulum yang telah ditetapkan, baik pembelajaran klasikal yang 
diadakan di dalam kelas maupun non klasikal, seperti praktik belajar lapangan. 
Widyaiswara dalam diklat FDS PKH berjumlah 9 orang dimana masing-masing 
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angkatan terdiri dari 3 orang widyaiswara dan juga didampingi oleh 3 orang 
pendamping di tiap angkatan.  
Widyaiswara memiliki peran penting dalam pelaksanaan diklat. Widyaiswara 
harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang menunjang dalam memfasilitasi 
suatu diklat. Kompetensi widyaiswara diantaranya: 
(1) Memahami dan mampu membimbing peserta agar memiliki komitmen, 
integritas moral, dan tanggung jawab profesi. 
(2) Memahami dan membimbing peserta untuk menegakkan disiplin dan 
memiliki etos kerja. 
(3) Memahami dan mampu menjelaskan tentang masalah sosial, pelayanan 
sosial, serta kebijakan kesejahteraan sosial. 
(4) Memahami dan mampu menganalisis sumber-sumber pemenuhan kebutuhan 
/ pemecahan masalah. 
(5) Memahami dan mampu memberikan bimbingan dan kerjasama peserta 
dalam kelompok. 
Terkait dengan kriteria widyaiswara juga ditegaskan oleh Pak “SD”, bahwa: 
Syarat untuk menjadi widyaiswara di diklat FDS adalah sudah mempunyai 
sertifikat TOT FDS, mampu mentransfer ilmu dengan baik dan maksimal, serta 
berpendidikan minimal S2. (SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
 
Selain Pak “SD” juga ditegaskan kembali oleh Pak “UH” selaku koordinator 
widyaiswara BBPPKS Yogyakarta, bahwa: 
Penentuan widyaiswara dalam diklat FDS yaitu widyaiswara yg sudah 
mengikuti TOT FDS. (UH/ 31 Maret 2017 / 09.12) 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa widyaiswara diklat FDS PKH 
adalah widyaiswara yang sudah mengikuti dan lulus TOT diklat yang sama. Selain 
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persyaratan tersebut, widyaiswara juga harus mempunyai kompetensi widyaiswara 
untuk menunjang proses pembelajaran. 
d) Metode  
Metode pembelajaran yang digunakan dalam diklat FDS PKH adalah 
andragogi, yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. 
Pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif dan pemanfaatan pengalaman 
peserta. Dalam metode andragogi, seorang widyaiswara hanya sebagai fasilitator 
dan mendampingi selama proses pembelajaran.  
Berdasarkan pengamatan peneliti, selama proses pembelajaran metode yang 
digunakan sebagai berikut: 
(1) Curah Pendapat (brainstorming), yaitu metode untuk mengetahui 
pengetahuan, kemampuan serta pengalaman peserta berkaitan dengan pokok 
bahasan materi pelatihan. 
(2) Ceramah dan Tanya Jawab, yaitu widyaiswara memberikan uraian tentang 
substansi-substansi pokok yang terkandung dalam setiap materi pelatihan 
kemudian peserta mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat 
tentang topik. Fasilitator akan memberikan jawaban atau penjelasan atas 
pertanyaan atau tanggapan peserta. 
(3) Diskusi, yaitu widyaiswara memberikan suatu materi atau kasus kepada 
peserta kemudian didiskusikan bersama-sama di kelas besar. Namun, juga 
terkadang peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil kemudian 
mendiskusikan materi atau kasus dari widyaiswara kemudian ditulis di 
lembaran kertas dan ditempelkan di papan tulis untuk dipresentasikan. 
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Metode ini berfungsi untuk menilai keaktifan dan keberanian peserta dalam 
mengutarakan pendapat dan berbicara di depan umum.  
(4) Role Play atau bermain peran, yaitu metode peragaan oleh fasilitator 
maupun peserta atas konsep yang telah disepakati. Di diklat FDS PKH 
peserta akan memerankan perannya sebagai pendamping PKH saat 
pemberian materi tentang FDS PKH sesuai dengan modul yang sedang 
diajarkan. Hal ini dilakukan untuk melatih peserta diklat sebelum terjun ke 
masyarakat. 
Dalam pelaksanaan diklat menurut salah satu peserta metode yang digunakan 
sudah merupakan standar dari modul sehingga peserta menerima saja. Hal ini 
disampaikan oleh Bu “AR” bahwa: 
Secara umum sudah disesuaikan dengan modul yang kita terima, jadi yang 
tinggal kreativitas widyaiswaranya saja tapi secara umum metodenya sudah 
distandarisasi jadi kita yang menerima saja. (AR / 12 April 2017 / 12.32) 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam 
diklat FDS PKH adalah metode dengan pendekatan andragogi dimana 
pembelajaran menekankan pada partisipasi aktif dan pengalaman peserta. Metode 
tersebut juga sudah terstandarisasi dari modul yang digunakan dan apabila akan 
dikembangkan tergantung dari kreativitas widyaiswara.  
7) Praktik Belajar Lapangan 
Diklat yang dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta memiliki program yang 
dapat menunjang diklat yaitu Praktik Belajar Lapangan (PBL). Praktek belajar 
lapangan merupakan tahapan akhir dimana peserta dituntut untuk 
mengimplementasikan materi yang sudah didapatkan sebelum ke lapangan. 
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Berbeda dengan diklat-diklat lain yang diselenggarakan BBPPKS Yogykarta, PBL 
diklat FDS PKH dilaksanakan di setiap akhir materi modul sehingga terdapat 4 kali 
PBL dengan 3 modul dijadikan satu kali PBL. 
PBL diklat FDS PKH dilaksanakan di Kecamatan Baki, Kabupaten 
Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Peserta diklat akan mempraktikan FDS PKH 
kepada para KPM yang ada di wilayah tersebut. Peserta dibagi menjadi beberapa 
kelompok dan disetiap kelompok terdiri dari 6-7 orang. Setiap kelompok akan 
mempraktikan FDS PKH kepada 10 KPM dengan didampingi pendamping kelas 
dan pendamping PKH setempat.  
Praktik lapangan selain untuk mempersiapkan peserta diklat sebelum terjun 
ke lapangan juga sebagai tolak ukur sejauh mana peserta diklat memahami materi 
diklat. Berdasarkan pengamatan peneliti, selama pelaksanaan PBL terdapat 
peningkatan di setiap PBL. Pada PBL pertama, peserta diklat masih kaku dan ragu 
dalam menyampaikan materi tetapi ada peserta yang sudah luwes dalam 
menyampaikan materi. Hal ini tergantung dari karakter masing-masing peserta, 
lingkungan asal peserta, belum kenal satu sama lain dan pengalaman peserta. 
Ditegaskan juga oleh Pak “TK”, bahwa: 
Kemampuan presentasi setiap peserta berbeda-beda karena karakteristik 
peserta, lingkungan asal, belum kenal satu sama lain, dan pengalaman. (TK/ 5 
April 2017 / 14.15) 
 
Disetiap PBL akan diakhiri dengan review hasil PBL. Review ini 
dilaksanakan di dalam kelas besar jadi kelompok-kelompok kecil berkumpul dalam 




8) Penutupan Diklat 
Pelaksanaan diklat yang telah berlangsung selama 17 hari ditutup pada 
tanggal 13 April 2017. Penutupan diklat satu hari lebih awal karena tanggal 14 April 
2017 merupakan hari libur nasional. Diklat FDS PKH ditutup oleh Drs. Sugiyanto, 
Msi selaku Kepala BBPPKS Yogyakarta.  
Penutupan dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi penyelenggaraan. Purna tes 
telah dilaksanakan setelah semua materi disampaikan dan penyampaian materi 
selesai di hari Rabu, 12 April 2017 sehingga purna tes dilaksanakan pada hari 
tersebut. Dalam acara penutupan disampaikan laporan kegiatan diklat oleh Ibu Dra. 
Pristi Yudawati, MM dan pelepasan tanda peserta. 
3. Evaluasi Diklat FDS PKH 
Secara umum evaluasi diklat di BBPPKS Yogyakarta terbagi menjadi 3, yaitu 
evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap fasilitator, dan evaluasi terhadap 
penyelenggaraan diklat. Evaluasi terhadap peserta meliputi evaluasi pra tes dan 
purna tes. Pra tes (pretest) bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan 
pengetahuan awal yang dimiliki peserta tentang diklat yang akan dilaksanakan. 
Purna tes (post test) bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan 
yang dimiliki peserta setelah mengikuti diklat. Khusus untuk diklat FDS PKH 
evaluasi terhadap peserta ditambah satu form lagi, yaitu form penilaian saat 
pelaksanaan microteaching yang dinilai oleh widyaiswara. Penilaian ini bertujuan 
untuk melihat bagaimana peserta memberikan pelayanan kepada KPM. Evaluasi 
terhadapat fasilitator bertujuan untuk melihat penilaian peserta terhadap fasilitator 
dan juga berfungsi sebagai feedback terhadap widyaiswara. Evaluasi terhadap 
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penyelenggaraan diklat bertujuan untuk memberikan masukan kepada lembaga 
agar dapat berubah ke yang lebih baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Pak “PR” selaku 
staff bidang Pemantauan dan Evaluasi, bahwa: 
Proses evaluasi terdiri dari pra test, post test, evaluasi fasilitator (untuk melihat 
penilaian peserta terhadap fasilitator berfungsi sebagai feedback widyaiswara), 
evaluasi tentang penyelenggaraan diklat (dari penerimaan sampai selesai diklat 
berfungsi untuk memberikan masukan kepada lambaga agar dapat perubahan 
yang lebih baik), khusus FDS ada penambahan form penilaian untuk peserta 
saat micro teaching diklat yang menilai fasilitator (untuk melihat bagaimana 
peserta memberikan pelayanan kepada KPM) dilakukan per sesi di tiap modul. 
(PR / 30 Maret 2017 / 10.00) 
 
Komponen-komponen yang dievaluasi pada setiap jenis evaluasi berbeda-
beda, berikut komponen-komponen evaluasi untuk widyaiswara: 
1) Pencapaian tujuan pembelajaran 
2) Sistematika penyajian 
3) Kemampuan menyajikan / memfasilitasi sesuai program diklat 
4) Ketepatan waktu dan kehadiran 
5) Penggunaan metode dan sarana diklat 
6) Sikap dan prilaku 
7) Cara menjawab pertanyaan dari peserta 
8) Penggunaan bahasa 
9) Pemberian motivasi kepada peserta 
10) Penguasaan materi 
11) Kerapian berpakaian 
12) Kerjasama antar widyaiswara, peserta, dan penyelenggara 
Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama proses 
pembelajaran, secara umum widyaiswara dalam memberikan materi sudah sesuai 
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prosedur, baik dari sisi materi yang diberikan maupun metode yang digunakan. 
Namun, ada widyaiswara yang kurang menguasai materi sehingga pembelajaran 
menjadi kurang kondusif.  
Sedangkan komponen evaluasi peserta dari widyaiswara ketika 
microteaching adalah sebagai berikut: 
1) Penguasaan terhadap materi 
2) Menyebut nama peserta pertemuan saat berkomunikasi 
3) Melakukan kontak mata 
4) Melakukan mimicking (menyelaraskan bahasa tubuh/ekspresi peserta) 
5) Mereview kembali materi sebelumnya 
6) Memberikan contoh kasus 
7) Mengajukan pertanyaan dengan kalimat-kalimat pendek dan mudah dijawab 
8) Menyatakan kembali pernyataan peserta dengan bahasa yang sederhana 
(paraphrasing) 
9) Memberikan penguatan/motivasi kepada peserta 
10) Menyampaikan kata kunci di akhir pertemuan 
11) Menghidupkan suasana 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan widyaiswara diperoleh bahwa 
secara umum peserta mengalami peningkatan nilai disetiap pembelajaran kelas 
kecil (microteaching). Hasil evaluasi pembelajaran microteaching terlampir. 
Peserta mampu mengembangkan kemampuan presentasi dan pembawaan yang baik 
sebagai pendamping PKH selama praktik kelas kecil dan praktik lapangan. Meski 
tidak semua peserta mengalami peningkatan yang signifikan namun kemampuan 
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mempresentasikan materi dihadapan KPM terlihat lebih baik disetiap praktik 
lapangan. Hal ini juga disampaikan oleh Pak “RJ” bahwa:  
Memang untuk praktik kelas di sesi awal peserta agak grogi tapi di sesi 
selanjutnya mereka sudah baik. Apalagi untuk PBL, mereka lebih luwes dan 
lebih baik dari pada saat mereka praktik di kelas kecil. Mungkin karena yang 
dihadapi langsung peserta PKH jadi mereka bisa lebih serius praktiknya 
daripada di kelas kecil yang praktiknya dengan teman sendiri dan mereka 
cenderung kurang serius jika di praktik kelas kecil. (RJ / 27 April 2017 / 12.26) 
 
Selain evaluasi terhadap peserta melalui microteaching juga dengan pra dan 
purna tes. Berdasarkan hasil penilaian pra dan purna tes tertanggal 13 April 2017 
dengan mengetahui Kepala Sie (Kasie) Pemantauan dan Evaluasi, secara umum 
peserta diklat mengalami peningkatan nilai. Hal ini terlihat dari hasil penilaiannya 
mengalami peningkatan sebesar 23,21% dengan rata-rata kelas mengalami 
peningkatan sebesar 13 poin. Sebagai informasi, rata-rata nilai pra tes sebesar 56 
poin dan rata-rata nilai purna tes sebesar 69 poin. Daftar hasil nilai pra dan purna 
tes terlampir. 
Selanjutnya evaluasi penyelenggaraan diklat, komponen-komponen evaluasi 
penyelanggaraan diklat terbagi atas 4 kategori penilaian yang meliputi: 
1) Bidang Administrasi: Waktu, Kurikulum, Jadwal dan Sekretariat 
2) Bidang Edukatif: Bahan Ajar, Materi Diklat, Media Pembelajaran, dan Metode 
Pembelajaran. 
3) Bidang Sarana Prasarana: Fasilitas balai diklat. 
4) Konsumsi  
Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti selama mengikuti diklat FDS 
PKH, penyelenggaraan diklat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang 
berarti. Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat meskipun ada 
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perubahan di awal diklat, yaitu ada perubahan jadwal di materi Kebijakan Program 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bahan ajar juga sudah tersedia cukup lengkap 
walaupun ada beberapa bahan yang terlambat pengirimannya dari Jakarta. Sarana 
dan prasarana diklat sudah sesuai standard an prosedur diklat sehingga dapat 
menunjang penyelenggaraan diklat di BBPPKS Yogyakarta. Konsumsi untuk 
peserta dan panitia juga sudah terpenuhi dan tidak ada kendala dalam penyediaan 
konsumsi. 
Evaluasi diklat tidak berhenti pada evaluasi untuk peserta dan penyelenggara 
saja, namun evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan 
diklat. Evaluasi ini disebut evaluasi manfaat. Evaluasi manfaat dilaksanakan setelah 
tiga bulan dari pelaksanaan diklat dimana penyelenggara diklat turun ke lapangan 
untuk melihat bagaimana hasil pendampingan FDS dari masing-masing peserta. 
Hal ini juga disampaikan oleh Bu “AN” selaku staff Bidang Pemantauan dan 
Evaluasi, bahwa: 
Evaluasi manfaat dilaksanakan minimal 3 bulan setelah serangkaian diklat 
selesai. (AN / 30 Maret 2017 / 10.00) 
 
Akan tetapi peneliti tidak memfokuskan penelitian sampai dampak dari diklat 
FDS PKH karena memang bukan fokus dari penelitian ini. 
Berdasar uraian di atas dapat diketahui bahwa evaluasi diklat dibedakan 
menjadi empat yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap widyaiswara, 
evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat dan evaluasi dampak. Evaluasi bertujuan 
untuk mengetahui kritikan, kekurangan, dan saran yang dapat dijadikan acuan 
perbaikan untuk pelaksanaan diklat selanjutnya. Selain itu evaluasi juga 
dilaksanakan untuk mengetahui dampak bagi peserta maupun anggota dampingan 
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yang mana evaluasi dilaksanakan setelah tiga bulan pelaksanaan diklat. Secara 
umum pelaksanaan diklat FDS berlangsung dengan baik dan tidak ada hambatan 
yang berarti. Hambatan yang biasanya terjadi yaitu, terkadang pelaksanaan diklat 
tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun, hal tersebut tidak 
mengganggu jalannya diklat. 
4. Faktor Pendukung dan Penghambat  
Program diklat FDS PKH merupakan kegiatan diklat yang diperuntukkan 
bagi pendamping PKH untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam 
mendampingi KPM sebagai fasilitator. Program diklat ini tentunya mempunyai 
faktor pendukung dan penghambat selama penyelenggaraannya. Faktor pendukung 
yang dirasakan oleh penyelenggara diklat yaitu adanya sarana dan prasarana yang 
lengkap, modul pendukung yang lengkap dan fasilitator yang berkompeten di 
bidangnya. Hal ini disampaikan oleh Pak “SD” bahwa: 
Faktor pendukung diklat, yaitu sarpras yang lengkap, modul yang lengkap, 
fasilitator yang mumpuni.(SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
 
Selain itu juga peserta yang sudah memenuhi kriteria, panitia sudah cukup 
baik dan peralatan pembelajaran terpenuhi merupakan faktor pendukung 
terselenggaranya diklat. Hal ini disampaikan oleh Pak “UH” selaku widyaiswara 
bahwa: 
Fakor pendukung pelaksanaan diklat yaitu fasilitator sudah cukup, panitia sudah 
cukup, peserta sudah memenuhi kriteria, anggarannya sudah tersedia, peralatan 
sudah terpenuhi. (UH/ 31 Maret 2017 / 09.12) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 
pendukung dari penyelenggaraan diklat FDS PKH adalah sarana prasarana diklat 
yang lengkap, modul pembelajaran yang lengkap juga, fasilitator yang 
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berkompeten, dan panitia yang sudah cukup baik dalam menyelenggarakan diklat 
ini.  
Faktor penghambat penyelenggaraan diklat dari FDS PKH yang dirasakan 
penyelenggara diklat yaitu distribusi toolkit pembelajaran atau media pembelajaran 
kurang lancar karena macam dan jenisnya yang banyak serta adanya peserta yang 
hamil sehingga menimbulkan kekhawatiran dari panitia jika terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan. Hal ini disampaikan oleh Pak “SD” bahwa: 
Faktor penghambatnya, antara lain distribusi toolkit kurang lancar karena 
macam dan jenisnya banyak, peserta yang hamil sehingga menyebabkan 
kekhawatiran dari panitia penyelenggara jika terjadi sesuatu yang tidak 
diinginkan. (SD / 29 Maret 2017 / 08.27) 
 
Sedangkan menurut Pak “UH” mengatakan bahwa: 
Faktor penghambat tidak begitu terlihat, hanya saja dari sisi peserta terkadang 
ada yang kurang disiplin dan telat masuk kelas. (UH/ 31 Maret 2017 / 09.12) 
 
Dan jika menurut Bu “AR” yang merupakan salah satu peserta diklat 
mengatakan bahwa: 
Mungkin kalau yang sudah dijalani paling kendala jeda waktu untuk istirahat 
mungkin ya, kaya yang muslim itu, kemarin beberapa kali tidak setiap hari sih, 
beberapa kali itu break sholat asar terutama, itu mepet sekali kalau tidak bahkan 
terlewati, pernah kemarin sekali, itu sampai setengah 6, kita tidak dikasih break, 
kalau misalkan untuk yang..sebenarnya bisa sih kita, kalo yang muslim kan bisa 
dijamak, di dzuhur gitu ya. (AR/12 April 2017/12.32) 
 
Dari hasil wawancara tersebut maka faktor penghambat penyelenggaraan 
terletak di media pembelajaran yang banyak jenis dan macamnya sehingga 
pendistribusiannya kurang lancar serta kurang disiplinnya peserta sehingga telat 
masuk kelas dan jeda waktu istirahat sholat yang sebentar bahkan terkadang tidak 
ada waktu istirahat. Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti, dari sisi 
widyaiswara masih ada widyaiswara yang kurang menguasai materi, meski hanya 
99 
 
beberapa materi saja namun proses pembelajaran menjadi kurang kondusif dan dari 
sisi bahan ajar, ada dua modul pembelajaran untuk diklat FDS PKH, yaitu modul 
disabilitas dan kesejahteraan sosial kurang sempurna bentuk cetakannya dimana 
ada beberapa bagian modul yang tidak sesuai dengan rancangan awal modul. Hal 
lain yang menjadi penghambat yaitu, alat peraga pada modul disabilitas dan 
kesejahteraan sosial harus dipersiapkan sendiri. Sebagai informasi untuk empat 
modul pertama baik modul maupun alat peraga sudah siap pakai, peserta diklat atau 
pendamping PKH tinggal menggunakannya saja. Petunjuk penyelenggaraan P2K2 
untuk KPM sudah tertulis lengkap di dalam modul.  
C. Pembahasan 
Pembahasan dari data hasil penelitian yang peneliti dapatkan dengan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan diklat FDS PKH di 
BBPPKS Yogyakarta, yaitu: 
1. Perencanaan Diklat FDS PKH 
Perencanaan suatu diklat ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Faktor-faktor 
tersebut diperoleh setelah melakukan sebuah analisis kebutuhan. Faktor-faktor 
tersebut merupakan hal-hal yang mendasari untuk menyelenggarakan suatu diklat.  
Analisis kebutuhan merupakan suatu langkah awal dalam merencanakan 
diklat. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk menganalisis atau memilah 
kebutuhan-kebutuhan pelatihan guna meningkatkan kompetensi sumber daya 
manusia dan merencanakan pelatihan agar dapat diselenggarakan secara efektif dan 
efisien. Selain itu, juga untuk menentukan tujuan pelatihan. Dikatakan juga oleh 
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Roesminingsih dalam Apriliana (2015:114) perencanaan diklat meliputi : 1) 
menetapkan tujuan pelatihan, 2) menyusun strategi pelatihan, 3) menentukan 
metode, 4) menentukan materi, 5) membuat struktur dan prosedur dari diklat 
(session plan) 
Penyusunan TNA meliputi perencanaan tujuan, kurikulum, modul 
pembelajaran, dan metode pembelajaran. TNA ini juga dilakukan untuk 
mempersiapkan diklat FDS PKH. Akan tetapi, pelaksanaan TNA untuk diklat FDS 
PKH dilakukan oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. BBPPKS Yogyakarta dalam 
hal ini adalah penyelenggara diklat. Sebagai penyelenggara diklat, BBPPKS 
Yogyakarta mempersiapkan jadwal harian dan jadwal pelaksanaan, tempat, 
penentuan panitia dan narasumber/fasilitator, pemanggilan peserta serta pelaporan 
kegiatan diklat. 
Langkah awal perencanaan diklat adalah penyusunan tujuan. Tujuan dari 
diklat FDS PKH adalah untuk mempersiapkan pendamping agar memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan sikap positif terhadap FDS PKH sebelum 
melaksanakan dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. . Tujuan diklat ini 
sudah ditetapkan oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial sehingga BBPPKS 
Yogyakarta menyelenggarakan diklat sesuai dengan tujuan tersebut. Oleh karena 
itu, penyusunan kurikulum disesuaikan dengan tujuan agar pelaksanaan diklat dapat 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. 
Perencanaan kurikulum menurut Hamalik (2007:46) adalah perencanaan 
kesempatan-kesempatan belajar untuk membina peserta ke arah perubahan perilaku 
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yang diinginkan. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran meliputi 
bahan ajar dan metode belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan.  
Menurut Hamalik (2007:46-47) kurikulum pelatihan sebaiknya memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:       
a. Obyektif, berdasarkan tujuan yang jelas dan operasional yang bertalian 
dengan tujuan tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 
b. Realistik, berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada di lingkungan 
organisasi dan masyarakat. 
c. Keserasian, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan para peserta, tenaga 
pelatih, kondisi, dan situasi organisasi yang mengalami perubahan dengan 
cepat serta nilai-nilai yang berlaku. 
d. Koherensi, semua unsur kurikulum satu dengan yang lainnya memiliki 
keterkaitan secara harmonis. 
e. Aplikatif, kurikulum tersebut dapat diterapkan di lapangan dan dilaksanakan 
dalam kegiatan pelatihan. 
f. Generatif, kurikulum diperuntukan bagi semua orang dan dapat diterima oleh 
semua pihak yang terlibat dalam proses pelatihan. 
g. Keberhasilan, kurikulum dapat memberikan hasil-hasil yang diharapkan 
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 
h. Inovatif, kurikulum senantiasa mengikuti dan sejalan dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
i. Konstruktif, kurikulum berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang 
terampil. 
 
Kurikulum dari diklat FDS PKH yaitu, 1) pendidikan dan pengasuhan anak, 
2) pengelolaan keuangan, 3) kesehatan dan gizi, 4) perlindungan anak, 5) lansia, 6) 
disabilitas. Kurikulum tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat.  
Setelah diklat berakhir diharapkan peserta diklat (pendamping PKH) dapat 
menyampaikan materi tersebut kepada peserta PKH di pertemuan FDS PKH. Pada 
dasarnya FDS PKH bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan, kesehatan 
dan kesejahteraan sosial peserta PKH. Cara untuk mencapai tujuan itu dengan 
memberikan materi-materi dari kurikulum yang diberikan di diklat FDS PKH. 
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Berdasarkan kajian teori, perencanaan kurikulum diklat FDS PKH sudah 
sesuai teori yang dikemukan oleh Hamalik. Kurikulum diklat FDS PKH bersifat 
obyektik karena sudah sesuai dengan tujuan FDS PKH, sudah realistik dan terdapat 
unsur keserasian karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat guna mencapai 
tujuan FDS PKH secara umum, antarkurikulum juga memiliki keterkaitan, bersifat 
aplikatif karena dapat langsung dipraktikan oleh peserta PKH di rumah setelah 
mengikuti pertemuan FDS PKH, kurikulumnya juga bersifat umum, inovatif dan 
konstruktif. 
Suatu diklat untuk mencapai tujuan memerlukan cara yang tepat. Cara untuk 
mencapai tujuan inilah yang disebut dengan metode. Metode pelatihan menurut 
Hamalik (2007:62) adalah cara-cara dan teknik komunikasi yang digunakan oleh 
pelatih dalam menyajikan dan melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, 
diperlukan perencanaan metode untuk diklat FDS PKH. Walaupun metode yang 
akan digunakan sudah berasal dari pusat dan tercantum dalam pedoman diklat tetapi 
dalam pelaksanaannya tidak ada satu metode pembelajaran yang cocok bagi semua 
peserta. Oleh karena itu, dalam penggunaan metode pembelajaran perlu 
menggunakan gabungan beberapa metode sehingga efektivitas belajar akan tinggi.  
Peserta diklat biasanya terdiri dari orang-orang dewasa yang rata-rata sudah 
tidak bersekolah atau sudah lulus dari bangku sekolah sehingga metode yang 
digunakan berbeda dengan pendidikan di sekolah pada umumnya. Malcolm K. 
dalam Darkewald yang dikutip oleh Sugiyono (2002:51) menyatakan bahwa 
metode mengajar untuk orang dewasa dinamakan andragogi.  
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Menurut Hamalik (2007:62) pemilihan dan penggunaan metode pelatihan 
perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Tujuan pelatihan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang 
menitikberatkan pada perbuhana perilaku peserta; 
b. Bahan yang akan disampaikan, berupa materi pelajaran yang disusun dalam 
Garis-Garis Besar Program Pembelajaran; 
c. Waktu yang tersedia, sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan; 
d. Kemampuan pelatih menggunakan metode pelatihan dalam proses 
pembelajaran; 
e. Tingkat kemampuan peserta khususnya perilaku awal. 
 
Berdasarkan kajian teori tersebut, metode pembelajaran yang digunakan 
dalam diklat FDS PKH sudah menggunakan teori Malcolm, yaitu menggunakan 
metode dengan pendekatan andragogi. Hal tersebut sesuai dengan buku pedoman 
diklat FDS PKH tahun 2016. Dalam metode andragogi, seorang widyaiswara hanya 
sebagai fasilitator dan mendampingi selama proses pembelajaran.  
Perencanaan selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran 
berfungsi untuk memudahkan fasilitator dalam menyampaikan materi diklat. Media 
menurut Sadiman dkk (2012:7) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, 
perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga 
proses belajar terjadi. Pemanfaatan media dalam pembelajaran berfungsi sebagai 
perantara widyaiswara dengan peserta untuk memudahkan widyaiswara dalam 
memberikan materi dan peserta dapat mudah untuk memahami materi. 
Menurut Sugiyono (2002:64) yang dikutip dari Encyclopedia of Educational 
Research, fungsi media pendidikan adalah sebagai berikut: 
a. Mengurangi verbalisme dalam proses pembelajaran. 
b. Memperbesar perhatian peserta didik. 
c. Media dapat membuat pelajaran lebih mantap. 
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d. Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha 
sendiri di kalangan peserta didik. 
e. Memberikan pemikiran yang teratur dan kontinyu. Hal ini dapat diperoleh 
terutama bila menggunakan media film. 
f. Membantu tumbuhnya pengertian. Dengan demikian akan membantu 
perkembangan kemampuan berbahasa. 
g. Memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan 
cara lain, serta membantu perkembangan efisiensi yang lebih besar serta 
memperoleh keragaman yang banyak dalam belajar. 
 
Sedangkan menurut Sadiman dkk (2012:17), fungsi dari media pendidikan 
sebagai berikut: 
a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. 
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 
c. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 
sikap pasif peserta didik. 
 
Media pembelajaran yang digunakan dalam diklat FDS PKH sudah 
difasilitasi oleh pusat sehingga BBPPKS Yogyakarta tidak melaksanakan 
pengadaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang disediakan akan 
dibagikan kepada tiap peserta diklat. Oleh karena itu, peserta diklat dapat belajar 
lebih optimal dengan adanya media tersebut. 
Perencanaan kurikulum, metode, dan media pembelajaran dilakukan oleh 
pusat dan dikeluarkan dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Diklat FDS PKH. 
Oleh karena itu, secara keseluruhan perencanaan diklat FDS PKH di BBPPKS 
Yogyakarta sudah sesuai dengan pedoman tersebut. Namun, tidak menutup 
kemungkinan masih ada kekurangan dalam penyelenggaraannya dan hal itu adalah 
wajar karena terkadang ada hal-hal yang tidak terduga. Jika perencanaan 
kurikulum, metode, dan media pembelajaran disiapkan oleh pusat, maka wewenang 
BBPPKS Yogyakarta yaitu menyiapkan jadwal harian dan jadwal pelaksanaan, 
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tempat, penentuan panitia dan narasumber/fasilitator, pemanggilan peserta serta 
pelaporan kegiatan diklat.   
Persiapan dalam pembuatan jadwal harian dan pelaksanaan dilakukan oleh 
Bidang Penyelenggara Diklat. Mereka mengolah materi sedemikian rupa secara 
runtut agar peserta dapat mempelajari materi dengan runtut juga sehingga dapat 
dipahami dengan mudah. Jadwal harian ini berfungsi untuk memberikan panduan 
kepada peserta dalam mengikuti diklat FDS PKH. Pelaksanaan materi di kelas 
dilaksanakan di dua kampus, yaitu Kampus I di Purwomartani, Kalasan, Sleman 
dan Kampus II di Jl. Veteran No. 8, Yogyakarta. 
Selain membuat jadwal harian untuk materi teori, penyelenggara diklat juga 
membuat jadwal untuk praktik lapangan. Pada diklat putaran III ini praktik 
lapangan dilaksanakan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa 
Tengah. Praktik lapangan ini berfungsi sebagai tolak ukur sejauh mana peserta 
diklat memahami materi diklat dan juga sebagai persiapan peserta diklat untuk 
terjun ke lapangan setelah kembali ke daerahnya masing-masing. Menurut Hamalik 
(2007:91) praktik kerja lapangan pada hakikatnya adalah suatu program latihan 
yang diselenggarakan di lapangan atau di luar kelas, dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran sebagai bagian integral program pelatihan. 
Dalam perencanaan praktik lapangan ada lima hal yang perlu dirumuskan 
menurut Hamalik (2007:94), yaitu: 1) Tujuan praktik yang jelas dan spesifik, 2) 
Pokok bahasan atau topik atau bidang kegiatan yang dipraktikan, 3) Jenis-jenis 
kegiatan yang diselenggarakan, 4) Fasilitas dan peralatan yang diperlukan, dan 5) 
prosedur penilaian. Berdasarkan rumusan tersebut, PBL yang dilaksanakan pada 
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diklat FDS PKH sudah sesuai prosedur. Tujuan PBL juga jelas dan sudah sesuai 
dengan pedoman diklat. Prosedur penilaiannya juga sudah disiapkan dan sistematis. 
Prosedur penilaian ini disesuaikan dengan pedoman evaluasi diklat BBPPKS 
Yogyakarta.  
Bidang Penyelenggara Diklat juga mempersiapkan pembentukan panitia dan 
penentuan widyaiswara. Susunan panitia penyelenggara diklat meliputi 
Koordinator, Bagian Administrasi, Sarana dan Prasarana, serta Pendamping Kelas. 
Penentuan widyaiswara diklat FDS PKH dilakukan berdasarkan kompetensi dari 
widyaiswara tersebut. Salah satu kompetensi yang menjadi acuan panitia, yaitu 
widyaiswara harus sudah mengikuti dan lulus diklat TOT FDS PKH. Acuan 
tersebut sudah distandarisasi dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial.  
Selain berdasarkan keikutsertaan widyaiswara pada diklat TOT FDS PKH 
PK’H, kompetensi widyaiswara menurut Graboswki dalam Sugiyono (2002:58) 
sebagai berikut: 
a. Understands and take inti account the motivation and participation patterns 
of adults learner. 
b. Understands and provides for needs of adults learner. 
c. Is versed in the theory and practice of adults learner. 
d. Knows the community and its need. 
e. Knows how to locate and use education materials. 
f. Process communication and listening skills. 
g. Knows how to use various methods and techniques of instruction. 
h. Has an open mind and allows adult to pursue their own interest. 
i. Continue his or her own education. 
j. Is able to evaluate and appraise a program. 
 
Sedangkan ketrampilan yang harus dimiliki widyaiswara menurut Flsenberg 
dalam Sugiyono (2002:58) sebagai berikut: 
a. They are warm, loving, carrying, and accepting of the learner. 
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b. They have a high regard for learner’s self-planning competencies and do not 
wish to trespass on these. 
c. They view themeselves as participating in dialogue between equals with 
learners. 
d. They are open to change and new experience and seek to learn form theri 
helping activities.  
 
Berdasarkan hasil dokumentasi dari data widyaiswara di BBPPKS 
Yogyakarta, widyaiswara diklat FDS PKH sudah memenuhi standar sebagai 
widyaiswara diklat FDS PKH. Daftar widyaiswara BBPPKS Yogyakarta terlampir. 
Sebelum mengajar widyaiswara juga melakukan perencanaan diklat FDS 
PKH agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Persiapan 
yang dilakukan widyaiswara yaitu, membuat Rencana Pembelajaran Mata Diklat 
(RPMD) dan Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) berdasarkan 
kurikulum yang sudah ada dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Dalam proses 
pembelajaran di sekolah RPMD sama dengan silabus sedangkan RBPMD adalah 
Rencana Program Pembelajaran (RPP). Jadi, RBPMD ini adalah pedoman 
widyaiswara dalam mengajar diklat agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat 
tercapai. Contoh RBPMD dan RPP diklat FDS PKH terlampir. 
Selanjutnya BBPPKS Yogyakarta juga mempersiapkan sarana dan prasarana 
diklat. Perencanaan sarana dan prasarana diklat meliputi mempersiapkan aula untuk 
pembukaan, ruang kelas untuk materi teori, asrama peserta, perencanaan konsumsi, 
alat tulis-alat tulis baik untuk panitia maupun untuk peserta dan wisma keluarga 
jika ada peserta yang membawa keluarga. 
2. Pelaksanaan Diklat FDS PKH 
Pelaksanaan diklat FDS PKH dilaksanakan setelah semua perencanaan dan 
persiapan telah selesai dilakukan. Pelaksanaan diklat meliputi registrasi peserta, 
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pengarahan teknis dari panitia, pra test, acara pembukaan, penyampaian materi, 
praktik belajar lapangan, purna test dan evaluasi penyelenggaraan. Kegiatan 
tersebut terangkum dalam jadwal pelatihan yang dibuat oleh Bidang Penyelenggara 
Diklat. Dalam pelaksanaan diklat ini akan terlihat hasilnya serta tujuannya akan 
tercapai atau tidak.  
Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan pelaksanaan 
diklat FDS PKH berlangsung di 2 kampus BBPPKS Yogyakarta, yaitu Kampus 1 
di Jl. Purwomartani, Kalasan, Sleman yang merupakan kantor pusat dan Kampus 2 
di Jl. Veteran No. 8, Yogyakarta. Diklat FDS PKH juga melaksanakan praktik 
belajar lapangan yang dilaksanakan 4 kali selama pelaksanaan diklat di Kecamatan 
Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Diklat FDS PKH berlangsung 
selama 17 hari. Diklat FDS PKH putaran III berlangsung dari tanggal 29 Maret s.d 
14 April 2017.  
Peserta yang mengikuti diklat FDS PKH merupakan para pendamping PKH. 
Data peserta diperoleh dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang membawahi 
program PKH dari Kementerian Sosial RI. Peserta diklat pada putaran III ini berasal 
dari provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 
Para pendamping PKH ini merupakan para lulusan sarjana atau diploma yang 
mengikuti seleksi rekruitmen pendamping PKH. Oleh karena itu, peserta diklat 
FDS adalah orang-orang dewasa. Berdasarkan buku pedoman diklat FDS PKH 
tahun 2016, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi karena 
peserta didiknya merupakan orang-orang dewasa dan disebut warga belajar. 
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Pembelajaran orang dewasa menekankan pada partisipasi aktif dan 
pemanfaatan pengalaman peserta. Seperti yang dikatakan Sugiyono (2002:39) pada 
umumnya orang dewasa kalau belajar lebih berorientasi pada pokok permasalahan 
dan mempunyai makna dalam hidupnya serta hasilnya dapat segera diaplikasikan. 
Berdasarkan pengamatan peneliti, selama proses pembelajaran metode yang 
digunakan yaitu curah pendapat (brainstorming), ceramah dan tanya jawab, diskusi 
serta role play. Selama pembelajaran berlangsung peserta dituntut untuk lebih aktif 
dan widyaiswara berusaha untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta dalam 
menyampaikan materi. Selama pembelajaran widyaiswara menggunakan metode 
mengajar student centered learning yaitu pembelajaran berpusat pada siswa/peserta 
didik/warga belajar. 
Widyaiswara dalam memberikan materi diklat akan lebih mudah jika 
memanfaatkan media. Sebaik apapun metode yang digunakan apabila tidak 
memanfaatkan media tidak akan optimal dan pembelajaran akan bersifat verbalitas 
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). Hal itu akan membuat warga 
belajar bosan selama pembelajaran. Oleh karena itu, untuk mengurangi verbalitas 
proses pembelajaran hendaknya menggunakan media pendidikan yang disesuaikan 
dengan materi pembelajaran. 
Sejalan dengan fungsi media pendidikan, media pendidikan yang digunakan 
dalam diklat FDS PKH memudahkan baik peserta maupun widyaiswara selama 
proses pembelajaran. Proses pembelajaran menjadi hidup dan terjalin komunikasi 
yang interaktif antara peserta dengan widyaiswara. Selain itu, peserta menjadi lebih 
mudah dalam memahami materi. Hal ini terlihat ketika peserta mempraktikan 
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dalam kelas kecil dan praktik lapangan. Mereka dapat mempraktikan materi diklat 
dengan baik. 
Peserta diklat tidak hanya mendapatkan materi di kelas tetapi juga materi di 
lapangan atau Praktik Belajar Lapangan (PBL). Peserta diklat akan mempraktikan 
materi-materi diklat kepada para KPM. PBL dilaksanakan sebanyak 4 kali selama 
diklat berlangsung. PBL putaran III dilaksanakan di Kecamatan Baki, Sukoharjo, 
Jawa Tengah. PBL dilaksanakan di setiap akhir pematerian modul kecuali modul 
perlindungan anak, penyandanga disabilitas, dan kesejahteraan lanjut usia 
dilaksanakan bersamaan di hari yang sama.  
Secara umum pelaksanaan PBL berjalan dengan lancar. Namun, ada kendala 
ketika PBL diklat FDS PKH yaitu, lokasi yang berada di luar kota sehingga 
memerlukan perjalanan kurang lebih 1,5 jam untuk sampai di lokasi. Tidak jarang 
peserta kelelahan di jarang dan beberapa peserta ada yang sakit yang diakibatkan 
mabuk perjalanan. Hal tersebut sangat menghambat dalam praktiknya di lapangan, 
yaitu peserta yang sakit tidak dapat mengikuti PBL. Harapannya hal ini menjadi 
evaluasi panitia terkait penentuan lokasi PBL agar dapat berjalan efektif dan efisien 
tanpa harus memilih tempat yang jauh.  
Menurut Rosyid (Apriliana, 2015:116) diklat dikatakan ideal bila 20% 
dilakukan di dalam kelas atau teori, dan 80% dilakukan di luar kelas atau praktik. 
Buku pedoman penyelenggaraan diklat juga sejalan dengan pendapat Anwar 
Rosyid bahwa kurikulum diklat FDS PKH dikemas dengan lebih mengedepankan 
praktik 80% dan teori 20%. Dalam pelaksanaannya, diklat FDS PKH sudah sesuai 
dengan pedoman penyelenggaraan diklat. Hal ini terlihat saat pematerian awal di 
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setiap presentasi modul oleh widyaiswara hanya berjumlah 1 JP selanjutnya di 
setiap sesi baik simulasi kelas besar maupun praktik kelas kecil berjumlah 3-4 JP 
dan untuk praktik belajar lapangan berjumlah 10 JP. Oleh karena itu, pelaksanaan 
diklat FDS PKH dapat dikatakan sudah ideal. 
Berdasarkan pengamatan peneliti dan kajian teori yang dilakukan, 
widyaiswara di BBPPKS Yogyakarta sudah memenuhi kriteria. Selama proses 
pembelajaran widyaiswara mengajar dengan ciri khas masing-masing namun masih 
dalam koridor sebagai fasilitator. Peserta diklat menikmaati proses belajar jika 
widyaiswara komunikatif dengan peserta. Komunikasi aktif inilah yang menjadikan 
kelas menjadi hidup dan peserta turut aktif dalam setiap diskusi. Hal ini berdampak 
tingkat pemahaman peserta tentang materi diklat meningkat karena peserta 
menikmati prosesnya. Apapun materi yang disampaikan jika dinikmati proses 
pembelajarannya maka materi tersebut akan mudah untuk dipahami. 
Berdasarkan kajian teori, dalam pelaksanaan diklat terdapat berbagai unsur 
yang saling berhubungan satu sama lain sehingga terjadi proses pembelajaran. 
Unsur-unsur pembelajaran dalam diklat menurut Fauzi (2011:20) yaitu peserta 
pelatihan, narasumber/fasilitator, penyelenggara, kurikulum, media, metode, sarana 
prasarana, proses pelatihan, dan dampak pelatihan. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, unsur-unsur yang dijelaskan dalam teori tersebut sudah terpenuhi dalam 
pelaksanaan diklat FDS PKH.  
Diklat FDS PKH yang dilaksanakan BBPPKS Yogyakarta, proses pemberian 
materi sudah sesuai dengan kebutuhan peserta. Peserta yang merupakan 
pendamping PKH dapat memahami bagaimana melaksanakan pertemuan FDS 
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PKH dan cara memberikan materi kepada peserta PKH. Metode dan strategi yang 
digunakan disesuaikan dengan karakteristik peserta diklat dimana peserta diklat 
adalah orang dewasa sehingga metode dan strategi pembelajaran menggunakan 
pendekatan andragogi. Strategi pembelajaran orang dewasa ini mampu 
menunjukkan kebermanfaatan materi baik pengetahuan dan ketrampilan yang 
dipelajari oleh peserta diklat sehingga peserta mengetahui pentingnya mempelajari 
materi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan pelaksanaan diklat FDS PKH 
sudah tergolong baik walaupun ada beberapa kekurangan yang terjadi, peserta 
merasa mendapatkan ilmu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pendampingan 
PKH dan dapat memberikan motivasi kepada peserta PKH untuk meningkatkan 
ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial melalui pertemuan 
bulanan FDS PKH. 
3. Evaluasi Diklat FDS PKH 
Evaluasi menurut Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi dari BBPPKS 
Yogyakarta merupakan suatu tahapan penting dalam setiap sistem pendidikan dan 
pelatihan karena evaluasi dapat mencerminkan sejauhmana perkembangan dan 
kemajuan kualitas hasil diklat. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan data dan 
informasi dalam rangka memperbaiki program dan meningkatkan mutu 
penyelenggaraan diklat yang sekaligus meningkatkan mutu lulusan diklat karena 
pendidikan dan pelatihan apapun jenis dan tingkatannya, pada akhirnya betujuan 
pada perubahan perilaku yang mencakup peningkatan kemampuan di bidang 
kognitif, afektif, dan psikomotor. Fungsi dari evaluasi yaitu sebagai pembantu, 
pengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut dari 
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pelaksanaan program. Lebih lanjut, Sugiyono (2002:111) mengatakan bahwa 
evaluasi diklat merupakan proses kegiatan untuk mengetahui sejauh mana program-
program diklat dapat dilaksanakan, dan sejauh mana tujuan diklat dapat tercapai. 
Proses evaluasi diklat dapat dilakukan sejak awal perencanaan program 
diklat, ketika diklat berlangsung, setelah diklat selesai dilaksanakan atau setelah 
jangka waktu tertentu sejak peserta kembali ke tempat tugas masing-masing. Proses 
evaluasi program diklat tidak dapat berdiri sendiri, proses evaluasi diklat 
merupakan sebuah proses berkesinambungan mulai dari perencanaan diklat 
(penyusunan kurikulum), persiapan diklat (menetapkan peserta, jadwal diklat, 
fasilitas diklat, widyaiswara, serta media pembelajaran diklat), pelaksanaan diklat 
sampai dengan kegiatan evaluasi itu sendiri.  
Kirkpatrick (Daryanto, 2014:144) mengatakan bahwa proses evaluasi diklat 
adalah satu kesatuan proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan 
program diklat yang terdiri dari 10 (sepuluh) tahapan proses, yaitu: 
a. Menentukan kebutuhan 
b. Menetapkan tujuan 
c. Menentukan isi materi 
d. Memilih peserta pelatihan 
e. Menentukan jadwal pelatihan 
f. Memilih fasilitas/sarana pelatihan yang paling sesuai 
g. Memilih pelatih yang sesuai 
h. Memilih dan menyiapkan alat bantu audio visual 
i. Koordinasi program pelatihan 
j. Evaluasi program pelatihan 
 
Berdasarkan pengamatan peneliti, kesepuluh proses yang dikemukakan oleh 
Kirkpatrikck juga dilakukan oleh BBPPKS Yogyakarta dalam menyelenggarakan 
diklat FDS PKH. Akan tetapi, untuk proses nomor 1 sampai dengan nomor 3 
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dilaksanakan oleh Pusdiklat mengingat diklat ini adalah diklat dari pusat dan 
BBPPKS Yogyakarta hanya sebagai penyelenggara. 
Prinsip dari pelaksanaan kegiatan evaluasi diklat adalah melakukan evaluasi 
terhadap keseluruhan proses kegiatan diklat dari awal sampai pada akhirnya. 
Prinsip ini pada dasarnya juga dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta dalam 
mengevaluasi diklat FDS PKH. Prinsip evaluasi diklat oleh BBPPKS Yogyakarta 
terangkum dalam Buku Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan 
Pelatihan Kesejahteraan Sosial. 
Model evaluasi diklat menurut Kirkpatrick (Sugiyono, 2002:111-112) 
dikelompokkan menjadi empat tingkat, yaitu: 
a. Evaluasi tingkat reaksi (reaction) 
Diukur berdasarkan bagaimana reaksi peserta terhadap program pelatihan. 
Dalam hal ini peserta diklat dapat memberikan reaksi dalam pelaksanaan diklat 
melalui penyampaian pendapat dan sikap tentang pelatih, cara menyajikan, 
kegunaan dan perhatian atas materi pelajaran, kesungguhan, dan keterlibatan 
peserta diklat dalam pembelajaran. Dalam diklat FDS PKH, evaluasi ini disebut 
evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat.  
b. Evaluasi tingkat belajar (learning) 
Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan, ketrampilan, dan 
perubahan sikap yang terjadi pada peserta diklat setelah mengikuti diklat. Dalam 





c. Evaluasi tingkat perilaku (behavior) 
Tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan, ketrampilan, dan 
perubahan sikap yang diperoleh dari mengikuti diklat itu setelah diterapkan 
dalam pekerjaan. Evaluasi ini dilakukan oleh panitia diklat FDS PKH minimal 3 
bulan setelah serangkaian diklat berlangsung.  
d. Evaluasi tingkat dampak (result) 
Tujuannya untuk mengetahui dampak diklat terhadap produktivitas lembaga 
setelah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat. Evaluasi ini juga 
dilakukan oleh panitia diklat FDS PKH setelah minimal 3 bulan serangkaian 
diklat berlangsung. 
Proses evaluasi diklat yang dilakukan oleh BBPPKS Yogyakarta untuk diklat 
FDS PKH terdiri dari dua tahap, yaitu evaluasi yang dilaksanakan ketika diklat 
berlangsung dan setelah diklat berlangsung. Evaluasi ketika diklat berlangsung 
terdiri dari evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap fasilitator, dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan diklat. Evaluasi setelah diklat berlangsung yaitu evaluasi 
dampak diklat yang biasanya dilaksanakan minimal 3 bulan setelah serangkaian 
diklat selesai diselenggarakan. 
Evaluasi terhadap peserta meliputi evaluasi pra tes dan purna tes. Pra tes 
(pretest) bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal yang 
dimiliki peserta tentang diklat yang akan dilaksanakan. Purna tes (post test) 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki peserta 
setelah mengikuti diklat. Khusus untuk diklat FDS PKH evaluasi terhadap peserta 
ditambah satu form lagi, yaitu form penilaian saat pelaksanaan microteaching yang 
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dinilai oleh widyaiswara. Penilaian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peserta 
memberikan pelayanan kepada KPM. Evaluasi terhadapat fasilitator bertujuan 
untuk melihat penilaian peserta terhadap fasilitator dan juga berfungsi sebagai 
feedback terhadap widyaiswara. 
4. Faktor Penghambat dan Pendukung Diklat FDS PKH 
Secara keseluruhan pelaksanaan diklat FDS PKH putaran III khususnya 
angkatan IX berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti selama 
pelaksanaan diklat. Berdasarkan hasil evaluasi pra purna tes peserta mengalami 
peningkatan dalam pemahaman materi. Semoga hal ini berdampak baik kepada 
peserta setelah mereka kembali ke daerah masing-masing dan pelaksanaan 
pertemuan FDS PKH dengan peserta PKH dampingannya sesuai dengan materi 
yang sudah mereka dapatkan ketika mengikuti diklat. Hasil evaluasi baik fasilitator 
dan penyelenggaraan diklat yang sudah dikumpulkan dapat dijadikan bahan 
perbaikan bagi pelaksanaan diklat selanjutnya. 
Keberhasilan penyelenggaraan program diklat FDS PKH antara lain karena 
sarana dan prasarana diklat yang lengkap, media pembelajaran yang cukup lengkap 
mendukung proses pembelajaran, fasilitator yang berkompeten serta kriteria peserta 
yang sudah memenuhi standar. Namun, selain terdapat faktor pendukung juga 
terdapat faktor penghambat yang membuat pelaksanaan diklat kurang optimal. 
Faktor penghambat yang dirasakan oleh penyelenggara program diklat yaitu 
distribusi toolkit pembelajaran atau media pembelajaran kurang lancar karena 
macam dan jenisnya yang banyak serta adanya peserta yang hamil sehingga 
menimbulkan kekhawatiran dari panitia jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 
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Selain itu, modul disabilitas dan kesejahteraan sosial kurang sempurna bentuk 
cetakannya dimana ada beberapa bagian modul yang tidak sesuai dengan rancangan 
awal modul. Hal lain yang menjadi penghambat yaitu, alat peraga pada modul 
disabilitas dan kesejahteraan sosial harus dipersiapkan sendiri sedangkan empat 
modul lain sudah lengkap alat peraganya serta jeda waktu istirahat sholat yang 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan diklat FDS PKH di 
BBPPKS Yogyakarta, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perencanaan diklat FDS PKH meliputi analisis kebutuhan diklat baik dari 
perencanaan kurikulum, modul pembelajaran, dan metode pembelejaran yang 
disusun oleh pihak pusat yaitu Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan pihak 
BBPPKS Yogyakarta hanya menyiapkan jadwal harian dan jadwal 
pelaksanaan, tempat, penentuan panitia dan narasumber / fasilitator, 
pemanggilan peserta serta pelaporan kegiatan diklat. 
2. Pelaksanaan diklat meliputi registrasi peserta, pengarahan teknis dari panitia, 
pra test, acara pembukaan, penyampaian materi, praktik belajar lapangan, 
purna test dan evaluasi penyelenggaraan. Kegiatan tersebut terangkum dalam 
jadwal pelatihan yang dibuat oleh Bidang Penyelenggara Diklat. Proses 
pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi dimana 
pendekatan ini menekankan pada partisipasi aktif dan pemanfaatan 
pengalaman peserta. Dalam metode andragogi, seorang widyaiswara hanya 
sebagai fasilitator dan mendampingi selama proses pembelajaran. Selain itu, 
proses pembelajarannya lebih ditekankan pada 80% praktik dan 20% teori. 
3. Proses evaluasi diklat terdiri dari dua tahap, yaitu evaluasi yang dilaksanakan 
ketika diklat berlangsung yang terdiri dari evaluasi terhadap peserta, evaluasi 
terhadap fasilitator, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat. Sedangkan 
evaluasi dampak diklat dilaksanakan setelah diklat selesai, biasanya 
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dilaksanakan 3 bulan setelah serangkaian diklat selesai diselenggarakan. 
Evaluasi terhadap peserta meliputi pra tes dan purna tes. Khusus untuk diklat 
FDS PKH evaluasi terhadap peserta ditambah satu form lagi, yaitu form 
penilaian saat pelaksanaan microteaching yang dinilai oleh widyaiswara. 
Penilaian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peserta memberikan 
pelayanan kepada KPM. 
4. Faktor pendukung dan penghambat diklat FDS PKH yaitu: 
a. Faktor Pendukung 
1) Sarana dan prasarana diklat yang lengkap 
2) Media pembelajaran yang lengkap 
3) Fasilitator yang berkompeten 
4) Kinerja panitia yang cukup baik 
b. Faktor Penghambat 
1) Media pembelajaran yang banyak jenis dan macamnya sehingga 
pendistribusiannya kurang lancar. 
2) Kurang disiplinnya peserta sehingga telat masuk kelas. 
3) Adanya peserta yang hamil sehingga menimbulkan kekhawatiran dari 
panitia jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 
4) Modul disabilitas dan kesejahteraan sosial kurang sempurna bentuk 
cetakannya dimana ada beberapa bagian modul yang tidak sesuai dengan 
rancangan awal modul. 
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5) Alat peraga pada modul disabilitas dan kesejahteraan sosial harus 
dipersiapkan sendiri sedangkan alat peraga dari empat modul lain sudah 
disiapkan dari pusat. 
6) Jeda waktu istirahat sholat yang sebentar bahkan terkadang tidak ada 
waktu istirahat. 
B. Saran  
1. Sebaiknya pihak BBPPKS Yogyakarta mengkonfirmasi pihak pusat terkait 
pendistribusian media, baik modul maupun alat peraga agar pendistribusiannya 
lancar dan modul yang akan dibagikan ke peserta sudah lengkap sehingga 
proses pembelajarannya dapat berjalan dengan optimal. 
2. Sebelum modul dicetak harus dicek terlebih dahulu agar tidak terjadi 
misscommunication dalam proses cetak modul. 
3. Jika memang alat peraga untuk modul disabilitas dan kesejahteraan sosial 
belum ada, maka pihak penyelenggara diharapkan tetap membimbing dan 
memberikan saran kepada peserta terkait pengadaan alat peraga yang akan 
dibuat oleh peserta sendiri agar alat peraganya sesuai dengan kriteria yang 
diharapkan. 
4. Perlu diperhatikan lagi untuk jadwal diklat khususnya jeda waktu istirahat untuk 
sholat. Karena di setiap kelas ada pendamping kelas, maka diharapkan 
pendamping kelas mengingatkan ke widyaiswara atau fasilitator yang sedang 
memberikan materi untuk jeda sebentar sesuai jadwal, khususnya jadwal sholat 
mengingat waktu istirahat sholat merupakan hak peserta muslim. 
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5. Sistem pendaftaran dan administrasi hendaknya sudah menggunakan sistem 
online agar mempermudah pekerjaan panitia, khususnya bidang administrasi. 
6. Lokasi PBL hendaknya tidak terlalu jauh agar tidak terlalu lama di perjalanan 
sehingga peserta tidak kelelahan. 
7. Perlu dilibatkan staff bidang Pemantauan dan Evaluasi dalam proses 
pembelajaran sehingga mereka dapat melakukan analisis laporan sesuai dengan 
kondisi lapangan tidak hanya berdasarkan laporan tertulis yang terkadang tidak 
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Lampiran 1. Instrumen Penelitian 
Pedoman Observasi 
Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan  
Family Development Session Bagi Pendamping PKH 
di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
No Aspek Deskripsi 
1 Identifikasi lembaga BBPPKS 
Yogyakarta: 
a. Letak geografis 
b. Sejarah berdiri 
c. Landasan hukum 
d. Tujuan, visi dan misi 
e. Struktur organisasi 
 
2 Fasilitas: 







c. Pemanfaatannya  
 
4 Sumber Daya Manusia: 




5 Penyelenggaraan Diklat: 
a. Analisis kebutuhan 
b. Komponen diklat 
c. Perencanaan diklat 
d. Pelaksanaan diklat 
e. Evaluasi diklat 








Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan  
Family Development Session Bagi Pendamping PKH 
di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
 
1. Arsip Tertulis 
a. Sejarah berdirinya Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
b. Visi dan Misi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 
(BBPPKS) Yogyakarta. 
c. Struktur organisasi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
d. Program diklat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta tahun 2017. 
e. Arsip daftar hadir peserta diklat FDS. 
f. Laporan penyelenggaraan diklat FDS. 
 
2. Arsip Foto 
a. Gedung Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 
(BBPPKS) Yogyakarta. 
b. Fasilitas Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 
(BBPPKS) Yogyakarta. 





Pedoman Wawancara Untuk Pengelola 
Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan  
Family Development Session Bagi Pendamping PKH 
di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
 
1. Identitas Diri 
a. Nama   :   (Perempuan/Laki-Laki) 
b. Jabatan   : 
c. Usia   : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan   : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Identitas Diri Lembaga 
a. Kapan BBPPKS Yogyakarta berdiri? 
b. Bagaimana latar belakang sejarah berdirinya BBPPKS Yogyakarta? 
c. Apa tujuan, visi dan misi BBPPKS Yogyakarta? 
d. Diklat apa saja yang diselenggarakan oleh BBPPKS Yogyakarta? 
e. Berapa pegawai di BBPPKS Yogyakarta? 
f. Bagaimana struktur organisasi di BBPPKS Yogyakarta? 
g. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain? Jika ada, pihak mana saja 
yang diajak bekerjasama? 
3. Fasilitas 
a. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPPKS Yogyakarta?  
b. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana yang dimiliki?  
c. Bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki?  
d. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana di BBPPKS 
Yogyakarta jika diperlukan pengadaan sarana dan prasarana diklat? 
e. Apakah sarana dan prasarana tersebut mampu mendukung kegiatan 
Diklat di BBPPKS Yogyakarta?  
f. Darimana saja jejaring dari BBPPKS Yogyakarta?  
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g. Dalam hal apa pihak jejaring bekerjasama dalam membantu 
pelaksanaan Diklat di BBPPKS Yogyakarta? 
4. Penyelenggaraan Diklat 
a. Apa saja latar belakang penyelenggaraan diklat di BBPPKS 
Yogyakarta? 
b. Bagaimana proses pembuatan analisis kebutuhan suatu diklat di 
BBPPKS Yogyakarta? 
c. Komponen apa saja yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan 
diklat? 
d. Bagaiamana analisis kebutuhan untuk diklat FDS PKH di BBPPKS 
Yogyakarta? 
e. Apa saja proses perencanaan Diklat FDS PKH? 
f. Bagaimana peran pengelola dalam penyelenggaraan diklat? 
g. Bagaimana proses perekrutan peserta Diklat FDS PKH? 
h. Apa saja kriteria perekrutan peserta Diklat FDS PKH?  
i. Bagaimana penentuan fasilitator Diklat FDS PKH?  
j. Apa saja kriteria fasilitator Diklat FDS PKH?  
k. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat FDS PKH? 
l. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat FDS PKH?  
m. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?  
n. Bagaimana metode pembelajaran Diklat FDS PKH?  
o. Apa sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?  
p. Bagaimana proses evaluasi Diklat FDS PKH?  
q. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?  
r. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH?  
s. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH?  
t. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut? 
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Pedoman Wawancara Untuk Peserta 
Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan  
Family Development Session Bagi Pendamping PKH 
di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
1. Identitas Diri 
a. Nama   :   (Perempuan/Laki-Laki) 
b. Jabatan   : 
c. Usia   : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan   : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Pelaksanaan Diklat 
a. Bagaimana proses perekrutan peserta Diklat FDS PKH? 
b. Apa saja kriteria perekrutan peserta Diklat FDS PKH?  
c. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat FDS PKH? 
d. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat FDS PKH?  
e. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?  
f. Bagaimana metode pembelajaran Diklat FDS PKH?  
g. Apa sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?  
h. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia mampu mendukung 
kegiatan Diklat di BBPPKS Yogyakarta?  
i. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh fasilitator? 
Apakah sudah sesuai yang diharapkan atau belum? 
j. Apakah fasilitator menguasai materi yang disampaikan? 
k. Bagaimana interaksi fasilitator dengan peserta? 
l. Bagaimana proses evaluasi Diklat FDS PKH?  
m. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?  
n. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH?  
o. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH?  
p. Bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut? 
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Pedoman Wawancara Untuk Widyaiswara/Fasilitator 
Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan  
Family Development Session Bagi Pendamping PKH 
di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 
 
1. Identitas Diri 
a. Nama   :   (Perempuan/Laki-Laki) 
b. Jabatan   : 
c. Usia   : 
d. Agama   : 
e. Pekerjaan   : 
f. Alamat   : 
g. Pendidikan Terakhir : 
2. Pelaksanaan Diklat 
a. Apa saja proses perencanaan Diklat FDS PKH? 
b. Bagaimana penentuan fasilitator Diklat FDS PKH?  
c. Apa saja kriteria fasilitator Diklat FDS PKH?  
d. Bagaimana proses pelaksanaan Diklat FDS PKH? 
e. Bagaimana perumusan kurikulum Diklat FDS PKH?  
f. Apa saja media pembelajaran yang digunakan?  
g. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan pada pelaksanaan Diklat 
FDS PKH?  
h. Apa saja sumber belajar yang digunakan dalam pelaksanaan Diklat?  
i. Apakah sarana dan prasarana yang disediakan sudah cukup membantu 
dalam pelaksanaan diklat? 
j. Bagaimana proses evaluasi Diklat FDS PKH?  
k. Komponen-komponen apa saja yang di evaluasi?  
l. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH?  
m. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Diklat FDS PKH? 




Lampiran 2. Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN 
Observasi : 1 
Hari, Tanggal : Senin, 16 Desember 2016 
Waktu : 08.30 – 09.00 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Observasi awal dan Studi Pendahuluan 
Deskripsi :  
Peneliti datang pukul 08.30 bertemu dengan Bu “TT” staff Tata Usaha untuk 
menyerahkan surat Pra Observasi Tugas Akhir Skripsi. Peneliti memohon izin untuk 
melakukan observasi di BBPPKS Yogyakarta. Bu “TT” menerima dengan baik 
maksud dari peneliti. Beliau akan menaikkan surat izin Pra Observasi ke Kepala 
Balai terlebih dahulu untuk mendapat izin resmi dari Balai. Bu “TT” akan 
menghubungi peneliti jika sudah mendapat izin dari Kepala Balai. Bu “TT” juga 
menanyakan kepada peneliti terkait materi yang akan diobservasi di BBPPKS 
Yogyakarta. Materi yang rencananya akan diteliti adalah pengembangan e-learning 
di BBPPKS Yogyakarta. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit dan akan mulai 






Observasi : 2 
Hari, Tanggal : Senin, 20 Desember 2016 
Waktu : 08.30 – 09.00 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Observasi awal dan Studi Pendahuluan 
Deskripsi :  
Peneliti datang pukul 08.30 bertemu dengan Bu “TT” staff Tata Usaha untuk 
mengkonfirmasi surat izin yang minggu lalu diserahkan. Bu “TT” mengatakan 
bahwa Kepala Balai, yaitu Pak “SG” mengizinkan peneliti untuk melaksanakan 
observasi dan studi pendahuluan di BBPPKS Yogyakarta. Beliau juga mengatakan 
bahwa fokus penelitiannya akan kurang maksimal jika mengambil setting di 
BBPPKS Yogyakarta. Fokus awal dari peneliti adalah pemanfaatan Elearning di 
BBPPKS Yogykarta, namun di balai sendiri belum menerapkan elearning yang ada 
meskipun dari Kementrian Sosial (Kemensos) sudah mulai menggunakan e-learning. 
Di Kemensos pun juga belum maksimal karena e-learningnya masih dalam tahap 
pengembangan. Bu “TT” memberi saran kepada peneliti untuk mengikuti Sosialisasi 
e-learning yang dilaksanakan di balai dengan fasilitator dari Kemensos. Beliau juga 
memberi arahan untuk bertanya kepada Pak “PW” terkait e-learning tersebut karena 
yang sudah mengikuti TOT di Jakarta adalah Pak “PW” dan beberapa pegawai 
lainnya. Setelah diberikan arahan dari Bu “TT”, peneliti berencana akan menemui 







Observasi : 3 
Hari, Tanggal : Senin, 26 Desember 2016 
Waktu : 08.00 – 13.00 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Observasi awal dan Studi Pendahuluan 
Deskripsi :  
Peneliti mengikuti Sosialisasi E-learning untuk lembaga diklat yang dibersamai 
oleh perwakilan Kementrian Sosial dan Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Peserta pada 
kegiatan tersebut adalah para koordinator kabupaten, kota, dan wilayah di D.I 
Yogyakarta, widyaiswara BBPPKS Yogyakarta, dan beberapa pegawai BBPPKS 
Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, peneliti mendapat informasi kalau program 
e-learning ini masih bersifat uji coba dan akan diadakan TOT untuk uji coba program 
ini. Selain itu, peneliti juga mendapat arahah dari Pak “PW” terkait program tersebut. 
Kebetulan beliau pernah ikut training tentang program itu sebelumnya sehingga jika 
peneliti akan meneliti tentang e-learning dapat menghubungi beliau. Setelah 
sosialiasi selesai, peneliti pamit dan akan konsultasi terlebih dahulu kepada dosen 







Observasi : 4 
Hari, Tanggal : Rabu, 4 Januari 2017 
Waktu : 09.00 – 10.00 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Observasi awal dan Studi Pendahuluan 
Deskripsi :  
Peneliti telah mengikuti Sosialisasi E-learning untuk lembaga diklat yang 
diadakan pada hari Senin, 26 Desember 2016. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, 
peneliti menemui dosen pembimbing untuk berkonsultasi terkait fokus penelitian 
tentang e-learning namun kurang disetujui oleh dosen dikarenakan penelitiannya 
harus ke pengembang e-learning. Pengembang e-learning yaitu Pusdiklat 
Kesejahteraan Sosial yang berada di Jakarta sehingga penelitian harus dilaksanakan 
di Jakarta. Dosen pembimbing memberikan arahan untuk meneliti terkait 
pelaksanaan diklat yang ada di BBPPKS Yogyakarta. Atas arahan itulah peneliti 
mengubah fokus penelitian ke pelaksanaan diklat. Pelaksanaan diklat yang diteliti 
yaitu, pelaksanaan diklat FDS PKH. Informan yang ditemui peneliti untuk 
melakukan studi pendahuluan yaitu Ibu “DW”. Ibu “DW” memberikan penjelasan 
terkait pelaksanaan diklat FDS PKH. Setelah itu peneliti juga melakukan studi 
pendahuluan terkait proses evaluasi diklat. Proses evaluasi dilakukan oleh Bidang 
Evaluasi dan Pengembangan. Peneliti menemui Pak “RT” untuk menanyakan 
tentang proses evaluasi diklat yang dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta. Peneliti 
juga melakukan wawancara kepada salah satu widyaiswara, yaitu Ibu “SM”. 
Wawancara peneliti terkait pelaksanaan diklat FDS PKH. Setelah dirasa cukup, 






Observasi : 5 
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Maret 2017 
Waktu : 09.00 s.d selesai 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Mengirimkan surat izin penelitian 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS sekitar pukul 09.00 kemudian menemui Bu “TT” 
untuk menyerahkan surat izin penelitian dari kampus. Ibu “TT” memberikan izin 
kepada peneliti untuk melaksanakan pengambilan data untuk tugas akhir. Setelah 
mendapat izin dari Bu “TT”, peneliti menemui pak “DR” selaku penanggung jawab 
diklat FDS PKH. Pak “DR” juga memberikan izin kepada peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang diklat. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon pamit 






Observasi : 6 
Hari, Tanggal : Selasa, 21 Maret 2017 
Waktu : 09.00 s.d selesai 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Wawancara dengan Bidang Tata Usaha 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta sekitar pukul 09.00. Peneliti bertemu 
dengan Bu “TT” selaku Kasubbag Umum untuk melakukan wawancara terkait 
pengambilan data penelitian. Data yang diminta dari Bu “TT” adalah data yang 
terkait dengan administrasi umum, seperti profil lembaga, daftar pegawai BBPPKS 
Yogyakarta, pengelolaan sarana dan prasarana lembaga, dan jadwal diklat yang 
dilaksanakan oleh BBPPKS Yogyakarta tahun anggaran 2017. Setelah dirasa cukup, 






Observasi : 7 
Hari, Tanggal : Rabu, 29 Maret 2017 
Waktu : 08.30 s.d selesai 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Wawancara dengan Bidang Penyelenggara Diklat 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS sekitar pukul 08.30 kemudian menemui Pak “DR” 
selaku Kepala Seksi Diklat TKSM. Peneliti melaksanakan wawancara dengan Pak 
“DR” untuk mencari data penelitian tentang penyelenggaraan diklat FDS PKH. 
Adapun data yang dicari, antara lain latar belakang penyelenggaraan diklat FDS 
PKH, perencanaan diklat, komponen diklat, peserta yang mengikuti diklat dan 






Observasi : 8 
Hari, Tanggal : Kamis, 30 Maret 2017 
Waktu : 10.00 s.d selesai 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta. 
Kegiatan : Wawancara dengan Bidang Program dan Evaluasi serta 
pengamatan di kelas.  
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta sekitar pukul 10.00 kemudian menemui 
Bu “TT” untuk meminta file daftar pegawai di BBPPKS Yogyakarta. Setelah itu 
bertemu dengan Pak “RT”, Bu “AN” dan Pak “PR” untuk mewawancarai beliau 
bertiga. Pak “RT” adalah Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi, sedangkan BU 
“AN” dan Pak “PR” adalah staffnya. Informasi yang digali oleh peneliti yaitu terkait 
proses evaluasi diklat P2K2, komponen yang dievaluasi dan instrumen evaluasinya. 
Setelah selesai, peneliti berangkat ke kantor BBPPKS Yogyakarta yang di Jl. Veteran 
karena peneliti akan mengamati kelas diklat yang disana. Hal-hal yang diamati 
peneliti selama kelas berlangsung antara lain, proses pembelajaran, metode 






Observasi : 9 
Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2017 
Waktu : 09.00 s.d selesai 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta Kampus II 
Jl. Veteran No.8, Yogyakarta 
Kegiatan : Wawancara dengan Koordinator Widyaiswara (Pak 
“UJ”) 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta. Peneliti bertemu dengan Pak “UJ” untuk melakukan wawancara. 
Peneliti menggali informasi dari widyaiswara BBPPKS Yogyakarta terkait 
perencanaan pembelajaran diklat, media pembelajaran yang digunakan, metode 
pembelajaran yang diterapkan di kelas, evaluasi yang dilaksanakan dan kendala 






Observasi : 10 
Hari, Tanggal : Senin, 3 April 2017 
Waktu : 06.30 s.d selesai 
Tempat : Lokasi PBL 
Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah 
Kegiatan : Pengamatan pelaksanaan PBL 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke Kampus II pukul 06.30 WIB karenan pemberangkatan peserta 
ke lokas PBL pukul 07.00. Peneliti berangkat bersama Bu “SY” dan Pak “UJ”. 
Sampai di lokasi PBL pukul 08.300 kemudian ditrima di kantor kelurahan. Disana 
diterima oleh pemerintah desa setempat dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten 
Sukoharjo. Lokasi PBL berada di Sukoharjo karena permintaan bapak Kepala Dinas 
Sosial Kabupaten Sukoharjo yang pada suatu kesempatan bertemu di salah satu 
acara di Yogyakarta dan beliau meminta untuk daerahnya dijadikan tempat praktik 
lapangan diklat FDS PKH. Informasi tersebut dikatakan oleh Bu “SY” ditengah-
tengah kegiatan PBL. Setelah penerimaan, peserta dibagi menjadi 3 Tim. Setiap Tim 
terdiri atas satu angkatan dan satu angkatan terdiri dari 6 kelompok. Peneliti 
mengamati proses PBL di angkatan IX. Selama PBL pertama peserta mempraktikan 
materi yang sudah didapatkan saat pembelajaran diklat, yaitu modul 1. Komponen 
yang diamati peneliti,yaitu berdasarkan lembar evaluasi microteaching. Komponen 
evaluasi PBL sama dengan komponen evaluasi microteaching. KPM yang 
mengikuti PBL ini terdiri dari 10 KPM yang berasal dari dusun setempat. PBL 
berakhir sekitar pukul 15.00. Setelah itu peserta melakukan review PBL yang 
dibersamai oleh widyaiswara. Selesai mereview, peserta dan peneliti kembali ke 





Observasi : 11 
Hari, Tanggal : Selasa, 4 April 2017 
Waktu : 08.00 – 14.00  
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta Kampus II 
Jl. Veteran No.8, Yogyakarta 
Kegiatan : Pengamatan di kelas 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 08.00. Peneliti melakukan pengamatan proses pembelajaran di 
kelas. Widyaiswara yang mengajar yaitu Pak “HR”. Ada sedikit perbedaan ketika 
Pak “HR” yang mengajar, beliau lebih easy going dalam mengajar meski ketegasan 
tetap terlihat selama beliau mengajar. Komponen yang diamati oleh peneliti, antara 
lain proses pembelajaran, media yang digunakan, metode yang digunakan, respon 
peserta ketika pembelajaran, dan suasana pembelajaran. Peneliti mengamati sampai 
satu sesi materi selesai, mulai dari pembukaan materi sampai review kelas kecil. 






Observasi : 12 
Hari, Tanggal : Rabu, 5 April 2017 
Waktu : 10.00 s.d 16.00 WIB 
Tempat : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial (BBPPKS) Yogyakarta Kampus II 
Jl. Veteran No.8, Yogyakarta 
Kegiatan : Pengamatan di Kelas 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 10.00 WIB. Peneliti kembali mengamati proses pembelajaran di 
kelas. Widyaiswara yang sedang mengajar adalah Pak “AB”. Proses 
pembelajarannya jauh lebih seru dari sebelumnya. Beliau dapat membawa suasana 
menjadi sangat seru dengan candaan-candaan yang selalu beliau utarakan kepada 
peserta. Pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Karena 
pengenalan modul sudah di hari sebelumnya, maka hari ini peserta mensimulasikan 
materi sesi 3 dari modul ke 2. Metode pembelajaran dengan simulasi ini 
widyaiswara berperan sebagai pendamping PKH dan peserta sebagai KPM. 
Tujuannya agar peserta tahu dan paham bagaimana seorang pendamping 
menyampaikan materi FDS di depan KPM. Setelah selesai mensimulasikan, peserta 
dibagi menjadi 3 kelompok kecil untuk melakukan pembelajaran di kelas kecil atau 
microteaching. Di kelas kecil peserta mempraktikan apa yang sudah disimulasikan 
saat di kelas besar. Semua peserta di kelas kecil memerankan dua tokoh, sebagai 
pendamping PKH juga sebagai KPM. Pemberian materinya secara bergiliran. Satu 
sesi materi dibagi ke setiap peserta sehingga setiap peserta dapat mempraktikan cara 
menyampaikan materi ke KPM. Proses pembelajaran sesi 7 (jika di jadwal) berakhir 
pada pukul 16.30. Karena data yang diamati cukup maka peneliti pamit untuk 




Observasi : 13 
Hari, Tanggal : Kamis, 6 April 2017 
Waktu : 06.30 s.d selesai 
Tempat : Lokasi PBL 
Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah 
Kegiatan : Pengamatan pelaksanaan PBL 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 06.30. Seperti pada PBL sebelumnya, peserta berangkat pukul 
07.00. Namun, pada PBL kedua ini peserta langsung menuju rumah warga, tempat 
PBL pertama tetapi dengan personil yang berbeda. Tujuannya agar peserta dapat 
melaksanakan praktik yang berbeda-beda dan menghadapi audien yang berbeda. 
PBL yang kedua ini peserta mengalami peningkatan dalam memberikan materi 
kepada KPM. Peserta lebih luwes dalam penyampaian materinya. Para KPM tempat 
peneliti mengamati proses PBL sangat antusias selama proses pembelajaran 
sehingga suasana belajar sangat hidup dan ada komunikasi timbal balik selama 
pembelajaran. PBL berakhir pukul 14.00 WIB kemudian dilanjutkan review oleh 






Observasi : 14 
Hari, Tanggal : Jumat, 7 April 2017 
Waktu : 07.30 s.d selesai 
Tempat : Kampus II BBPPKS Yogyakarta 
Jl. Veteran No.08, Yogyakarta. 
Kegiatan : Pengamatan di kelas 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 07.30. Modul yang sedang dipelajari peserta adalah Modul 
Kesehatan dan Gizi. Widyaiswara yang sedang mengajar adalah Pak “AB”. Beliau 
mengawali pembelajaran dengan memutarkan film. Kemudian pembahasan film 
dan masuk ke materi. Sebelum itu Pak “AB” mereview kembali materi hari 
sebelumnya. Untuk menilai keaktifan peserta, pak “AB” memberikan beberapa 
pertanyaan tentang materi sebelumnya dan yang akan disampaikan. Sesekali pak 
“AB” memberikan ice breaking agar peserta tidak mengantuk dan bosan. Di akhir 
materi memulai simulasi pak “AB” memberikan penguatan tentang materi 
Kesehatan dan Gizi. Poin-poin penting beliau sampaikan kepada peserta agar ketika 
di lapangan peserta dapat memahami dan mengetahui tugas dan fungsi mereka 
sebagai pendamping. Simulasi dilaksanakan di kelas besar dengan mempraktikan 
pemberian materi Kesehatan dan Gizi. Setelah simulasi selesai peserta dibagi 
menjadi 3 kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut digunakan untuk 
microteaching. Pembelajaran sesi 8 (jika di jadwal) selesai pukul 16.15. Setelah 






Observasi : 15 
Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2017 
Waktu : 07.30 s.d selesai 
Tempat : Kampus II BBPPKS Yogyakarta 
Jl. Veteran No.08, Yogyakarta. 
Kegiatan : Pengamatan di kelas 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 10.00. Peneliti datang untuk mengambil beberapa data peserta. 
Setelah pembelajaran selesai, peneliti menemui salah satu peserta, Pak “RK” untuk 
diwawancarai. Pak “RK” merupakan peserta dari Lombok Barat, NTB. Peneliti 
menanyakan tentang proses pembelajaran diklat, interaksi widyaiswara, media 
pembelajaran yang digunakan, metode pembelajaran yang digunakan, dan 
ketercapaian tujuan diklat. Menurut Pak “RK” pelaksanaan diklat FDS luar biasa 
karena materi-materinya yang sangat ringan dan biasa kita temui di kehidupan 
sehari-hari. Pelayanan panitia selama pelaksanaan diklat sudah cukup baik. Menurut 
beliau, tujuan diklat insha Allah sudah tercapai. Setelah dirasa cukup, peneliti pamit 






Observasi : 16 
Hari, Tanggal : Rabu, 12 April 2017 
Waktu : 10.00 s.d selesai 
Tempat : Kampus II BBPPKS Yogyakarta 
Jl. Veteran No.08, Yogyakarta. 
Kegiatan : Pengamatan di kelas 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke BBPPKS Yogyakarta Kampus II di Jl. Veteran No. 8, 
Yogyakarta pukul 10.00. Peneliti datang untuk mengambil beberapa data peserta. 
Setelah pembelajaran selesai, peneliti menemui salah satu peserta, Bu “AR” untuk 
diwawancarai. Bu “AR” merupakan peserta dari Lombok Barat, NTB. Pertanyaan 
peneliti sama dengan narasumber sebelumnya karena untuk menambah data terkait 
dari sudut pandang peserta. Peneliti menanyakan tentang proses pembelajaran 
diklat, interaksi widyaiswara, media pembelajaran yang digunakan, metode 
pembelajaran yang digunakan, dan ketercapaian tujuan diklat. Menurut Bu “AR” 
pembelajarannya sudah cukup bagus, dengan metode seperti itu sudah cukup 
membantu pendamping untuk di lapangan dan memudahkan pendamping untuk 
memahami materi diklat. Menurut beliau, tujuan diklat insha Allah sudah tercapai 
dengan metode yang sudah dilaksanakan. Menurut beliau juga interaksi 
widyaiswara sudah komunikatif. Namun, kendala yang dirasakan Bu “AR” adalah 
jeda waktu untuk istirahat kurang diperhatikan. Setelah dirasa cukup, peneliti pamit 






Observasi : 17 
Hari, Tanggal : Rabu, 27 April 2017 
Waktu : 11.30 s.d selesai 
Tempat : BBPPKS Yogyakarta 
Jl. Purwomartani, Kalasan, Sleman. 
Kegiatan : Wawancara dengan Bu “TT” 
Deskripsi :  
Peneliti datang ke kantor BBPPKS Yogyakarta di Purwomartani pada pukul 
11.30 WIB. Peneliti bermaksud bertemu dengan Bu “TT” untuk mengambil data 
yang masih kurang terkait kepegawaian. Peneliti menanyakan tentang perekrutan 
pegawai BBPPKS Yogyakarta dan tugas belajar pegawai. Beliau mengatakan 
bahwa perekrutan pegawai BBPPKS Yogyakarta dilakukan oleh Pusat, yaitu 
Kementrian Sosial RI. BBPPKS Yogyakarta merupakan salah satu UPT dari 
Kemensos sehingga pegawai BBPPKS Yogyakarta merupakan pegawai dari 
Kemensos yang ditugaskan di Balai Diklat. Kemudian terkait dengan tugas belajar, 
biasanya pegawai Balai Diklat mendapat informasi dari lowongan pendidikan yang 
dikeluarkan oleh Pudiklat Kesejahteraan Sosial. Selain tugas belajar, ada ijin belajar 
tetapi kalau ijin belajar pegawai tidak bebas tugas, sedangkan yang tugas belajar 
pegawai dibebas tugaskan dari pekerjaan. Setelah dirasa cukup, peneliti mohon 
pamit untuk melanjutkan tugas. 
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Lampiran 3. Reduksi, Display, dan Kesimpulan 
 
No Komponen Pertanyaan Reduksi Kesimpulan 
1 Perencanaan Program 
Diklat FDS PKH. 
Bagaimana proses 
perencaanaan dan 
analisis kebutuhan diklat 
FDS PKH? 
Bapak SD: Kalau diklat FDS ini kan merupakan program 
pusat ya. Kalau analisis kebetuhan itu kan kita nganu. 
Sebenarnya munculnya diklat kan diawali dengan analisis 
kebutuhan dulu, baru dilaksanakan. Tapi kan itu udah dari 
pusat, mungkin dari pusat sudah seperti itu cuma kami tidak 
terlibat, jadi tidak tahu. Program ini program pusat, 
pesertanya juga kita mengikuti tata cara dari pusat, kita 
hanya mengerjakannya saja. Pedoman sudah ada, modul 
juga sudah ada, tinggal kita mengerjakan sarana prasarana, 
SDM yang menyelenggarakan dan pengajarnya serta 
pelaporan. Kalau diklat yang lain-lain mungkin bisa, kita 
juga termasuk yang merencanakan tapi untuk diklat ini kita 
tidak terlibat. 
Bapak UH: Kalo widyaisawara kan dari segi persiapan 
pembelajaran, kalo perencanaan kan kita menyusun rencana 
pembelajaran mata diklat, contohnya menjadi orang tua 
Analisis kebutuhan untuk diklat 
FDS PKH dilakukan oleh pusat 
(Pusdiklat Kesejahteraan 
Sosial). BBPPKS Yogyakarta 
melaksanakan perencanaan 
terkait sarana dan prasarana, 
panitia penyelenggara, 
widyaiswara dan laporan 
penyelenggaraa. Sedangkan 
untuk widyaiswara melakukan 
perencanaan terkait rencana 
pembelajaran, yaitu Rencana 
Pembelajaran Mata Diklat 




yang lebih baik, nah itu kan harus direncanakan dulu. 
Perencanaannya dalam bentuk rancang bangun 
pembelajaran mata diklat gitu ya sama rencana 
pembelajaran. Itu kalau di perguruan tinggi kan satuan 
pembelajaran. Untuk disini namanya RBPMD. 
  Bagaimana proses 
perumusan kurikulum 
diklat? 
Bapak SD: Kurikulumnya itu sudah jadi kok. Memang itu 
udah dari Kemensos, Kemensos kan punya ahli-ahli 
pembuat kurikulum untuk menciptakan modul yang bagus 
untuk diterapkan. Ini kayaknya sudah profesional sekali. 
Bapak UH: Kalau kurikulumnya dari pusat, dari pusdiklat 
yang dikeluarkan itu.  
Proses perumusan kurikulum 
sudah dari pusat, baik dari 
Kemenstrian Sosial maupun 
dari Pusdiklat Kesejahteraan 
Sosial. 
  Bagaimana proses 
perekrutan peserta 
diklat? 
Bapak SD: Perekrutan peserta diambil data dari Direktorat 
Jaminan Sosial yang mempunyai data semua pendamping 
PKH di seluruh Indonesia Di Direktorat Jaminan Sosial 
sudah punya data, dia punya koordinator di bawah dia, 
contohnya pendamping PKH di wilayahnya Jogja. 
Pendamping di wilayah Jogja kan terdiri 4 kabupaten, itu 
masing-masing ada korkabnya, kalo di kota ada korkot, 
terus dari 4 korkab dan 1 korkot dikoordinir oleh korwil 
Peserta diklat adalah para 
pendamping PKH yang data-
data mereka berada di 
Direktorat Jaminan Sosial dan 
Keluarga. data dari 





(koordinator wilayah) kepanjangan tangan dari sana. Terus 
dari dinas sendiri mempunyai pengurus namanya Unit PKH. 
Itu khusus yang mengkoordinir tapi kalau kita sendiri 
cenderung mereka lebih tepat kalau melalui korwil 
korkabnya sehingga dari situ datanya kelihatan. Misal di 
Jogja mempunyai 4 korkab 1 korkot, terus pendamping-
pendampingnya beberapa yang dilatih, tapi karena wilayah 
kerja kita terdiri dari Jogja, Jateng, Jatim, Bali, NTT, NTB 
diambilah beberapa untuk mengikuti diklat, jika sudah 
selesai yang lainnya tahun berikutnya baru dikirim, begitu 
seterusnya. 
Ibu SY: Daftar peserta dari DirJamSos kemudian 
diserahkan ke BBPPKS untuk di diklat. Proses 
pemanggilannya kita menguhubugi Dinas-Dinas Sosial 
tempat pendamping PKH bekerja kemudia dari dinas 
tersebut melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti 
diklat. 
Yogyakarta mengolah dan 
memilih peserta yang akan 
dipanggil untuk mengikuti 
diklat terlebih dahulu. 
Selanjutnya data peserta yang 
akan mengikuti diklat 
dikirimkan ke Dinas-Dinas 
Sosial tempat peserta tersebut 
bertugas. Setelah itu pihak 
dinas melaksanakan 
pemanggilan peserta untuk 




  Bagaimana penentuan 
widyaiswara untuk 
diklat FDS PKH? 
Bapak SD: Kita juga ngirim widyaiswara (WI) untuk diklat 
FDS karena untuk kita mengikuti diklat tersebut lembaga 
kita mempunyai ketentuan harus mempunyai sertifikat itu, 
terkait TOT diklat FDS baru boleh mengajarkan kalau 
engga, ya gak bisa. Standarnya itu, sertifikat TOT FDS. Tapi 
semua diklat juga kayak gitu, termasuk diklat pendamping. 
Kalo tidak punya, tidak bisa. Kriterianya mampu 
mentransfer ilmu dengan baik, secara maksimal. Tapi 
karena diklat kita banyak, ya kalau ada kekurangan dari WI, 
kan gak selalu WI di atas rata-rata, kan ada yang ada di 
bawah. Nah itu kita seimbangkan. Mereka yang ada di atas 
harus menjadi tim dengan yang ada di bawah sehingga ada 
keseimbangan. Karena diklat ini kan banyak sekali, jadi ya 
mau gak mau kita harus melibatkan semuanya, kalau kita 
seleksi nanti ada yang nganggur. 
Bapak UH: Penentuannya itu WI yang telah mengikuti 
Training of trainer. Training of trainer itu pelatihan untuk 
tenaga pelatih. Kalau di diklat kan semua WI harus 
mengikuti TOT nanti baru dia punya sertifikat untuk 
Penentuan widyaiswara untuk 
diklat FDS PKH, yaitu 
widyaiswara tersebut 
mempunyai sertifikat TOT 
diklat FDS karena kepemilikan 
sertifikat itu merupakan syarat 
utama untuk menjadi 
widyaiswara diklat FDS PKH. 
Selain itu, mampu mengajar 
dengan baik.  
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mengajar. TOT FDS itu kan ada beberapa modul, nah itu 
semua. 
2 Pelaksanaan Program 




Bapak SD: Mulai dari pendaftaran kita diberikan modul, 
mereka diberikan pengarahan sebentar kemudian 
disimulasikan untuk memberikan gambaran kegiatan yang 
akan diakukan, seperti apa, setelah itu dibentuk kelas kecil 
dibagi 3 kelompok. Nah di kelas kecil itu mereka langsung 
praktik, praktik sama teman-temannya, bagaimana 
memberikan informasi kepada KSM nanti, KSM tu mereka 
orang yang didampingi. Jadi, langsung praktik. Abis itu 
setelah 3 hari, ini satu sesi ya, misalnya tentang kesehatan, 
setelah praktik ke kelas kecil kemudian di akhiri praktik di 
lapangan. 
Ibu AR: Sudah cukup baik sih ya karena kan kita simulasi, 
artinya kan dari modulnya sudah ada kalo kita gak bisa 
kadang susah tapi karena kita simulasikan jadi cukup bantu 
kita di lapangan. Jadikan setelah simulasi kita praktik lagi, 
jadi ketika ada sesuatu yang miss yang kita gak paham, 
terurailah dari step-step itu 
Proses pembelajaran diklat 
FDS PKH diawali dengan 
pengarahan awal dari 
koordinator diklat. Tujuannya 
untuk menjelaskan maksud dan 
tujuan pelaksanaan diklat. 
Selanjutnya pematerian dari 
widyaiswara terkait pengenalan 
modul yang akan dipelajari. 
Setelah itu, modul tersebut 
disimulasikan bersama-sama di 
kelas besar dengan 
widyaiswara berperan sebagai 
pendamping. Setelah 
disimulasikan, peserta diklat 
dibagi menjadi 3 kelompok 
untuk microteaching. Di 
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Ibu RM: Dari proses penilaian fasilitator terhadap peserta 
itu untuk diklat FDS ada 2 tahapan, satu di kelas besar. Di 
kelas besar kan fasilitator kan menjelaskan bla bla bla bla 
nah itu di evalusasi, e fasilitator mengevaluasi kelas besar 
sejauh mana penerimaannya. Nah untuk FDS kan ada kelas 
kecil, setiap kelas besar itu dibagi menjadi 3 kelompok yang 
dinamakan kelas kecil. Nah di kelas kecil itu tadi 
pengerucutan daripada materi untuk dipraktikan di kelas 
besar tadi. Kan kelas besar satu orang menjelaskan bla bla 
nanti dipraktikan di kelas kecil. Masing-masing kelas besar 
dibagi menjadi 3 kelas kecil. Masing-masing kelas kecil itu 
ada satu fasilitator satu pendamping dia akan menerangkan 
sesuai dengan apa materi tadi yang ada di kelas besar. Di 
kelas kecil itu mereka kan masing-masing peserta praktik 
sudah mempunyai tugas masing-masing ya untuk presentasi 
di depan itu. 
Bapak PR: Kemudian di waktu PBL sama seperti ini cuma 
kelompoknya yang berbeda. Biar waktunya bisa terkejar 
jadi dibagi 6 itu, tidak semua sesi dilakukan masing2 peserta 
microteaching mereka 
mempraktikan pendampingan 
FDS dengan teman-teman satu 
kelompok. Di akhir 
microteaching widyaiswara 
memberikan review. Jika 
semua materi modul (1 modul) 
sudah selesai diajarkan dan 
dipraktikan di microteaching, 
mereka malaksanakan praktik 
belajar lapangan (PBL). Di 
PBL ini mereka dibagi menjadi 
6 kelompok dan mempraktikan 
materi diklat di depan 
masyarakat penerima PKH. di 
setiap PBL kelompoknya akan 
diacak agar peserta setiap PBL 
menghadapi orang yang 
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diklat tapi misalnya sesi 1 dan 2 itu kelompok 1, kemudian 
sesi berikutnya 3,4 itu kelompok berapa. Jadi semua bisa 
dilaksanakan tapi tidak masing2 kelompok melaksanakan 
semuanya gitu maksude. Tapi nanti bergilir di ganti 
kelompok e, untuk praktik yang berikutnya dioplos. Setiap 
PBL nanti kelompoknya ganti orangnya sehingga nanti dia 
juga melaksanakan praktik yang berbeda-beda, menghadapi 
audien yang berbeda. 
berbeda sehingga dapat 
menambah wawasan peserta. 
  Media pembelajaran apa 
saja yang digunakan 
selama diklat 
berlangsung? 
Bapak SD: Ada modul, flipchart, CD film, poster, game-
game (APE puzzle, ular tangga), sarana praktik. 
Bapak UH: poster, flipchart, dan film. 
Media pembelajaran yang 
digunakan, antara lain modil. 
Poster, flipchart, film, dan alat 
permainan edukasi, seperti 
puzzle dan ular tangga. 
  Metode pembelajaran 
apa saja yang digunakan 
selama diklat 
berlangsung? 
Bapak SD: Praktik, roleplaying, sedikit ceramah, semacam 
microteaching. 
Bapak UH: kalau metodenya macam-macam, ada ceramah, 
tanya jawab, ilustrasi, testimoni. 
 
Metode pembelajaran yang 
digunakan, antara lain ceramah, 
microteaching, tanya jawab, 
ilustrasi, dan testimoni. 
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3 Evaluasi Program 
Diklat FDS PKH. 
Bagaimana proses 
evaluasi diklat FDS 
PKH? 
Ibu AN: Di awal ada pra purna tes itu, terus kalo FDS 
tambah satu lagi, yaitu microteaching, itu evaluasi dari 
fasilitator. Kalo FDS kan ada kelas-kelas kecil, tiap kelas 
kecil itu nanti fasilitator menilai sesuai pertanyaan. Kalau 
evaluasi manfaat diklat itu setelah minimal 3 bulan 
pelaksaan diklat selesai. 
Bapak PR: Di evaluasi itu yang pertama ada pra post tes 
terus ditengah-tengah KBM itu setiap materi pelajaran, 
setiap selesai materi pelajaran itu ada evaluasi fasilitator, 
intinya untuk melihat penilain dari peserta terhadap 
fasilitator itu seperti apa. Itu manfaatkanya untuk feedback, 
dadi carane mulang ki gampange nggenah po urung. Itu 
untuk evaluasi dari lembaga. Kemudian ini evaluasi ttg 
penyelenggaraan diklat, dari awal dari penerimaan sampe 
selese kaya apa, jdi diharapkan ada masukan untuk lembaga 
sehingga lembaga akan dapat mengadakan perubahan yang 
lebih baik, tujuannya itu. Kemudian yang khusus FDS itu 
ada penambahan form penilaian untuk peserta diklat, ini 
yang menilai fasilitator ato WI. Intinya untuk bagian 
Proses evaluasi diklat FDS 
PKH pada dasarnya sama 
dengan diklat-diklat lainnya 
yang diselenggarakan oleh 
BBPPKS Yogyakarta. Namun, 
ada tambahan proses evaluasi 
untuk diklat FDS PKH, yaitu 
penilaian untuk peserta dari 
fasilitator. Secara umum proses 
evaluasi diklat FDS PKH yaitu, 
pra-purna tes, evaluasi peserta 
terhadap widyaiswara, evaluasi 
penyelenggaraan, dan evaluasi 
widyaiswara terhadap peserta. 
Evaluasi widyaiswara terhadap 
peserta dilakukan ketika di 




pendidikan sudah tau, intinya bagaimana cara mereka 
memberikan pelayanan terhadap KPM, itu punya skill ato 
keahlian seperti, yang dinilai ini, ini yang dinilai peserta 
diklat sewaktu microteaching, sewaktu di kelas kecil. Ini 
penilaiannya per sesi, jadi per kelas kecil, per tiap 
microteaching. Jadi sekilas gini, di FDS kan ada 6 modul, 
masing-masing modul itu ada beberapa sesi, nah disitu 
setiap sesi itu kan dipraktikan, nah itu di nilai seperti ini. Ini 
setiap praktik, jadi misalnya praktiknya pas 2 sesi ya nanti 
ada 2 penilaian, tapi di kelas kecil itu kan Cuma satu 
kelompoknya itu kalo gak salah, tiap satu kelompok 
microteaching itu 40 dibagi 3, dan untuk PBL dibagi 6. 
Pak UH: Evaluasi peserta itu langsung kita itu, setelah WI 
memberikan simulasi, langsung praktik. Nah dalam praktik 
itulah kita memberikan evaluasi. Evaluasinya kan ada 
beberapa indikator, dari segi penguasaan materi, dari teknik 
memotivasi, dari segi bagaimana membangun suasana 
belajar, bagaimana melakukan paraphasing, bagaimana 
membuat pertanyaan pendek, dsb.itu yang kita evaluasi. 
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Ada formnya yang disiapkan. Itu setiap praktik langsung di 
evaluasi. Baik itu praktik di kelas kecil maupun saat praktik 
di lapangan. WI tentu memberikan penilaian, itu kan 
evaluasinya ada sangat baik, 5, baik, 4, cukup, 3, 2 kurang, 
1 sangat kurang. 
Bu RM: Prosesnya itu pada prinsipnya hampir sama dengan 
evaluasi diklat secara keseluruhan, hanya saja kalau FDS ini 
sedikit berbeda tapi secara substansi evaluasi diklatnya 
sama. Pertama kita tetap melakukan pra purna tes. Setelah 
purna kita lakukan namanya evaluasi peserta terhadap 
fasilitator. Nah evaluasi peserta terhadap fasilitator itu ada 
tetap sama tidak berbeda. Yang berbeda adalah di FDS ini 
ada namanya evaluasi fasilitator kepada peserta. Sekarang 
fasilitator memberikan umpan balik melakukan evaluasi 
terhadap apa yang dia sampaikan kepada peserta. Tujuannya 
untuk mengukur sejauh mana materi yang sudah 
disampaikan itu mampu ditangkap dan diterima sehingga 
nanti saat mereka selesai melakukan diklat benar-benar 
paham terhadap materi yang sudah disampaikan. Dari 
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proses penilaian fasilitator terhadap peserta itu untuk diklat 
FDS ada 2 tahapan, satu di kelas besar. Di kelas besar 
fasilitator menjelaskan materi, nah itu di evalusasi,  
fasilitator mengevaluasi kelas besar sejauh mana 
penerimaannya. Nah untuk FDS ada kelas kecil, setiap kelas 
besar itu dibagi menjadi 3 kelompok yang dinamakan kelas 
kecil. Nah di kelas kecil itu tadi pengerucutan daripada 
materi untuk dipraktikan di kelas besar tadi. Kan di kelas 
besar satu orang menjelaskan materi, nanti dipraktikan di 
kelas kecil. Masing-masing kelas besar dibagi menjadi 3 
kelas kecil. Masing-masing kelas kecil itu ada satu 
fasilitator satu pendamping dia akan menerangkan sesuai 
dengan apa materi tadi yang ada di kelas besar. Di kelas 
kecil itu mereka kan masing-masing peserta praktik sudah 
mempunyai tugas masing-masing ya untuk presentasi di 
depan itu. Praktiknya berdasarkan modul. jadi misalkan ini 
modul kesehatan cuci tangan yang benar seperti apa, saat dia 
memberikan motivasi nanti kepada dampingannya seperti 
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apa. Kan dipraktikan disitu. Jadi sebelum ke masrayakat 
mereka sudah tahu materinya. 
4 Faktor pendukung 
dan penghambat 
diklat FDS PKH. 
Apa faktor pendukung 
diklat FDS PKH? 
Bapak SD: Faktor pendukungnya sarana yang lengkap, 
modul yang lengkap, fasilitator yang mumpuni. 
Bapak UH: Ya kalo faktor pendukungnya, dari segi 
mannya, fasilitatornya sudah cukup, panitianya sudah 
cukup, pesertanya sudah memenuhi syarat, kemudian kalo 
segi moneynya, anggarannya sudah tersedia, itu kan jadi 
faktor pendukung, terus kemudian peralatannya sudah 
terpenuhi. 
Faktor pendukung pelaksanaan 
diklat, antara lain: sarana yang 
lengkap, fasilitator yang 
mumpuni, panitia yang sudah 
baik, peserta yang sudah 
memenuhi syarat, dan 
anggarannya sudah tersedia. 
  Apa faktor penghambat 
diklat FDS PKH? 
Bapak SD: Faktor penghambatnya distribusi toolkit kurang 
lancar karena volume yang sangat banyak dan macamnya 
yang banyak. Kalau jumlahnya banyak mungkin gampang 
ya, ada macamnya itu yang susah. Terkendala peserta yang 
hamil, itukan efeknya cenderung itu kalo kita takut buat 
lelah mereka. Kadang ada yang membawa balita. Cara 
menanganinya, jika membawa anak mereka harus sewa di 
luar, tapi kalau disini memang ada tempat ya kita tampung 
tapikan gak selalu, kalau memang satu masih mungkin, tapi 
Faktor penghambat dari 
pelaksanaan diklat, antara lain: 
distribusi toolkit kurang lancar, 
peserta yang hamil dan 
membawa anggota keluarga, 
kurangnya kedisiplinan dari 
peserta, dan waktu jeda untuk 




pernah sampe 5 kita gak sanggup, gak cukup, kalo kita 
tampung 2 yang lain komplen. Ya akhirnya mereka harus 
sewa di luar. Kalau untuk pendistribusiannya itu kan ada 6 
set, kita mainkan yang ada dulu, kalo yang dateng tidak 
sesuai jadwal ya terpaksa harus dibalik. 
Bapak UH: Kalo hambatannya sih sebetulnya tidak begitu 
ini. Cuma memang kan masih ada peserta yang belum 
disiplin, katakanlah dari satu kelas 30 orang, masih ada yang 
1 orang kadang2 masuk kelasnya terlambat. Kita kan 
sebetulnya sudah punya kontrak belajar kan. sebelum kita 
dinilai kan kontrak belajar atau komitmen tapi kadang2 ya 
itu masih ada saja udah waktunya masuk itulah 
hambatannya, masih ada yang terlambatu satu. Memang 
juga terkait juga dengan kultur peserta, kultur peserta dari 
jogja, jateng beda lagi kalo nanti dari madura, NTT, ya itu 
dia kulturnya beda. 
Ibu AR: Mungkin kalo yang sudah dijalani paling jeda 
waktu untuk istirahat mungkin ya, kaya yang muslim itu, 
kemarin beberapa kali tidak setiap hari sih, beberapa kali itu 
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break sholat asar terutama, itu mepet sekali kalo egk bahkan 
terlewati, pernah kemarin sekali, itu sampe setengah 6, kita 
gak dikasih break, kalo misalkan untuk yang..sebenarnya 
bisa sih kita, kalo yang muslim kan bisa dijamak, di dzuhur 
gitu ya, waktu itu kebetulan saya di dzuhurnya yang gak 
sholat, saya niat mau jamak di asar karena tidak sempat di 
dzuhurnya, tapi ternyata gak dapat waktu kan, tapi akhirnya 
saya izin kan, karena gak ada break saya izin tapi teman-





Lampiran 4. Data Sumber Daya Manusia BBPPKS Yogykarta 
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN SOSIAL RI 
PERIODE APRIL 2017 
UNIT KERJA : BBPPKS YOGYAKARTA 




TEMPAT TANGGAL LAHIR TMT 
1 2 3 4 5 
1 Drs. Sugiyanto, Msi       Ka. BBPPKS II/a 
  
  Jakarta, 31 Juli 1958   
BAGIAN TATA USAHA 
2 Dra. Pristi Yudawati, MM Kepala Bagian Tata 
Usaha 
III/a   
  Bantul, 28 Januari 1966 2/1/2016 
3 Suharyati, A.KS,M.Si Kepala Sub Bagian 
Umum 
IV/a   
  Purworejo,21 Agustus 1971 10/1/2013 
4 Mustadji, SH Analis Pengelola 
Barang 
    
  Jombang,04 Mei 1964 Mlik Negara     
    1/1/2017     
5 Wiwara Utami, SST Analis Pengelola 
Barang 
    
  Purworejo 14 September 1978 Mlik Negara     
    1/1/2017     
6 S u y o n o Pengadministrasi     
  Boyolali,08 Juli 1959 Umum     
    1/1/2017     
7 Sigit Priyantomo Pengadministrasi     
  Boyolali, 31 Desember 1967 Umum     
    1/1/2017     
8 Marsiti Pengadministrasi     
  Kebumen, 06 Desember 1961 Umum (01/01/2017) 
9 Ruswanto, S.Sos Koordinator Instalasi     
  Cilempuyag, 21 Agustus 1965 Perpustakaan 
    1/1/2017 
10 Drs. Hardaya Pengelola Asrama     
  Klaten,01 Mei 1962 1/1/2017     
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11 Kasdi Wahab, S.Sos, M.Si Pengelola 
Administrasi 
    
  Bantul, 04 Februari 1965 Kepegawaian     
    1/1/2017     
12 Sri Rahayu, S.ST Pengelola Adm. 
Kepegawaian 
    
  Surakarta, 19 Agustus 1969 1/1/2017     
13 Priyanto S.Sos                                                Pengelola Barang 
Persediaan dan 
Barang Milik Negara 
    
  Gunungkidul, 23 Juli 1969 1/1/2017 
14 Anis Rahmawati, S.Sos Pengelola 
Kehumasan 
    
  Surakarta, 24 Januari 1984 1/1/2017   
15 Enri Pamawan, SH                              Pengelola Barang 
Persediaan dan 
Barang Milik Negara    
01/01/2017 
    
  Bantul, 06 Februari 1985       
16 Slamet Teknisi Listrik dan 
Bangunan 
    
  Sleman, 28 Oktober 1960 1/1/2017 
17 Drs. Prih Wardoyo, MPA Koordinator Instalasi 
Lab. 
    
  Semarang, 24 Nopember 1966 Pratikum Profesi 
Peksos 
    
    1/1/2017     
18 Totok Sumardiyanto, S.ST                      Pengelola Asrama   
01/01/2017 
    
  Sleman, 07 Nopember 1969 
19 Mustajam Satpam     
  Bantul, 15 Desember 1972 1/1/2017 
20 M. Zainuri Satpam     
  Sleman, 12 Mei 1980 1/1/2017 
21 Bagiono Satpam     
  Bantul, 29 Nopember 1967 1/1/2017 
22 Paijo Satpam     
  Sleman, 17 Juli 1975 1/1/2017 
23 Sudaryadi Satpam     
  Yogyakarta, 4 September 1983 1/1/2017 
24 Tri Wijiatmoko Satpam     
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  Sleman, 24 April 1978 1/1/2017 
25 Wawan Triono Satpam     
  Sleman, 20 Juli 1969 1/1/2017 
26 Murgiyanto Satpam     
  Bantul,15 Januari 1976 1/1/2017 
27 Rokhmat Satpam     
  Bantul, 27 Nopember 1981 1/1/2017 
28 Mardi Satpam     
  Gunung Kidul, 21 April 1974 1/1/2017 
29 Ali M. Simamora, SE, MM Ka. Subbag. 
Keuangan 
IV/a   
  Nagasaribu,08 oktober 1964 10/1/2013   
30 Rr. Wigit Satyarini,SE Verifikator keuangan     
  Muara Bungo, 14 Mei 1970 1/1/2017 
31 Wahyuni, SE Bendahara Keuangan     
  Surakarta,02 Desember 1961 1/1/2017 
32 Tri Sutarti Puji Astuti, S.ST Bendahara 
Keuamgan 
    
  Sleman, 10 Februari 1965 01/012017     
33 P o n o Verifikator Keuangan     
  Gunungkidul,11 Februari 1963 1/1/2017 
34 Karningsih Pengadministrasi 
Keuangan 
    
  Purworejo,07 Desember 1967 1/1/2017 
35 Feri Yeviani Dwiyaningrum, SE        Penyusun Laporan 
Keuangan  
01/01/2017 
    
  Yogyakarta, 08-04-1984       
36 Anton Sujita, S.Kom                                Penyusun Laporan 
Keuangan  
01/01/2017 
    
  
Sleman, 18-02-1981 
    
BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI 
37 Neni Rohaeni, S.Sos, M.Si Ka Sie Sungram IV/a   
  Kuningan, 11 Februari 1970 1/11/2013 
38 Umi Lestari,SH                                           Penyusun Program 
dan Anggaran 
    
  Semarang, 27 Desember 1966 1/1/2017 
39 Yatini, S.ST Analis Kebutuhan 
Diklat 
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  Sukoharjo, 17 April 1977 1/1/2017     
40 Drs. Widjaja Pengelola Dokumen     
  Surakarta,27 Februari 1962 1/1/2017 
41 Avianto Yudi Astowo Pengelola Dokumen     
  Jakarta, 25 April 1970 1/1/2017     
42 Suramto, S.Ag, MM Kepala Seksi IV/a   
  Sragen, 02 Juni 1967 Pemantauan dan 
Evaluasi 
    
    1/11/2013     
43 Dra. Rahma Poespita Joenita Analis Pemantauan 
dan 
    
  Yogyakarta,29 Juni 1968 Evaluasi Kegiatan 
    1/1/2017 
44 Sudarwo, S.Sos Analis Pemantauan 
dan 
    
  Tulungagung, 12 April 1963 Evaluasi kegiatan 
    1/1/2017 
45 Ana Sukaton, S.IP, MPA Analis Pemantauan 
dan 
    
  Bantul,01 September 1982 Evaluasi Kegiatan     
    1/1/2017     
46 Supriyanto, S.Sos Pengelola Evaluasi 
dan Lap. 
    
  Gunung Kidul, 10 Des' 1964 1/1/2017     
47 Basiran, SIP Pengelola Evaluasi 
dan Lap. 
    
  Bantul, 05 Mei 1962 1/1/2017     
BIDANG PENYELENGGARA DIKLAT DAN KERJASAMA 
48 Dra. Suryak Kepala Bidang 
Penyelengg 
III/a   
  Gunungkidul,18 Mei 1965 Diklat dan Kerjasama     
    2/11/2016     
49 Dra. Ening Suryantini Kepala Seksi Diklat IV/a   
  Sleman 17 Oktober 1961 TKSP     
    1/11/2013     
50 A. Wisnu Wardhana, SH                          Pengolah Data 
Penyelenggaraan 
Diklat TKSP 
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    Rembang, 22 Agustus 1964 1/1/2017     
51 Agus Slamet Priyanto, M.Si                      Penyusun Bahan 
Penyelenggaraan 
Diklat TKSP 
    
   Sragen, 30 Oktober 1969 1/1/2017     
52 Nuraeni Dramayanti, S.Sos, 
MPA 
Penyusun Bahan     
  Sleman, 01 Agustus 1982  Penyelenggaraan 
Diklat TKSP 
    1/1/2017 
53 Heriyanto,S.IP, M.Si Penyusun Bahan     
  Gunungkidul,11 Juli 1973 Penyelenggaraan 
Diklat TKSP 
    
    1/1/2017     
54 Mulyanti  B. S.ST Pengolah Data     
  Padang Panjang 05 Agust'1967 Penyelenggaraan 
Diklat TKSP 
    1/1/2017     
55 Purwanto, S.Sos Pengelola Dokumen 
Diklat TKSP 
    
  Gunung Kidul,08 Juli 1960 1/1/2017 
56 Drs. Sudira,M.Si Kepala Seksi Diklat IV/a   
  Curup, Sumsel, 12 Mei 1962 TKSM     
    10/1/2013     
57 Dra. Dewi Setyorini                                   Penyiap Bahan 
Penyelenggaraan 
    
   Wonogiri, 06 Juni 1969  Diklat TKSM     
    9/1/2014     
58 Budiarso, SH Penyusun Bahan     
  Bojonegoro,01 Juni 1959 Penyelenggaraan 
Diklat TKSM 
    
    1/1/2017 
59 Diani Endang Andonowati, SE Penyusun Bahan     
  Wates, 12 Agustus 1966 Penyelenggaraan 
Diklat TKSM 
    
    1/1/2017     
60 Sangadi, A.KS Pengolah Data 
Penyelenggaraan 
Diklat TKSM 
    
  Karanganyar,15 Maret 1964 1/1/2017 
61 Agus Wiyono, S.Sos Pengolah Data      
168 
 
  Boyolali, 11 Desember 1972 Penyelenggaraan 
Diklat TKSM 
    1/1/2017 
62 Siti Juwantinah Pengelola Dokumen 
Diklat TKSM 
    
  Yogyakarta, 30 Mei 1960 1/1/2017 
WIDYAISWARA 
63 Drs. Joko Sulistyo, M.Si Widyaiswara Utama     
  Gunungkidul,26 Januari 1968 1/1/2017 
64 Drs. Uji Hartono,MA Widyaiswara Utama     
  Karanganyar, 17 Maret 1959 1/1/2017     
65 Drs. Joko Sumarno, M.Si Widyaiswara Madya     
  Klaten,05 April 1962 1/1/2017 
66 Drs. Bambang Tjahjono, M.Pd Widyaiswara Madya     
  Jepara, 26 Februari 1962 1/1/2017     
67 Dinah Pangestuti, M.Si Widyaiswara Madya         
01/01/2017 
    
  Purwakarta,15 Maret 1968   
68 Drs. Suminto,M.Si Widyaiswara Madya     
  Klaten,12 Oktober 1966 1/1/2017     
69 Drs. Hanafi, MSi Widyaiswara Madya     
  Tabalong, 17 Mei 1959 1/1/2017     
70 Joko Wiweko 
Karyadi,AKS,SPd, M.Pd 
Widyaiswara Madya     
  Yogyakarta, 30 Mei 1958 1/1/2017     
71 Dra. Supartini, M.Si Widyaiswara Muda     
  Bantul, 05 Maret 1967 1/1/2017     
72 Siti Mulyani, S.Sos, M.Si Widyaiswara Muda     
  Semarang, 29 Oktober 1966 1/1/2017 
73 Heru Widiantoro, Aks, M.Si Widyasiwara Muda     
  Sleman,07 Maret 1966 1/1/2017     




  Surakarta, 25 April 1982 0/01/2017   UGM 
PEJABAT FUNGSIONAL LAINNYA 
75 Drs. Sriyana,M.Si Perencana Madya     
  Boyolali,06 Agustus 1964 1/1/2017 
76 Eko Budi Hartati, SE, M. Si Perencana Madya      
  Bantul,07 Februari 1965 1/1/2017     
77 Dra.Sri Sugiarti Pekerja Sosial Madya     
  Klaten, 18 Mei 1965 1/1/2017     
78 Suraji, S.Pd Pekerja Sosial Madya     
  Sleman,08 Juli 1961 1/1/2017     
79 Drs. Anwar Rosyid Pranata Humas 
Madya 
    
  Yogyakarta,08 September 1959 1/1/2017     
80 Trimiyati, S.Pd, MA Pustakawan Madya     
  Purworejo,16 Juni 1970 1/1/2017     
     
Yogyakarta, 30 April 2017 
Kepala Bagian Tata Usaha  
   
Dra. Pristi Yudawati, MM 
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Lampiran 5. Data Peserta Diklat FDS PKH Angkatan IX 
+ 
    
KEMENTERIAN SOSIAL RI 
BADAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENYULUHAN  SOSIAL 
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YOGYAKARTA 
Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta Kode Pos 55571 Telp/Fak 0274 496925 
Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta kode Pos 55165 telp./Fak 0274 376140 
 
 
CURICULUM  VITAE PESERTA 
 
Nama  Diklat : FAMILY DEVELOPMENT SESSION PROGRAM KELUARGA HARAPAN ANGKATAN  IX 
Tanggal   Pelaksanaan  : 29 Maret  s.d 14  April  2017 
Tempat   Penyelenggaraan  : Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III 









JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
PROPINSI JAWA TENGAH 
Kabupaten Pekalongan 
1.  Slamet Kombali, ST Pekalongan/ 29 
April 1977 
L S1 Korkab. 
Pekalongan 
Jl. Pelita 1 Griya Buaran 





Kabupaten  Tegal 
2.  Mamun Marnoto, ST Tegal/ 18 Des 
1979 
L S1 Korkab Tegal Jl. Pancasila No 11 Rt 













JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
Kabupaten Lombok Barat 
3.  Hamdi, S. Pd Batu tumpeng 
17 Agustus 1982 
L S1 Pendamping 
Kec. Kediri 
Batu Tumpeng, Jagaraga 





4.  Lalu Junaidi, S. Pd Kuripan 
05 April 1981 
L S1 Pendamping 
Kec. Kuripan 
Dusun Embung, Kuripan 
Selatan, Kec. Kuripan, 








18 Mei 1982 
P D3 Pendamping 
Kec. Kuripan 
Jl. Jendral Sudirman, 
Dasan Geres Selatan, 




6.  Nadia Febrianika, S. 
TP 
Narmada 




Jl. Lembu Sari 2, 
Lembuak Mekar Indah, 





7.  Rudi Martahadi, SH Narmada 
03 April 1984 
L S1 Pendamping 
Kec. Narmada 
Selat Barat, desa Selat, 








P S1 Pendamping 
Kec. 
Lingsar 
Jl. Gunung Semeru no 4, 
BTN Duman, Lingsar, 













JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
Kab. Lombok Timur 
9.  Lalu Suhardan, S.Pd Selaparang,  
31 Desember 
1985 
L S1 Pendamping 
Kec. Suela 
Selaparang (Karang 
Katon), Kecamatan Suela 




10.  Sri Marya Ulfah, 
S.Pd 
Kopang 
04 Mei 1985 
P S1 Pendamping 
Kec. Sikur 















Kertasari, Kec. Labuhan 




12.  Mariana,S.P Tibu Tangkok 
01 Juli 1974 
P S1 Pendamping 
Kec. Wanasaba 
Liwatan Pucat, Desa 
Bebidas, Kec. Wanasaba, 




13.  Rizki Agustiadi S, 
S.Pd 
Sakra 
22 Agustus 1986 
L S1 Pendamping 
Kec. Sukamulia 







14.  Henderiawan 
Nuryadin, ST 
Sakra 
27 Juli 1986 
L S1 Pendamping 
Kec. Masbagik 

















JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
Kab.Lombok Tengah 
15.  Rusmini, S.Pd Dasan Baru, 
 31 Desember 
1988 
p S1 Pendamping 
Kec. 
Pringgarata 






16.  Dedi Irawan, S.Pd Gundul,  
20 Agustus 1980 









17.  Saharudin, S.Pd Jerubunut  
15 September 
1982 
L S1 Pendamping 
Kec. Pujut 





18.  L. Subhan, S.Pd Rembitan  
31 Desember 
1974 
L  Pendamping 
Kec. Pujut 





19.  Samsul Hakim , 
S.Pd.I 
Paok Rengge,  
31 Desember 
1984 
L S1 Pendamping 
Kec. Kopang 





20.  Ari Tri Wahyuni, 
S.TP 
Bandung,  
15 Februari 1984 
P S1 Pendamping 
Kec. Praya 
BTN Bale Tastura Dusun 
Begak Desa Bunut Baok, 














JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
21.  Muktasid, S.Pd Sasake, 
31 Desember 
1987 









22.  Sahi, S.Pd Lombok Tengah,  
31 Desember 
1978 
L S1 Pendamping 
Kec. Praya 
Timur 






23.  Yuliati, S.Sos Bima,  
21 Juli 1982 
p S1 Pendamping 
Kec.Wera 
Dusun Tawali RT 01 Rw 





24.  Neli Komalasari, 
S.Pd.I 
Tawali,  
18 Pebruari 1982 
P S1 Pendamping 
Kec. Wera 
Dusun Tawali Rt 05 Rw 






25.  Dra. Nurlailah Bima,  
10 Oktober 1968 
P S1 Pendamping 
Kec. Wera 
Dusun Lasinta RT 21 Rw 
07 Desa Sangiang Kec 
Wera Kab Bima 
 
082341995244 





P S1 Pendamping 
Kec. Ambalawi 
Dusun Rite I Rt 006 Rw 





27.  Drs. Syamsudin Nipa Wera,  
1 Juli 1963 
L S1 Pendamping 
Kec. Ambalawi 
Rt 01 Rw 05 Dusun Nipa 













JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
28.  Verdiansyah, S.Pd Doridungga,  
21 Mei 1985 
L S1 Pendamping 
Kec. Donggo 
Rt 012 Rw 03 Ds. 




29.  Efendi, SS Toke Donggo,  
11 September 
1985 
L S1 Pendamping 
Kec. Donggo 
Kamunti Rt: 009 Rw: 005 




30.  Ari Budi Prasetyo, 
S.Pd 
Banyuwangi, 
 8 Mei 1985 
L S1 Pendamping 
Kec. Soromandi 
Sai Rt: 01 Rw: 004 Desa 





31.  Arkam, S.Pd Bima,  
18 Juli 1986 
L S1 Pendamping 
Kec. Soromandi 
Punti Rt: 07 Rw: 003 
Desa Punti Kec. 
Soromandi Kab. Bima 
 
081339807619 
32.  Irfansyah, S.Pd Kore Sanggar, 
03 Agustus 1983 
L S1 Pendamping 
Kec.Tambora 
Desa Kawinda Nae Rt 02 





PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
       Kab. Sumba Barat Daya 
33.  Delsiana Ngongo, 
S.IP 
Wanno Kasa,  
31 Desember 
1987 
P S1 Pendamping 
Kec.Wewewa 
Barat 
Wanno Kasa, Desa Raba 
Ege – Kec. Wewewa 














JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
34.  Nining Sismi Watji, S. 
I.Kom 
Komi, 
 26 Agustus 
1993 
P S1 Pendamping 
Kec. Kota 
Tambolaka 
Etakua – Desa 
Weepangali Kec. Kota 
Tambolaka – Kab. 




35.  Yulius Lende Umbu 
Pati, S.Pd.K 
Waimangura,  
29 Mei 1982 








36.  Selviana Tanggu 
Solo, S.Pd 
Weetebula,  
17 Februari 1988 
P S1 Pendamping 
Kec. Wewewa 
Barat 
Jl. Laratama, Desa Rada 
Mata  Kec. Kota 
Tambolaka – Kab. 
Sumba Barat Daya- NTT 
 081237071034 





L S1 Pendamping  
Kec. Wewewa 
Timur 
Jln. Simpang pasar 
Ombarade, Wewewa 
Timur – Kab. Sumba 




38.  Gerardus Dowa Riti, 
S.TP 
Walu Banu,  
16 Juni 1987 
L S1 Pendamping 
Kec. Loura 
Jln. Rangga Rame, 
Weepangali, Kec. Kota 
Tambolaka – Kab. 














JABATAN ALAMAT RUMAH E MAIL  TELP/HP 
39.  Vivi Simonis, S.Ag Waingapu,  
31 Juli 1966 
P S1 Pendamping 
Kec. Loura dan 
Kota 
Tambolaka 
Jl. Nimba – Rongngo 
Bepa – Desa Kalena 
Wanno – Kec. Kota 
Tambolaka-Kab. Sumba 
Barat Daya – NTT 
 082147069324 





P S1  Pendamping 
Kec. Loura dan 
Kota 
Tambolaka 
Jl. Kemiri – Desa Rada 
Mata – Kec. Kota 
Tambolaka – Kab. 







Lampiran 6. Kurikulum Diklat FDS PKH 
No MATERI PELATIHAN JAMLAT 
A MATERI DASAR  
1 Modul 1: Kebijakan P2K2 dalam PKH  
 Sesi  1 Kebijakan P2K2 dalam PKH 2 
 Sesi  2 Monitoring dan Evaluasi P2K2 dalm PKH 2 
 
Kebijakan Pengembangan SDM Kesos Regional III 
Yogyakarta 
2 
 Jumlah Materi dasar 6 
B MATERI INTI  
1 Modul 2: Pengasuhan dan Pendidikan Anak  
 Sesi  1: Menjadi Orangtua yang Lebih Baik 7 
 Sesi  2: Memahami Perilaku Anak  6 
 Sesi  3: Memahami Cara Anak Usia Dini Belajar 6 
 Sesi  4: Membantu Anak Suskes di Sekolah 6 
 Jumlah 25 
2 
Modul 3: Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan 
Usaha 
 
 Sesi  5: Mengelola Keuangan Keluarga 7 
 Sesi  6: Cermat Meminjam Dan Menabung 6 
 Sesi  7: Memulai Usaha 6 
 Jumlah 19 
3 Modul  4: Kesehatan Dan Gizi   
 Sesi 8: Pentingnya 1000 hari Pertama Kehidupan 7 
 Sesi 9: Anak dan Balita 6 
 Sesi 10: Higinitas, Sanitasi dan Penyakit 5 
 Jumlah 18 
4 Modul 5: Perlindungan Anak  
 Sesi 11: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 7 
 Sesi 12: Pencegahan Penelantaran dan Eksploitasi 6 
 Jumlah 13 
5 Modul 6 : Penyandangan Disabilitas  
 Sesi 13: Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Berat 6 
 Jumlah 6 
6 Modul 7 : Kesejahteraan Lanjut Usia  
 Sesi 14: Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia  6 
 Jumlah 6 
179 
 
No MATERI PELATIHAN JAMLAT 
7 
Modul 8 : PBL (5 hari dilaksanakan secara terpisah 
masing-masing 1 hari) 
40 
 Jumlah (Materi Inti) 127 
C PENUNJANG  
 1 Pengarah Teknis 1 
2 Pra/ Purna Test  2 
3 Pembukaan dan Penutupan 2 
4 Evaluasi Penyelenggaraan 1 
5 Pengarahan PBL  4 
6 RTL  2 
 Jumlah Penunjang 12 




Lampiran 7. RBPMD dan RP Diklat FDS PKH Materi “Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik” 
 
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT 
 
1. Nama Diklat :  Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga / Family Development Session angk. IX 
2. Mata Diklat :  Menjadi Orang tua yang lebih baik. 
3. Alokasi Waktu :  8 Jamlat @ 45 menit. 
4. Deskripsi Singkat : Mata diklat ini membahas sikap dan perilaku orang tua yang perlu dimiliki agar menjadi orang tua yang lebih 
baik, cara menjadi orang tua yang lebih baik, tujuh hal sederhana yang membuat anda menjadi orang tua 
yang lebih baik, praktek memfasilitasi. 
5. Tujuan Pembelajaran :   
     a. Kompetensi Dasar : Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta diharapkan mampu memahami Menjadi orang tua 






b. Indikator Keberhasilan : 





1 2 3 4 5 6 7 8 
 Setelah mengikuti 
pembelajaran mata diklat 
ini peserta diharapkan 
dapat : 


















 Andina, S dan 
Tomlinson, H.B, 2012, 
PKH Education Team 
Field visit Report, 
Jakarta : Bank Dunia 
Andina, S, & Tomlinson, 




................, 2014, Modul 
Pengasuhan dan 





Australia Aid, Bank 
 Menjelaskan sikap dan 
perilaku orang tua yang 
perlu dimiliki agar 








tua yang lebih 
baik 
1. Konsep diri yang 
positif. 




























45 ‘  Menjelaskan cara menjadi 





1. Mengingat hal  
membahagiakan 
yang dirasakan 
sebagai orang tua. 





3. Selalu berusaha 
untuk melihat hal 







kasih sayang tanpa 
kekerasan. 
5. Saling bekerja 
sama antara ayah 
dan ibu dalam 
mengasuh anak. 
6. Ayah dan ibu 
berdiskusi & 
memutuskan 

















Drs. UJI HARTONO, MA 
NIP. 19590317 198503 1 002
3 Menguraikan tujuh hal 
sederhana yang membuat 
anda menjadi orang tua 








































3. Menjadi orang 
tua. 







 Praktek menjadi 
fasilitator menjadi 






































































1 Nama Diklat : Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Angkatan / 
Family Development Session Angk.  IX. 
2 Mata Diklat :   Menjadi Orang tua yang lebih baik. 
3 Alokasi Waktu :   8 jamlat a  45 menit. 
4 Deskripsi Singkat :  Mata diklat ini membahas sikap dan perilaku orang tua 
yang perlu dimiliki agar menjadi orang tua yang lebih baik, 
cara menjadi orang tua yang lebih baik, tujuh hal sederhana 
yang membuat anda menjadi orang tua yang lebih baik, 
praktek memfasilitasi. 
5 Tujuan Pembelajaran :  











Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta 
diharapkan mampu memahami menjadi orang tua yang 
lebih baik. 
 
Setelah mengikuti pembelajaran mata diklat ini peserta 
diharapkan dapat : 
1) Menjelaskan sikap dan perilaku orang tua yang perlu 
dimiliki agar menjadi orang tua yang lebih baik. 
2) Menjelaskan cara menjadi orang tua yang lebih baik. 
3) Menguraikan tujuh hal sederhana yang membuat anda 
menjadi orang tua yang lebih baik. 
4) Mempraktekkan memfasilitasi menjadi orang tua yang 
lebih baik. 
6 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok: 
 a. Materi Pokok : 1) Sikap dan perilaku orang tua yang perlu dimiliki agar 
menjadi orang tua yang lebih baik. 
2) Cara menjadi orang tua yang lebih baik 
3) Tujuh hal sederhana yang membuat anda menjadi orang 
tua yang lebih baik. 
4) Praktek memfasilitasi menjadi orang tua yang lebih baik. 
 b.Sub Materi Pokok : 1 1) Konsep diri yang positif. 
2) Menunjukkan kasih sayang, tidak melakukan 
kekerasan dan konsisten. 
   2 1) Mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan 
sebagai orang tua. 
2) Sejalan antara perkataan dan perbuatan. 
185 
 
3) Selalu berusaha untuk melihat hal baik pada diri 
masing-masing. 
4) Bersikap, berperilaku, dan bertutur kata dengan 
penuh kasih sayang tanpa kekerasan. 
5) Saling bekerja sama antara ayah dan ibu dalam 
mengasuh anak. 
6) Ayah dan ibu berdiskusi dan memutuskan bersama 
hal yang terkait dengan pengasuhan 
7) Menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran 
dihadapan anak. 
   3 1) Mendengarkan 
2) Berbagi waktu bersama 
3) Berikan konsekuensi yang terbaik 
4) Menjadi orang tua 
5) Menjadi contoh teladan 
6) Melakukan kegiatan yang anda sukai. 
7) Jadilan spontan 











Kegiatan Peserta Metode Media/Alat 
bantu 


















































tes secara lisan 
 
1.Meminta   
pendapat tentang 





























tujuan & harapan 


































































































































































sama antara ayah 
dan ibu dalam 
mengasuh anak, 












































































































































































































































1. Peserta melak- 
    sanakan praktek  
    memfasilitasi dalam 
    kelompok  secara 
    bergantian. 
 
2. Peserta yang tidak 
    praktek berperan 
    sebagai KSM. 
 
3. Menyampaikan  
    review setelah  
    selesai praktek 

















































































   penguatan dan 
menyimpulkan 
pada 
   review dalam 
kelas 
   besar. 
 
3.  Penutup         1.Memberikan 
   review proses 
   pembelajaran 
   yang   telah 
dilaksanakan  
 2.Bersama peserta 
   Menyimpulkan 
   materi yg telah 
   dibahas & 
   melakukan 
   pengayaan thp  
   materi pembela 
   jaran berdasar 
   masukan peserta 
 
3.Melakukan 
   posttest secara 
   lesan 
 
4.Menyampaikan 
salam penutup               
  1.Mendengarkan 
   Dan 
   memperhatikan 
 
2.Menyimpulkan 
   materi yg telah 
   dibahas  
 
3.Menjawab soal 
   soal posttest. 
 
4.Menjawab salam               
Brainstorming, 
ceramah, 










1. Jelaskan tentang konsep diri yang positif dalam pengasuhan anak ? 
2. Jelaskan tentang menunjukkan kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan 
dalam pengasuhan anak ? 
3. Sebutkan tujuh cara menjadi orang tua yang lebih baik ? 
4. Jelaskan saling bekerja sama antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak ? 
5. Jelaskan tentang menghindari perbedaan dan pertengkaran dihadapan anak dalam 
pengasuhan anak ? 
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................, 2014, Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak : Panduan Teknis 
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Proses Pembelajaran Kelas Besar 
 
Proses Pembelajaran Kelas Besar 
 
Proses Pembelajaran Kelas Kecil 
 










Penerimaan PBL di Sukoharjo 
 
Penerimaan PBL di Sukoharjo 
 
Peserta memberikan materi kepada KPM 
 




Peserta memberikan ice breaking  
 







Media Pembelajaran Sesi Kesehatan dan Gizi 
 






Modul Kesejahteraan Lansia 
 
Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak 
 






Sarana dan Prasarana 
 
















Lampiran 13. Surat Penelitian 
 
 
